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Kata Pengantar

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah
SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-
Nya sehingga buku ini, yang berjudul "Pembiayaan dan
Pelaksanaan Musyarakah dalam Perbankan Syariah,"
dapat diselesaikan dengan baik. Kami juga mengucap-
kan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah
memberikan dukungan dan masukan dalam penyu-
sunan buku ini.

Buku ini hadir sebagai referensi yang membahas
secara komprehensif tentang konsep dan implementasi
pembiayaan musyarakah dalam sistem perbankan
syariah. Sebagai salah satu skema pembiayaan yang
berbasis kemitraan, musyarakah memiliki peran pen-
ting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi syariah
serta memberikan manfaat yang adil bagi semua pihak
yang terlibat. Oleh karena itu, pemahaman yang men-
dalam mengenai aspek hukum, ekonomi, dan praktik
pembiayaan musyarakah sangat diperlukan bagi
akademisi, praktisi, dan masyarakat umum yang
tertarik dengan perbankan syariah.

Pada bagian awal, buku ini membahas prinsip-
prinsip dasar dalam ekonomi Islam, termasuk penger-
tian kemaslahatan, keadilan, dan perjanjian yang
menjadi dasar utama dalam transaksi keuangan
syariah (Bab 2). Selanjutnya, dalam Bab 3, pembahasan
berfokus pada perjanjian dalam hukum Islam serta
kaitannya dengan Kitab Undang-Undang Hukum
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Perdata (KUHPerdata), yang menjadi landasan hukum
dalam berbagai aspek kontraktual.

Bab 4 dan Bab 5 memberikan pemahaman lebih
mendalam tentang sistem ekonomi syariah dan konsep
perbankan syariah sebagai kerangka besar di mana
musyarakah diterapkan. Sementara itu, pembahasan
spesifik mengenai pembiayaan musyarakah dimulai
dari Bab 6, yang menguraikan prinsip-prinsip dasar
dan mekanisme pembiayaan ini, hingga Bab 7, yang
menjelaskan hakikat dan tujuan pembiayaan musyara-
kah dalam perbankan syariah.

Efektivitas pembiayaan musyarakah dalam mem-
berikan manfaat bagi perbankan syariah menjadi pokok
bahasan dalam Bab 8, yang kemudian diikuti oleh
pembahasan mengenai kemanfaatan hukum bagi bank
dan nasabah dalam Bab 9. Faktor-faktor yang meme-
ngaruhi implementasi pembiayaan musyarakah
dijabarkan dalam Bab 10, sebelum akhirnya pemba-
hasan tentang praktik pembiayaan musyarakah pada
perbankan syariah dituangkan dalam Bab 11. Buku ini
kemudian ditutup dengan kesimpulan pada Bab 12,
yvang merangkum temuan-temuan utama serta
rekomendasi terkait optimalisasi skema musyarakah
dalam perbankan syariah.

Kami berharap buku ini dapat memberikan
wawasan dan manfaat bagi pembaca yang ingin
memahami lebih jauh tentang pembiayaan musyarakah
dan aplikasinya dalam perbankan syariah. Kami juga
menyadari bahwa buku ini masih memiliki keku-
rangan, sehingga saran dan kritik yang membangun
sangat kami harapkan demi penyempurnaan di masa
mendatang.
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Akhir kata, semoga buku ini dapat menjadi
kontribusi yang bermanfaat bagi perkembangan ekono-
mi Islam dan perbankan syariah di Indonesia. Semoga
Allah SWT senantiasa memberikan keberkahan bagi
kita semua. Aamiin.

Penulis
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Bab 1
Pendahuluan

Sebagai sebuah mnegara berpenduduk muslim
terbesar di dunia, Indonesia baru saat ini memiliki
bank yang mendasarkan pengelolaannya pada prinsip
syariah. Pada awal-awal berdirinya negara Indonesia,
perbankan masih berpegang pada sistem konvensional
atau sistem bunga bank (interest system). Pada 1983,
dikeluarkan kebijakan yang berkaitan dengan pem-
berian keleluasaan penentuan tingkat suku bunga,
termasuk bunga nol persen. Hal ini terus berlangsung
paling tidak hingga dikeluarkannya paket kebijakan
Oktober 1988 (Pakto 88) sebagai kebijakan deregulasi
di bidang perbankan yang memperkenankan berdiri-
nya bank-bank baru.

Secara kelembagaan, perbankan syariah yang per-
tama kali berdiri di Indonesia adalah Bank Muamalat
Indonesia. Kemudian, baru menyusul bank-bank lain
yang membuka jendela syariah (Zs/lamic window) dalam
menjalankan kegiatan usahanya. Melalui Is/lamic win-
dow ini, bank-bank konvensional dapat memberikan
jasa pembiayaan syariah. Sementara itu, perbankan
syariah secara yuridis di tataran Undang-Undang
dimulai pada tahun 2008 dengan diundangkannya
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang
Perbankan Syariah, bank-bank konvensional dapat
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memberikan jasa pembiayaan syariah. Bank syariah
atau Bank Islam juga berfungsi sebagai lembaga
intermediasi, yakni menghimpun dana dari masyarakat
dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali
kepada masyarakat yang membutuhkannya dalam
bentuk fasilitas pembiayaan untuk meningkatkan taraf
hidup rakyat.

Kehadiran perbankan syariah di Indonesia
merupakan salah satu bentuk upaya pemerintah dalam
mewujudkan tujuan pembangunan nasional sebagai-
mana yang diamanatkan Undang-Undang Dasar 1945,
yaitu terciptanya masyarakat yang adil dan makmur
berdasarkan demokrasi ekonomi. Dalam mewujudkan
tujuan pembangunan tersebut, diperlukan partisipasi
masyarakat dalam bentuk penggalian potensi di bidang
perekonomian berdasarkan nilai nilai Islam (syariah)
yang berlandaskan nilai-nilai keadilan, kemanfaatan,
keseimbangan, dan keuniversalan. Perbankan syariah
dengan kata lain perbankan Islam, tidak terlepas dari
upaya penggalangan dana masyarakat yang selaras
dengan orientasi nilai yang tumbuh dalam masyarakat
Islam. Islam melarang praktik muamalah yang dapat
menimbulkan riba, sehingga didirikanlah bank tanpa
bunga yang sesuai dengan prinsip dasar ajaran Islam.
Sebab, sebagian besar ulama beranggapan bahwa bu-
nga bank itu termasuk riba dan hukumnya haram.

Atas dasar pemikiran tersebut, diusahakan adanya
sistem perbankan yang operasinya tidak mengenakan
bunga kepada nasabahnya (interest free banking sys-
tem) atau lazim disebut perbankan berdasarkan prinsip
syariah (perbankan syariah). Peran bank syariah dalam
memacu pertumbuhan perekonomian daerah makin

T—————EEEEEED () E—



strategis dalam rangka mewujudkan struktur per-
ekonomian yang makin berimbang. Dukungan terhadap
pengembangan perbankan syariah juga diperlihatkan
dengan adanya dual banking system, di mana bank
konvensional diperkenankan untuk membuka unit
usaha syariah. Selain itu, juga setelah resminya merger
perbankan, tiga perbankan umum syariah yang terdiri
atas Mandiri Syariah, BRI syariah, dan BNI Syariah.
Hal ini menjadi suatu lembaga perbankan yang lebih
besar di bidang perbankan syariah bernama Bank
Syariah Indonesia yang diharapkan dapat mengop-
timalkan potensi pengembangan perbankan syariah di
Indonesia, setidaknya dapat bersaing dengan lembaga
Bank BUMN Konvensional yang sudah ada saat ini.
Sistem perbankan syariah sesungguhnya tidak
terbatas pasarnya pada nasabah yang memiliki ikatan
emosional keagamaan (masyarakat muslim). Layanan
perbankan syariah dapat dinikmati oleh siapa saja atau
tidak tergantung agama yang dianut, sepanjang
bersedia mengikuti cara berbisnis yang diperbolehkan
secara syariat. Masyarakat membutuhkan lembaga
keuangan yang kuat, transparan, adil, dan berko-
mitmen dalam membantu meningkatkan perekonomian
dan usaha nasabah. Akad musyarakah termasuk salah
satu akad yang diperbolehkan menurut syariat
berdasarkan dalil dalam Al-Qur’an dan sunnah. Dalil
umum dibolehkannya akad musyarakah berdasarkan
firman Allah SWT dalam Quran Surat (Q.S.) Shad (38)
ayat 24 :
e b sl Lm;mwﬂsuba}uugnmd\ o Elalls 34 U6
vt £33 W3 3503 b3 ‘ub G 8y caddiall \3,La&9 lﬁ.ml u.»..\.ll )jl R
0 S0T5 BSI5 335 455

| — 3_————



Artinya: “Dia (Daud) berkata, “Sungguh, dia benar-
benar telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta
kambing itu untuk (digabungkan) kepada kambing-
kambingnya. Sesungguhnya banyak di antara orang-
orang yang Dberserikat itu benar-benar saling
merugikan satu sama lain, kecuali orang-orang yang
beriman dan beramal saleh, dan sedikit sekali mereka
itu.” Daud meyakini bahwa Kami hanya mengujinya.
Maka, dia memohon ampunan kepada Tuhannya dan
dia tersungkur jatuh serta bertobat.”

Dalam ayat lain, Allah Swt. berfirman dalam Q.S.
An-Nisa (4) ayat 12 mengenai konsep syirkah dalam
konteks pembagian waris :

31 806 s §¢ 08 063 580 585 @ &I (S21551 5 b Caas K5 &
;&7&’13;«jé‘ﬁgﬁuwéﬂ‘&@ﬁeu)éﬁ‘@uﬁ@ywﬁwwéyw
ubaum 3‘ Les uwy wﬁ A3 w ;~5y Ge Z)i»ﬂ' 0419 Ab r&l ogub JJﬁ
uﬁwjvwﬁwéﬁﬂeé@by%eawww‘dﬂsﬂﬁeﬂkﬂéuﬁ

‘ou.l> ke AT _9&4.,\.“

Artinya: “Bagimu (para suami) seperdua dari harta
yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak
mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mem-
punyal anak, kamu mendapat seperempat dari harta
yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang
mereka buat atau (dan setelah dibayar) utangnya. Bagi
mereka (para istri) seperempat harta yang kamu ting-
galkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu
mempunyai anak, bagi mereka (para istri) seperdelapan
dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi)
wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar)
utang-utangmu. Jika seseorang, baik laki-laki maupun
perempuan, meninggal dunia tanpa meninggalkan ayah
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dan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki
(seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), bagi
masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam
harta. Akan tetapi, jika mereka (saudara-saudara seibu
itu) lebih dari seorang, mereka bersama-sama dalam
bagian yang sepertiga itu, setelah (dipenuhi wasiat)
yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya
dengan tidak menyusahkan (ahli waris). Demikianlah
ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha
Penyantun.”

Dalam hadis, Rasulullah saw mengabarkan bahwa
Allah Swt. bersama orang-orang yang bersyirkah dalam
kebaikan, termasuk dalam bisnis, selama pihak yang
bersyirkah itu tidak saling berkhianat. Hadis riwayat
Abu Daud dari Abu Hurairah, Rasulullah saw bersabda.

“Allah swt. berfirman: ‘Aku adalah pihak ketiga

dari dua orang yang bersyarikat selama salah satu

pihak tidak mengkhianati pihak yang lain. Jika
salah satu pihak telah berkhianat, Aku keluar dari
mereka.” (HR. Abu Daud, yang disahihkan oleh al

Hakim, dari Abu Hurairah).

Dalam hadis Nabi yang lain, riwayat Tirmidzi dari
‘Amr bin ‘Auf.

“Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum mus-
limin, kecuali perdamaian yang mengharamkan
yang halal atau menghalalkan yang haram; dan
kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat
mereka, kecuali syarat yang mengharamkan yang
halal atau menghalalkan yang haram.”

Kemitraan antara bank dan nasabah untuk ber-
sama-sama memberikan modal dengan cara membeli
saham untuk membiayai suatu investasi diartikan
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sebagai suatu kongsi atau musyarakah. Instrumen
penting lain yang digunakan oleh perbankan Islam
untuk menyediakan pembiayaan selain mudarabah
yaitu musyarakah atau penyertaan modal (equity
participation). Istilah lain yang digunakan untuk
musyarakah, yaitu shirkah atau syirkah. Lembaga-
lembaga keuangan Islam menerjemahkannya dengan
istilah ‘participation financing agar dapat lebih
menggarisbawahi salah satu aspek dari musyarakah.
Musyarakah dapat diterjemahkan ke dalam bahasa
Indonesia dengan dipadankan ‘kemitraan’, ‘perse-
kutuan’, atau ‘perkongsian’. Dalam musyarakah, dua
atau lebih mitra menyumbang untuk memberikan
modal guna membiayai suatu investasi. Dalam hal ini,
bank yang memberikan fasilitas musyarakah kepada
nasabahnya berpartisipasi dalam suatu proyek yang
baru atau dalam suatu perusahaan yang telah berdiri
dengan cara membeli saham (equity shares) dari per-
usahaan tersebut.

Hasil keuntungan dari musyarakah juga diatur,
seperti halnya mudarabah, sesuai dengan prinsip
pembagian keuntungan dan kerugian atau Profit and
Loss Sharing Principle (PLS). Selain itu, seperti yang
istilahnya digunakan oleh Undang-Undang Nomor 10
Tahun 1998 adalah prinsip bagi hasil. Keuntungan
dibagi menurut proporsi yang telah ditentukan se-
belumnya. Kedua pihak memikul risiko kerugian
finansial. Berbeda dengan ketentuan dalam mudarabah
yang tidak memungkinkan bank dalam kedudukan
sebagai shahib Al-malturut campur dalam pengelolaan
perusahaan, pada musyarakah bank mempunyai hak



untuk diwakili dalam direksi perusahaan yang bersang-
kutan dan mempunyai hak suara.

Dalam musyarakah, bank adalah mitra usaha.
Oleh karena itu, dalam kedudukannya sebagai mitra
usaha, bank mempunyai hak yang sama dengan sesama
mitra usaha dalam perjanjian musyarakah, seperti
turut mengelola usaha yang dibiayai. Selain itu, untuk
mendukung pengoperasionalnya dalam rangka pe-
laksanaan dan regulasi akad musyarakah, maka
dikeluarkannya Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor
08/DSN/MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mu-
syarakah dan Juga Peraturan Bank Indonesia Nomor
22/16/PBI/2020 tentang Perubahan Ketiga atas Per-
aturan Bank Indonesia Nomor 19/4/PBI/2017 tentang
Pembiayaan Likuiditas Jangka Pendek Syariah bagi
Bank Umum Syariah yang menjadi payung hukum
nasional.



Bab 2
Pengertian Kemaslahatan,
Keadilan dan Perjanjian

A. Arti Kemaslahatan

Teori kemaslahatan adalah terminologi hukum
Islam. Dari istilahnya, kemaslahatan berarti kegunaan
atau kemanfaatan. Teori yang serupa dikenal dalam
khazanah filsafat dan teori hukum Barat, yaitu teori
kemanfaatan (Utilitarianism). Dalam sistem hukum
Islam, teori kemanfaatan sebagai teori kemaslahatan
(mashlahah), secara etimologi merupakan kata tunggal
dari al-masallh, yang searti dengan kata ‘solah’ atau
‘vang mendatangkan kebaikan’. Tak jarang masalah
atau istilah ini disertai dengan kata a/-munaslb yang
berarti ‘hal-hal yang cocok, sesuai, dan tepat
penggunaannya’ (Syahrani, 2004, p. 21).

Umar (2007, p. 112) menyimpulkan bahwa dari
beberapa arti tersebut dapat diambil suatu pemahaman
bahwa setiap sesuatu, apa saja yang mengandung
manfaat di dalamnya, baik untuk memperoleh
kemanfaatan, kebaikan, maupun untuk menolak kemu-
daratan, maka semua itu disebut dengan maslahah.
Persoalan maslahah atau kemanfaatan dari filsafat
hukum Islam menjadi bagian penting dan terasa hingga
sekarang ini, manakala hukum Islam, khususnya sum-
ber-sumber hukum Islam dihadapkan pada penerapan
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berbagai persoalan baru (kontemporer), sedangkan
persoalan dan pendekatan lama (konservatif) mem-
butuhkan jawabannya.

Hal itu tampak, misalnya sehubungan dengan ma-
salah-masalah atau isu-isu baru (kontemporer), seperti
bagaimana status bayi tabung, bagaimana status
hukum perkawinan campuran (antaragama), dan lain-
lain yang membutuhkan penafsirannya. Persoalan atau
berbagai isu kontemporer tersebut menjadi pusat
perhatian kalangan teoritis hukum Islam, antara lain
oleh Al-Ghazali , Abu Ishaq Al-Syatibi, dan Najmal-Din
al-Thufl, yang dalam banyak hal berbeda dengan para
pemikir sebalum atau semasa mereka, dan menghasil-
kan (memperkaya khasanah hukum Islam).

Al-Ghazali, yang bernama lengkap Abu Hamid
Muhammad Ibn Ah’Tad Al-Ghazali AI-Thusi, lahir 450
H di Ghazal, Thus, Khurasan, Republik Iran. Ia adalah
keturunan Persia asli (Zar, 2010, p. 155). Al-Ghazali
adalah salah satu pemikir yang dikelompokkan ke
dalam perkembangan dan perumusan Teori Maqasid al-
Syariah (Umar, 2007, p. 128). Hal ini juga disebut
sebagai Teori Hierarkis Maqasid al-Syariah.

Al-Ghazali bukan pertama kali merumuskan teori
tersebut, melainkan gurunya, Al-Juwayni, yang
mengelompokkan Maqasid al-Syariah menjadi tiga
jenis, yaitu daruriyyat, hajiyyat, dan makramat
(tahsiniyya®). Al-Jumwaeni (Guru Al-Ghazali) meru-
muskan Teori Maqasid al-Syariah atas tiga tersebut di,
lalu Al-Ghazali mengembangkan dan merumuskannya
menjadi lima unsur, yaitu agama, jiwa, akal, kehor-
matan, dan harta benda (Umar, 2007, p. 129).



Sementara itu, Al-Syatibi mengemukakan bahwa
tujuan utama syariah untuk menjaga dan memperju-
angkan tiga kategori, yaitu: daruriyyat, hajiyyat, dan
tahsiniyyat (Hallaq, 2001, p. 247). Selain itu, Najm al-
Din al-Thufi merumuskan teori kemaslahatan dalam
empat prinsip utama, yaitu (Efrinaldi, 2001, p. 29).

a. Akal dapat secara bebas menentukan kemasla-
hatan dan kemudaratan, khususnya dalam bidang
muamalah atau mudarat cukup dengan akal
(rasio). Kemampuan akal untuk mengetahui se-
suatu itu baik atau buruknya tanpa harus melalui
wahyu menjadi fondasi pertama dalam piramida
pemikiran Al-Thufi. Di sinilah letak perbedaan
yang cukup serius antara Al-Thufi dengan jumhur
ulama. Menurut Jumhur, meskipun kemaslahatan
itu dapat dicapai dengan akal, namun harus
mendapatkan konfirmasi dari nash atau ijmak.

b. Al'maslahah merupakan dalil yang bersifat
mandiri dan menempati posisi yang paling kuat
dalam penempatan hukum. Atas dasar 1ini,
kehujjah-an al-maslahah tidak diperlukan adanya
dalil pendukung.

c. Kemaslahatan cukup didasarkan kepada kekuatan
penilaian rasio tanpa melalui wahyu. Al-maslahah
hanya berlaku dalam masalah muamalah dan adat
kebiasaan, sedangkan masalah ibadah, seperti
salat magrib tiga rakaat, puasa sebulan penuh pada
bulan Ramadan, dan tawaf dilakukan sebanyak
tuyjuh kali, tidak termasuk kategori objek mas-
lahah. Masalah-masalah itu menjadi hak dan
otoritas Tuhan secara penuh.



d. Al-maslahah merupakan dalil syarak yang paling
dominan. Dalam konteks, versi Al-Thufi, jika nash
atau 1jmak bertentangan dengan al-maslahah,
maka kemaslahatan diprioritaskan dengan metode
takhshish nash (pengkhususan. hukum) dan bayan
(perincian)

Teori Maslahah menurut Al-Thufi bertolak dari
hadis yakni “La dharara wa la dhirara fi al-Islam.”
Artinya, tidak boleh memudaratkan dan tidak boleh
pula memudaratkan orang lain dalam Islam. Dalam
beberapa kajian, pendekatan yang digunakan bertolak
dari nilai-nilai ekonomi syariah. Menurut Al-Thufi
berintikan pada pemikiran bahwa maslahah ditem-
patkan sebagai dalil yang bersifat mandiri dan paling
dominan dalam legislasi Islam, baik secara substansial
kemaslahatan itu sendiri, mendapat konfirmasi dari
syarak, ataupun sebaliknya. Corak pemikiran Al-Thufi
dalam teori maslahah ini, terlihat dalam pembaruan
hukum Islam (Efrinaldi, 2001, p. 34).

Beberapa Teori Hierarkis Al-Maslahah berusaha
mencari jawaban atas masalah muamalah-muamalah
dari aspek kemslahatan melalui berbagai metode atau
pendekatannya yang merujuk pada sumber-sumber
hukum Islam. Hal ini relevan sekali, bahkan sangat
esensial untuk menemukan dari mana landasan hukum
(syariah) dalam bidang ekonomi, termasuk pula per-
bankan syariah.

Secara tekstual dan kontekstual tercantum secara
jelas dan tegas ‘Bank Syariah’ dalam sumber-sumber
Hukum Islam utama, yakni dalam Al-Qur’an dan As-
Sunnah atau melalui sumber-sumber hukum be-
rikutnya, yakni ijtihad, ijmak, dan lainnya melalui



interpretasi. Sejumlah nilai ekonomi syariah yang oleh
Hamid (2007, p. 265) termasuk grand theory yang
mampu menjawab segala problematika ekonomi sya-
riah. Pengembangan Teori Hierarkis Al-Maslahah
dalam konteks Teori Magashid AL-Syariah yaitu untuk
mewujudkan kebaikan sekaligus menghindari kebu-
rukan atau menarik manfaat dan menolak mudarat
(Mualim & Yusdani, 2001, p. 50).

Perbedaan para teoritis hukum Islam mengenai Al-
maslahah ini, secara jelas tampak dari teori Al-
Maslahah menurut Al-Ghazali bahwa suatu ke-
maslahatan harus seiring dengan tujuan syarak,
meskipun bertentangan dengan tujuan-tujuan manusia
(Efrinaldi, 2001, p 29). Hal ini merupakan pendapat
yang tetap merujuk pada sumber-sumber hukum Islam.
Ini juga berbeda dari pendapat Al-Thufi, bahwa ke-
seluruhan ajaran Islam yang termuat dalam nashialah
kemaslahatan bagi manusia secara universal.

Al-Thufi mengemukakan bahwa Al-Maslahah me-
rupakan Aujjah yang mandiri, tidak perlu mendapatkan
justifikasi dari nash, yang mendukungnya atau ada
campuran makna dari sejumlah nash, ataupun nash
menolak keberadaannya sama sekali (Efrinaldi, 2001,
p. 32—33). Dalam contoh pemikiran Al-Thufi se-
hubungan dengan kemaslahatan perbankan syariah,
secara jelas tidak ditemukan nash (teks) dalam Al-
Quran dan As-Sunnah yang memuat dan membahas
bank syariah. Oleh karena itu, akar dari asal-usulnya
dapat ditarik dari pelarangan riba yang jelas diatur
dalam kedua sumber hukum Islam yang utama itu.
Teori Hukum Al-Maslahah menurut Al-Thufi jelas
mengabaikan ijmak.



Hallaq (2001, p. 225) mengemukakan argumentasi
Al-Thufi dalam tiga argumennya. Pertama, Al-Thufi
mengemukakan, para pengkritik maupun pendukung
ijjmak sepakat mengenai posisi sentral maslahah.
Dengan kata lain, maslahah adalah fokus dari ke-
sepakatan bulat, sedangkan ijmak dan kewenangannya
tidak disepakati. Kedua, dalil tekstual dalam Al-
Qur’an, sunah, dan ijmak berbeda-beda dan terkadang
bertolak belakang. Ini mengakibatkan ketidakpastian
di antara para fukaha, sedangkan maslahah tidak
diperselisihkan dan kondusif untuk menyatukan kaum
muslimin, kesatuan yang sering diperintahkan oleh
Tuhan dalam sejumlah ayat. Ketiga, sejarah telah me-
nunjukkan bahwa sejumlah tokoh besar berpengaruh
dalam Islam sejak masa sahabat dan seterusnya,
mengabaikan dalil tekstual demi keputusan-keputusan
dan pandangan-pandangan yang didasarkan atas
maslahah.

Teori kemaslahatan berdasarkan uraian di atas
menunjukkan adanya hierarki atau tingkatan dan
skala prioritasnya. Umar (2007, p. 127), mengemu-
kakan, jika terjadi kontradiksi dalam penerapannya,
maka tingkatan (Aajiyyat) dan tingkatan Kketiga
‘tahsiniyyat. Ketentuan ini menunjukkan bahwa di-
benarkan mengabaikan hal-hal, termasuk tingkatan
kedua dan ketiga, manakala kemaslahatan yang masuk
angkatan pertama terancam eksistensinya.

Kemaslahatan dalam hukum Islam sangat relevan
untuk dikaji sehubungan pertanyaan dari mana
muncul dan berkembangnya perbankan syariah serta
ekonomi syariah pada umumnya. Salah satu bagian
pentingnya ialah pelarangan riba. Antonio (2001, p. 77),



menjelaskan bahwa institusi bunga merupakan sumber
bahaya dan kejahatan. Hal ini akan menyengsarakan
dan menghancurkan masyarakat melaui pengaruhnya
terhadap karakter manusia, seperti, bunga menim-
bulkan perasaan cinta terhadap uang dan harta untuk
mengumpulkan harta bagi kepentingn diri sendiri,
tanpa menghindarkan peraturan dan peringatan Allah.

Sumber-sumber hukum Islam, yakni Al-Qur’an dan
As-Sunnah secara jelas melarang praktik bunga karena
banyak menyengsarakan pihak yang ber-sangkutan.
Akan tetapi, hanya menimbulkan ekses, seperti
menindas pihak lain, mengabdi pada uang (harta
benda), dan kurang memperhatikan nilai-nllai
kebersamaan dalam masyarakat. Bunga dalam prak-
tiknya adalah suatu praktik perekonomian yang
berkembang dari sistem kapitalistik. Dalam uraian
mengenai teori ksmaslahatan berdasarkan sistem
hukum Islam, maka semua sumber hukum Islam
melarang praktik bunga. Sebab, hal ini dilarang oleh
syariat, maka termasuk tingkatan darurriyyat, yakni
memelihara agama serta tingkatan darruriyyat dalam
memelihara jiwa (hifn al-Nafs).

Sistem-sistem ekonomi konvensional, baik kapi-
talisme maupun sosialisme telah tercabut dari akar
ketuhanan (ilahiah), sehingga tesis Bentham “7he
Greatest Happiness of The Greatest Number’
(kebahagiaan yang terbesar untuk terbanyak orang),
hanya dititikberatkan pada pemenuhan atau penca-
paian materi belaka, tanpa memandang dari mana
kebahagiaan itu dicapai. Imam Malik dengan Teori Al-
Maslahah Al-Mursalah, yang dapat diterjemahkan
untuk kepentingan umum, mengemukakan bahwa



kemaslahatan adalah salah satu dari sumber syariah,
dengan tiga syarat yaitu:

a. kepentingan umum atau kemaslahatan umum itu
bukan hal- hal yang berkenaan dengan ibadat;

b. kepentingan umum atau kemaslahatan itu harus
selaras dengan syariah dan tidak boleh bertenta-
ngan dengan syariah; dan

c. kepentingan umum atau kemaslahatan umum itu
haruslah merupakan sesuatu yang esensial
(diperlukan) dan bukan hal-hal yang bersifat
kemewahan (Azhary, 2010, p. 10).

Dari aspek substansi hukum perbankan syariah,
kepentingan yang mendasarinya terjelma dari tujuan-
nya, yang menurut Undang-Undang Nomor 21 Pasal 3
Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah ditentukan
bahwa “Perbankan Syariah bertujuan menunjang
pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka
meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemera-
taan kesejahteraan rakyat’. Ketentuan ini pada
dasarnya merupakan bentuk kepentingan umum atau
kepentingan kolektif karena unsur kebersamaan dan
pemerataan kesejahteraan yang berkeadilan menjadi
tujuan perbankan syariah.

B. Pengertian Keadilan
1. Teori Keadilan dalam Hukum Islam

Terminologi keadilan dalam Al-Qur’an disebutkan
dalam berbagai istilah, antara lain ‘ad/, qisth, mizan,
hiss, qasd, atau variasi ekspresi tidak langsung.
Sementara itu, berdasarkan terminologi, ketidakadilan
adalah zul/m, itsm, dhalal, dan lain-lain. Setelah kata
‘Allah’ dan ‘Pengetahuan’, keadilan dengan berbagai



terminologinya termasuk kata yang paling sering
disebutkan dalam Al-Qur’an. Dengan berbagai muatan
makna ‘adil’ tersebut, secara garis besar keadilan dapat
didefinisikan sebagai suatu keadaan di mana terdapat
kesamaan perlakuan di mata hukum, kesamaan hak
kompensasi, hak hidup secara layak, hak menikmati
pembangunan dan tidak adanya pihak yang dirugikan,
serta adanya keseimbangan dalam setiap aspek kehi-
dupan (Pusat Pengkajian Pengembangan Ekonomi
Islam, 2008, p. 59).

Dalam Al-Qur’an tidak kurang dari 56 ayat-ayat
yvang membicarakan tentang keadilan, ini menjadi
bukti bahwa agama Islam sangat menjunjung tinggi
nilai-nilai keadilan, beberapa ayat dalam Al-Qur’an
tentang keadilan.

Q.S. Al-Bagarah ayat 286, sebagai berikut.
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Artinya: “Allah tidak membebani seseorang, ke-
cuali menurut kesanggupannya. Baginya ada sesuatu
(pahala) dari (kebajikan) yang diusahakannya dan
terhadapnya ada (pula) sesuatu (siksa) atas (kejahatan)
yang diperbuatnya. (Mereka berdoa,) ‘Wahai Tuhan
kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa
atau kami salah. Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau
bebani kami dengan beban yang berat sebagaimana
Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami.
Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan ke-
pada kami apa yang tidak sanggup kami memikulnya.
Maaftkanlah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah



kami. Engkaulah pelindung kami. Maka, tolonglah

kami dalam menghadapi kaum kafir.”

Sementara itu, dalam Q S. Al-Maidah ayat 8.
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Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, jadilah
kamu penegak (kebenaran) karena Allah (dan) saksi-
saksi (yang bertindak) dengan adil. Janganlah keben-
cianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk
berlaku tidak adil. Berlakulah adil karena (adil) itu
lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah.
Sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap apa yang
kamu kerjakan.”

Selanjutnya Q.S. AL HuJurat ayat 9, sebagal berikut
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Artinya: “Jika ada dua golongan orang-orang muk-
min bertikai, damaikanlah keduanya. Jika salah satu
dari keduanya berbuat aniaya terhadap (golongan)
yang lain, perangilah (golongan) yang berbuat aniaya
itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah
Allah. Jika golongan itu telah kembali (kepada perintah
Allah), damaikanlah keduanya dengan adil. Bersikap-
lah adil! Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang
yang bersikap adil.”

Selain ayat-ayat Al-Qur’an yang disebutkan di atas
juga terdapat beberapa hadis Rasulullah Muhammad
saw yang menegaskan tentang keadilan, beliau
bersabda, “Apabila kalian memutuskan hukum, la-
kukanlah dengan adil. Dan apabila kalian membunuh
lakukanlah dengan ihsan, karena Allah itu Maha Ihsan



dan menyukai orang-orang yang berbuat ihsan” (HR
Ath-Thabrani).

Pada awalnya, pembahasan tentang teori keadilan
dalam khazanah keilmuan Islam sering didiskusikan
dalam masalah teologi, terutama menyangkut tentang
keadilan Ilahiah (ketuhanan) yang melahirkan dua
mazhab yaitu Mazhab Mu'tazilah yang cenderung
objektivisme rasionalis dan Mazhab Asy’ariah subjek-
tivisme teistis. Dari pemikiran-pemikiran tersebut,
kemudian dijabarkan oleh para ahli hukum Islam
dengan melihat ketentuan-ketentuan dalam sumber
hukum Islam, yaitu Al-Qur’an, hadis, ijmak, dan qiyas
yvang kemudian ditambah dengan perkembangan ma-
syarakat di dunia Islam yang banyak menyoroti tentang
masalah-masalah keadilan dalam kehidupan sosialnya.
Teori keadilan menjadi landasan utama dalam filsafat
hukum Islam, khususnya dalam pembahasan maqgasid
al-syariah yang menegaskan bahwa hukum Islam
disyariatkan untuk mewujudkan dan memelihara mas-
lahat umat manusia.

Teori maslahat di sini sama dengan keadilan sosial
dalam 1istilah filsafat hukum Saleh. Satu konsep
penting dan fundamental yang menjadi pokok bahasan
dalam filasafat hukum Islam yaitu konsep maqasid at-
tasyri’ atau magqasid al-syariah yang menegaskan
bahwa hukum Islam disyariatkan untuk mewujudkan
dan memeHhara maslahat umat manusia. Konsep ini
telah diakui oleh para ulama. Oleh karena itu, mereka
memformulasikan suatu kaidah yang cukup populer,
“Dimana ada maslahat, di sana terdapat hukum Allah.”
Teori maslahat di sini menurut Masudi (1995, p. 97)



sama dengan teori keadilan sosial dalam istilah filsafat
hukum.

Adapun inti dari konsep maqasid al-syariah adalah
untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindar-
kan keburukan atau menarik manfaat dan menolak
mudarat. Istilah yang sepadan dengan inti dari
maqasid al-syari'ah tersabut yaitu maslahat. Sebab,
penetapan hukum dalam Islam harus bermuara ke-
pada maslahat, dalam hal ini kemanfaatan bagi
masyarakat banyak. Salah satu hal yang mendasari
pemikiran magqgashid, syariah sebagai instrumen
menggali nilai keadilan hukum sebagai tujuan dite-
tapkannya hukum Islam. Magashid al-syariah penting
untuk dipahami karena dengannya, wawasan Kkita
tentang hukum Islam menjadi komprehensif. Sese-
orang tidak dapat dikatakan mampu menetapkan
hukum dalam Islam, sebelum 1a memahami benar
tuyjuan Allah mengeluarkan perintah-perintah dan
larangan-larangan-Nya.

Magqgashid Asy-Syari’ah adalah tujuan yang menjadi
target nash dan hukum-hukum partikular untuk
direalisasikan dalam kehidupan manusia, baik berupa
perintah, larangan, dan mubah, untuk individu,
keluarga, jemaah, dan umat (Qardhawi, 2007, p. 18).
Tujuan hukum bisa juga disebut dengan hikmah-
hikmah di balik hukum itu sendiri. Sebab, dalam setiap
hukum yang disyariatkan oleh Allah untuk hamba-Nya
pasti terdapat hikmah. Ada perbedaan pemahaman
hikmah dan hal hukum (motif penetapan hukum) yang
disebutkan oleh para ahli ushul fikih dalam bab qgiyas
dan didefinisikan dengan sifat yang jelas, tetap, dan
sesual dengan hukum. Illat sesuai dengan hukum,



tetapiia bukan tujuan dari hukum itu (Qardhawi, 2007,
p. 18). Tujuan keadilan dalam perspektif hukum Islam
adalah apa yang menjadi kemaslahatan umat dan
dapat memperbaiki kehidupan sosial umat manusia, di
mana dalam penerapan sikap setiap individu bertitik
tolak dari rasa adil dalam berbagai aspek kehidupan,
baik bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa,
maupun negara.
2. Teori Keadilan dalam Filsafat Hukum Barat

Salah satu di antara teori keadilan yang dimaksud
antara lain teori keadilan dari Plato yang menekankan
pada harmoni atau keselarasan. Plato (via Gie, 2002, p.
22) mendefinisikan keadilan sebagai the supreme virtue
of the good state, sedangkan orang yang adil adalah the
self-disciplined man whose passions are controlled by
reason. Bagi Plato, keadilan tidak dihubungkan se-cara
langsung dengan hukum. Baginya, keadilan dan tata
hukum merupakan substansi umum dari suatu
masyarakat yang membuat dan menjaga kesatuannya.
Dalam konsep Plato tentang keadilan, dikenal adanya
keadilan individual dan keadilan dalam negara. Untuk
menemukan pengertian yang benar mengenai keadilan
individual, terlebih dahulu harus ditemukan sifat-sifat
dasar dari keadilan itu dalam negara, untuk itu Plato
mengatakan (via Gie, 2002, p. 22).

“Let us enquire first what it is the cities are, then

we will examine it in the single man, looking for the

likeness of the larger in the shape of the smaller.”

Meskipun demikian, hal ini bukan berarti bahwa
keadilan individual identik dengan keadilan dalam
negara. Hanya saja Plato melihat bahwa keadilan tim-
bul karena penyesuaian yang memberi tempat yang



selaras kepada bagian-bagian yang membentuk suatu
masyarakat. Keadilan terwujud dalam suatu masyara-
kat bilamana setiap minggu melakukan secara baik
menurut kemampuannya fungsi yang sesuai atau yang
selaras baginya. Jadi, fungsi dari penguasa ialah mem-
bagi-bagikan fungsi-fungsi dalam negara kepada
masing-masing orang sesual dengan asas keserasian.
Pembagian kerja sesuai dengan bakat, bidang keahlian,
dan keterampilan setiap orang itulah yang disebut
dengan keadilan. Konsepsi keadilan Plato yang demi-
kian ini dirumuskan dalam ungkapan “giving each man
his due” yaitu memberikan kepada setiap orang apa
yang menjadi haknya. Oleh karena itu, hukum perlu
ditegakkan dan undang-undang perlu dibuat.

Dalam kaitannya dengan hukum, objek material-
nya adalah masalah nilai keadilan sebagai inti dari asas
perlindungan hukum, sedangkan objek formalnya
adalah sudut pandang normatif yuridis dengan maksud
menemukan prinsip dasar yang dapat diterapkan
untuk menyelesaikan masalah yang timbul di bidang
penggunaan nilai keadilan. Tentang nilai keadilan yang
dimaksud, terutama yang berkaitan dengan objeknya
yaitu hak yang harus diberikan kepada warga ma-
syarakat. Biasanya hal ini dinilai dan diperlakukan
dari berbagai aspek pertimbangan politik dan budaya,
namun intinya tetap tidak berubah atau suum cuique
tribuere.

Dari ungkapan di atas, terlihat dengan jelas Plato
memandang suatu masalah yang memerlukan penga-
turan dengan undang-undang harus mencerminkan
rasa keadilan. Sebab, bagi Plato, hukum dan undang-
undang bukanlah semata-mata untuk memelihara



ketertiban dan menjaga stabilitas dilakukannya, yakni
setiap orang mendapat haknya. Keadilan distributif
adalah perlakuan terhadap seseorang sesuai dengan
jasanya yang telah dibuat. Artinya, setiap orang men-
dapat kapasitas dengan potensi masing-masing.

Keadilan vindikatif negara, melainkan yang paling
pokok dari undang-undang adalah untuk membimbing
masyarakat mencapai keutamaan, sehingga layak men-
jadi warga negara dari negara yang ideal. Jadi, hukum
dan undang-undang bersangkut paut erat dengan
kehidupan moral dari setiap warga masyarakat. Pem-
bahasan yang lebih rinci mengenai konsep keadilan-
dikemukakan oleh Aristoteles. Jika Plato menekankan
teorinya pada keharmonisan atau keselarasan,
Aristoteles menekankan teorinya pada perimbangan
atau proporsi. Aristoteles membagi keadilan atas tiga
macam, yaitu keadilan komulatif, keadilan distributif,
dan keadilan vindikatif. Menurutnya, keadilan komula-
tif adalah perlakuan terhadap seseorang yang tidak
melihat jasa. Artinya, perlakuan terhadap seseorang
sesual kelakuannya, yakni sebagai balasan kejahatan
yang dilakukan.

Lebih lanjut Aristoteles (via Setiarja, 1990, p. 22)
membagi keadilan yang menyangkut kepentingan
umum atas.

a. Keadilan legal, mewajibkan di satu lembaga
legislatif untuk membuat undang-undang guna
mencapal kesejahteraan umum dan mewajibkan di
lain pihak warga negara supaya patuh kepada
undang-undang negara.

b. Keadilan sosial, mengatur hubungan antara maji-
kan dan buruh.



Sementara itu, Aquinas (via Aburaerah et al, 2010,
p. 260) memandang keadilan penting diwujudkan
dalam suatu negara dan pemerintahan. Menurutnya,
kalau pemerintah tidak adil, maka ia adalah bentuk
pemerintah yang seburuk-buruknya. Sementara itu,
pada periode selanjutnya menyoroti esensi kesejahte-
raan manusia lebih dekat dan menjadi kewajiban yang
lebih absolut dalam aturan penuntut hidup apapun
yvang lain. Keadilan merupakan suatu konsepsi di mana
kita menemukan salah satu esensinya atau hak yang
diberikan kepada seorang individu untuk mengimpli-
kasikan dan memberi kesaksian mengenai kewajiban
yang lebih mengikat (Leback, 2011, p. 23).

Selanjutnya, Mill (via Leback, 2011, p. 23) sebagai
seorang penganut paham utilitas (kemanfaatan atau
kegunaan) menerangkan bahwa tidak ada teori kea-
dilan yang bisa dipisahkan darl tuntutan kemanfaatan.
Keadilan adalah istilah yang diberikan kepada aturan-
aturan yang melindungi lain-lain. Ini dianggap esensial
bagi kesejahteraan masyarakat untuk memegang janji
diberlakukan dengan setara dan sebagainya.

Pada periode modern, Hart (2010, p. 246) men-
jelaskan bahwa prinsip-prinsip keadilan menurut
tradisi, keadilan dipandang sebagai pemeliharaan atau
pemulihan keseimbangan (balance) atau jatah bagian
(portion) dan kaidah pokoknya sering dirumuskan
sebagai perlakuan hak yang serupa dan tidak serupa.
Meskipun demikian, perlu menambahkan adanya per-
lakuan yang berbeda dengan cara yang berbeda.

Rawls (via Salim & Nurbani, 2014, p. 31), yang hi-
dup pada abad ke-21, lebih menekankan pada keadilan
sosial. Hal ini terkait dengan munculnya pertentangan



antara kepentingan utama, keadilan adalah jaminan
stabilitas hidup manusia dan kesaimbangan antara
kehidupan pribadi serta kehidupan Bersama.

Rawls (via Salim & Nurbani, 2014, p. 31)
menegaskan bahwa program penegakkan keadilan
yang berdimensi kerakyatan haruslah memperhatikan
dua prinsip keadilan. Pertama, memberi kesamaan hak
dan kesempatan atas kebebasan dasar yang paling luas,
seluas kebebasan yang sama bagi setiap orang. Kedua,
mampu mengatur kembali kesenjangan sosial ekonomi
yang terjadi, sehingga dapat memberi keuntungan yang
bersifat timbal balik (reciprocal benefits) bagi setiap
orang, baik mereka yang berasal dari kelompok berun-
tung maupun tidak beruntung. Rawls (via Leback,
2011, p. 50) sebagai pemikir modern, ternyata me-
ngembangkan teori keadilan yang lebih masyarakat
berdasarkan pada teori dan konsep paham utilitarianis-
me. Ia juga merumuskan suatu metode konkret untuk
membuat keputusan yang paling fundamental me-
ngenai keadilan distributif. Hasilnya adalah keadilan
sebagai kesetaraan atau justice as fairness.

Menurutnya, di dalam negara, segala sesuatunya
harus diarahkan pada cita-cita yang mulia, yaitu
kebaika. Kebaikan itu harus terlihat lewat keadilan dan
kebenaran. Penekanan perimbangan atau proporsi
pada teori keadilan Aristoteles, dapat dilihat dari apa
yang dilakukannya. Hal ini berarti bahwa kesamaan
hak itu haruslah sama di antara orang-orang yang
sama (Rawls via Rapar, 2019, p. 82). Maksudnya, pada
satu sisi memang benar bila dikatakan bahwa keadilan
berarti juga kesamaan hak. Namun, pada sisi lain harus
dipahami pula bahwa keadilan juga berarti ketidak-



samaan hak. Jadi, teori keadilan Aristoteles berdasar
pada prinsip persamaan. Dalam versi modern, teori itu
dirumuskan dengan ungkapan bahwa keadilan terlak-
sana bila hal-hal yang sama diperlukan secara sama
dan hal-hal yang tidak sama diperlakukan secara tidak
sama.

C. Pengertian Perjanjian

Pada dasarnya, setiap manusia terlahir sebagai
makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Artinya,
secara kodrati mendapatkan hak dasar yaitu kebe-
basan, hak hidup, hak untuk dilindungi, dan hak yang
lainnya. Locke (via Tanya et al, 2010, p. 84), manusia
yvang melakukan kontrak sosial adalah manusia yang
tertib dan menghargai kebebasan, hak hidup, dan pemi-
likan harta sebagai hak bawaan manusia. Masyarakat
yvang ideal adalah masyarakat yang tidak melanggar
hak-hak dasar manusia.

Teori kontrak ini didasarkan pada teori hukum
alam. Di dalam teori kontrak, dikatakan bahwa negara
terbentuk karena adanya perjanjian di antara sekelom-
pok manusia, yaitu masyarakat. Dalam hal ini, adanya
kekuasaan berasal dari adanya perjanjian dalam
masyarakat, bukan berasal dari Tuhan sebagaimana
pandangan dari Teori Teokrasi.

Dari perjanjian masyarakat ini, kekuasaan di-
serahkan kepada seseorang yang akhirnya diangkat
menjadi raja. Raja ini mempunyai kekuasaan untuk
menyelenggarakan kepentingan masyarakat. Meski-
pun demikian, dalam teori perjanjian masyarakat,
terutama dalam hal penyerahan kekuasaan dari rakyat



kepada raja terdapat berbagai macam pendapat. Ini
pendapat dari Thomas Hobbes dan J.J. Rousseau.

Perbedaan ajaran dari Hobbes dan Rousseau dapat
ditemukan dalam sifat daripada kontrak masyarakat
tersebut. Dalam ajaran Hobbes, kontrak masyarakat
bersifat langsung. Ini berarti bahwa orang-orang yang
menyelenggarakan kontrak itu langsung menyerahkan
atau melepaskan haknya atau kemerdekaannya kepada
raja, jadi tidak melalui masyarakat. Raja berada di luar
perjanjian, jadi tidak termasuk pihak dalam kontrak
itu. Oleh karena itu, raja tidak terikat oleh perjanjian.
Sementara itu, dalam ajaran Rousseau, kontrak dalam
masyarakat itu bertingkat. Artinya, orang-orang yang
menyelenggarakan kontrak itu menyerahkan hak-hak
alamiahnya kepada masyarakat. Namun, penyerahan
ini tidak sepenuhnya. Kemudian, masyarakat yang
akan menyerahkannya kepada raja (via Soehino, 2008,
p. 111)-

Teori kontrak sosial merupakan salah satu dari
teori-teori spekulatif. Teori kontrak masyarakat meng-
anggap kontrak sebagai dasar negara dan masyarakat.
Teori ini dipandang tertua dan terpenting. Setiap
perenungan mengenai negara dan masyarakat, mau
tidak mau akan menghasilkan paham-paham yang
mendasarkan adanya negara dan masyarakat itu pada
persetujuan anggota-anggotanya. Persetujuan tersebut
dapat dinyatakan secara tegas (expressed) atau di-
anggap telah diberikan secara diam-diam (tacitly
assumed) (Noer, 1982, p. 77). Dalam pandangan Hobbes
(via Lubis, 1981, p. 38), dibedakan natural law dengan
natural right. Natural law ialah hak kekuasaan yang
dimiliki setiap orang untuk berbuat apa saja, untuk



mempertahankan hidupnya. Sementara itu, natural
right yang mengakibatkan timbulnya konflik atau
perkelahian tersebut disebabkan tidak ada aturan yang
membatasi.

Hobbes (via Lubis, 1981, p. 38) menggunakan seba-
gai titik pangkal dalam ajarannya bahwa manusia sejak
dilahirkan telah membawa hak-hak asasinya, seperti
hak untuk hidup, kemerdekaan, dan hak milik. Hak-
hak ini termasuk dalam hukum alam (natuurrecht).
Akan tetapi, tidak ada jaminan bahwa seorang dapat
menikmatinya secara utuh karena orang lain juga
menghendaki kesenangan tersebut. Untuk mengatasi
atau mendapatkan jaminan, Hobbes (via Sitanggang,
1998, p. 48) berkata bahwa pencapaian harus dilakukan
dengan mengikuti hukum-hukum alam tersebut. Per-
tama, bahwa setiap orang harus berusaha menciptakan
damai bila ingin mendapat kedamaian. Kedua, bahwa
setiap orang atas kemauan bersama menyerahkan
haknya menjadi hak bersama dalam bentuk suatu
kemerdekaan yang besar menghadapi semua orang,
termasuk mereka yang menyerahkan haknya. Kedua
prinsip inilah yang menjadi landasan teori kontrak
sosial dari Hobbes:

Berkaitan dengan proses tercapainya kontrak so-
sial, Hobbes mengikuti jalan pikiran teori kontrak
sosial pada umumnya tentang kehidupan manusia yang
terpisah dalam dua zaman itu, yakni masa selama
belum ada negara (status naturalis atau state of nature)
dan kedaan bemegara. Bagi Hobbes, keadaan alamiah
saat belum ada negara atau lebih sering dikenal dengan
istilah status naturalis atau state of nature, sama sekali
bukan keadaan yang aman, sentosa, adil, dan makmur.



Namun sebaliknya, keadaan alamiah merupakan
suatu keadaan sosial yang kacau, tanpa hukum yang
dibuat oleh manusia secara sukarela dan tanpa peme-
rintah, tanpa ikatan-ikatan sosial antara individu itu
masing-masing. Hal ini sebagaimana keadaan keadaan
di hutan rimba raya, di mana yang kuatlah yang
berkuasa. Manusia seakan-akan menjadi binatang
yang senantiasa berada dalam keadaan bermusuhan,
terancam oleh sesamanya, dan menjadi mangsa dari
manusia lebih kuat daripadanya. Keadaan ini di-
lukiskan dalam istilah ‘homo homini lupus, manusia
yang satu merupakan binatang buas bagi manusia yang
lain. Dalam keadaan ini, manusia saling bermusuhan,
beradu terus menerus dalam keadaan peperangan yang
satu melawan yang lain.

Keadaan inilah dikenal sebagai ‘bellum omnium
contra omnes. Artinya, perang antara semua melawan
semua. Bukan perang dalam arti peperangan terorga-
nisir, tetapi perang dalam arti keadaan bermusuhan
yang terus-menerus dengan individu lainnya. Hobbes
(via Finch & Fafinski, 2011, p. 273—274) menyatakan
bahwa keadaan alamiah:

“There 1s no place for industry, because the fruit
thereof is. uncertain and consequently no culture of
the earth, no navigation, nor use of the commodities
that may imported by sea, no commodious building,
no instruments of moving, and removing such
things as require much force, no knowledge of the
face of the earth, no account of time, no letters, no
society and which is worst of all, continual fear and
danger of violent death. And the Iife of man,
solitary, poor, nasty, brutish and short.”



Menurut Hobbes, industri tidak dapat dijalankan
karena hasilnya tidak pasti. Misalnya, kalau bertani,
baru bertunas sudah dicabut orang. Konsekuensinya
tidak ada kultur bumi, tidak ada navigasi transportasi,
tidak ada gunanya komoditas-komoditas impor melalui
laut, tidak ada pelabuhan, tidak ada bangunan yang
nyaman, semua saling mengancam, dan tidak ada
instrumen untuk mengangkut ke sana ke mari apa saja
yang membutuhkan tenaga. Selain itu, tidak ada
pengetahuan tentang muka bumi, tidak memperhi-
tungkan waktu, tidak ada surat, tidak ada masyarakat.
dan yang terburuk dari semua ketakutan terus-
menerus serta bahaya kematian kekerasan terhadap
kehidupan manusia yang miskin, keji, kasar, dan
pendek. Oleh karena itu, keadaan alamiah tidak dapat
berlangsung terus.

Manuela (via Suhelmi, 2007, p. 176) dengan akal-
nya mengerti dan menyadari bahwa demi kelanjutan
hidup mereka sendiri, keadaan alamiah harus diakhiri
dan hal ini dilakukan dengan mengadakan kontrak
bersama dalam istilah Hobbes disebut covenant.
Artinya, di mana individu-individu yang tadinya hidup
dalam keadaan alamiah berjanji akan menyerahkan
semua hak-hak yang dimilikinya kepada seorang atau
sebuah badan (semacam dewan rakyat) dan tidak akan
mencabut lagi.

Di sinilah letak kaitan antara teori hukum alam
dengan teori perjanjian. Inilah yang dipahami Hobbes
bahwa kontrak sendiri hanya ada satu, yakni pactum
subjectionis atau kontrak pemerintahan dengan cara
segenap individu yang berjanji menyerahkan semua
hak-hak kodrat mereka yang dimiliki ketika hidup



dalam keadaan alamiah, kepada seorang atau sekelom-
pok orang yang ditunjuk untuk mengatur kehidupan
mereka sebagaimana dijelaskan di atas.

Friedman (via Menski, 2006, p. 148) menjelaskan
bahwa “From a state of nature, in which they have no
law, no order, no government this state of affairs
appears to some writers as paradise, to others as chaos
men have at some time passed to a state of society, by
means of contract in which they undertake to respect
each other and live in peace (pactum unionis). To this
contract 1s added simultaneously or subsequently a
second pact by which the people thus united undertake
to obey government which they themselves have chosen
(pactum subjectionis).”

Menurut Friedman di atas, bahwa berdasarkan
suatu keadaan dengan sifatnya, di mana mereka tidak
memiliki hukum, tanpa aturan, dan tidak ada peme-
rintah. Keadaan ini tampaknya beberapa penulis
melihatnya sebagai surga, di sisi kekacauan manusia
beberapa waktu yang lalu dengan keadaan masyarakat.
Itu berarti perjanjian dilakukan untuk menghormati
satu sama lain dan hidup dalam damai (pactum
unionis). Kontrak ini ditambahkan secara serentak
atau setelah itu pakta kedua dengan mana orang-orang
demikian bersatu berjanji untuk taat kepada pemerin-
tah yang mereka sendiri telah pilih (pactum subjection)
Adapun teknik kontrak masyarakat yang di-construir
oleh Hobbes (2013, p. 109) adalah sebagai berikut.
Setiap Individu mengatakan kepada individu lainnya
bahwa, “I authorize and give up my right of Governing
myself, to this Man, er to this Assembly of men, on this
condition, that thou give up the right to him and



Authorize all his Actions in like manner.” Adanya kata-
kata seperti itu, terbentuklah negara yang dianggap
dapat mengakhiri anarki yang menimpa individu dalam
keadaan alamiah. Kontrak seperti itu, terbentuklah,
“that great Leviathan atau commonwealth or rather to
speak more reverently of that Mortal God, to which we
owe under the Immortal God, our peace and defense.”.

Pihak yang memperoleh kekuasaan akan mewakili
mereka yang telah berjanji tadi. Jadi, bagi Hobbes, isi
kontrak bersama ini mengandung dua segi. Pertama,
kontrak antara sesama sekutu, sehingga tercipta sebu-
ah persekutuan. Kedua, kontrak menyerahkan hak dan
kekuasaan masing-masing kepada seorang atau majelis
secara mutlak. Dalam kontrak itu juga disepakati
untuk saling menyerang dan hidup mematuhi undang-
undang. Hanya ada satu hak yang tidak diserahkan
kepada negara, yaitu hak untuk mempertahankan diri.
Perlu ditegaskan bahwa kontrak itu terjadi antara
individu dengan individu, bukan antara individu
dengan negara. Oleh karena itu, menurut Hobbes yang
terikat sepenuhnya kontrak adalah individu-individu
itu sendiri (via Suhelmi, 2007, p. 176).

Negara sendiri itu bebas, tidak terikat oleh per-
janjian, 1a berada di atas individu. Negara bebas
melakukan apapun yang dikehendakinya, terlepas
apakah sesuai atau tidak dengan kehendak individu.
Negara versi Hobbes ini juga tidak memiliki tanggung
jawab apapun terhadap rakyat. Oleh sebab itu, negara
harus diberikan pula kekuasaan karena “Covenants
without the Sword, are but words, and of no strength so
secure a man at all” (2013, p. 106). Dalam teori kontrak
menjamin adanya hak dan kewajiban masing-masing



pihak secara fair. Kewajiban moral untuk terikat pada
kontrak ini, diakui oleh siapa saja, termasuk orang-
orang yang hidup dalam dunia kriminal pun. Oleh
karena itu, sesungguhnya teori kontrak mendasarkan
kewajiban moral untuk mematuhi hukum pada prinsip
moral genuine yang dapat diterima secara universal
(Ujan, 2009, p. 216).

Tidak hanya berlaku bagi orang perorangan, suatu
perusahaan sering kali melakukan kerja sama dengan
perusahaan lain untuk memenuhi kebutuhannya. Kerja
sama tersebut dituangkan ke dalam suatu bentuk
perjanjian. Budiono (2008, p. 3) menyatakan bahwa
perjanjian juga dapat didefinisikan sebagai perbuatan
hukum yang menimbulkan, mengubah, menghapuskan
hak, atau menimbulkan suatu hubungan hukum.
Dengan cara demikian, perjanjian menimbulkan akibat
hukum yang menjadi tujuan atau kehendak para pihak.
Berikut ini dijelaskan teori-teori perjanjian, yaitu:

1. Teori Kehendak (Will theorie)

Teori ini merupakan teori yang menekankan pada
faktor kehendak. Berdasarkan teori ini, apabila kita
mengutarakan suatu pernyataan yang berbeda dengan
apa yang dikehendaki, maka yang terikat dengan kita
adalah pernyataan yang kita utarakan tersebut
(Setiawan, 1987, p. 57). Makna di balik teori kehendak
ini yaitu suatu kontrak lahir atau timbul pada saat
seseorang atau salah satu pihak memiliki keinginan
atau kehendak terhadap sesuatu. Kemudian, mengu-
tarakan keinginan atau kehendaknya tersebut melalui
suatu pernyataan yang ditujukan kepada orang lain
atau pihak lain.



Pernyataan yang diutarakan mengikat pihak pem-
buat pernyataan, meskipun kehendak yang diutarakan
tidak sesuai dengan apa yang dinyatakan dalam
pernyataan, tetap saja apa yang dinyatakan dalam
pernyataan yang menjadi tolok ukur lahirnya suatu
perjanjian. Menurut teori ini, terpenting suatu kontrak
bukan apa yang dilakukan para pihak, tetapi apa yang
mereka inginkan. Suatu kontrak mula-mula dibentuk
dahulu berdasarkan kehendak, sedangkan pelaksanaan
kontrak menjadi persoalan belakangan (Yunus, 2017, p.
52).

Menurut teori kehendak, faktor yang menentukan
adanya kontrak adalah kehendak. Meskipun demikian,
terdapat hubungan yang tidak terpisahkan antara
kehendak dan pernyataan. Oleh karena itu, suatu
kehendak harus dinyatakan. Kelemahan dari teori ini
yaitu akan timbul kesulitan apabila terdapat ketidak-
sesualan antara kehendak dan pernyataan. Dalam
kehidupan sehari-hari, seseorang harus memercayai
apa yang dinyatakan oleh orang lain.

2. Teori Pernyataan (Verklarings theorie)

Menurut teori pernyataan, pembentukan kehendak
terjadi dalam ranah kejiwaan seseorang. Jadi, pihak
lawan tidak mungkin mengetahui apa yang sebenarnya
terdapat dalam benak seseorang. Dengan demikian,
suatu kehendak yang tidak dapat dikenali oleh pihak
lain dan tidak mungkin menjadi dasar dari terben-
tuknya perjanjian.

Teori pernyataan lahir sebagai jawaban terhadap
kelemahan teori kehendak. Namun, teori ini juga
memiliki kelemahan karena teori pernyataan hanya
berfokus pada pernyataan dan tidak memperhatikan



kehendak seseorang. Oleh karena itu, terdapat potensi
kerugian yang terjadi apabila tidak terdapat kese-
suaian antara kehendak dan pernyataan. Misalnya,
seseorang menjual mobil dengan harga pasarannya
adalah Rp100.000.000,00, namun karena sesuatu hal,
1a menuliskan angka Rp10.000.000,00 pada penawar-
annya. Apabila kita berpatok pada teori pernyataan,
maka penjual akan mengalami kerugian <yang sangat
besar karena kesalahan penulisan tersebut.

3. Teori Kepercayaan (Vertrouwens theorie)

Teori kepercayaan berusaha untuk mengatasi ke-
lemahan dari teori pernyataan. Oleh karena itu, teori
ini dapat dikatakan juga sebagai teori pernyataan yang
diperlunak. Menurut teori ini, tidak semua pernyataan
melahirkan perjanjian. Suatu pernyataan hanya akan
kontrak apabila pernyataan tersebut menurut kebiasa-
an yang berlaku di dalam masyarakat menimbulkan
kepercayaan bahwa hal yang dinyatakan memang
benar dikehendaki atau dengan kata lain, hanya
pernyataan yang disampaikan sesuai dengan keadaan
tertentu (normal) yang menimbulkan perjanjian.

Lebih lanjut, menurut teori ini terbentuknya kon-
trak bergantung pada kepercayaan atau pengharapan
yang muncul dari pihak lawan sebagai akibat dari
pernyataan yang diungkapkan. Berdasarkan teori ini,
kontrak dikatakan telah ada ketika jawaban terhadap
suatu penawaran telah dibuat dalam bentuk tulisan,
yaitu berupa surat jawaban penerimaan atas sebuah
penawaran.

Kontrak itu lahir atau timbul pada saat pihak yang
menerima penawaran tersebut menyatakan peneri-
maannya atau akseptasinya dalam bentuk tertulis.



Pernyataan dari pihak yang memberikan penawaran
dan akseptor saling bertemu, pada saat pihak penerima
penawaran menyatakan dalam bentuk tertulis me-
ngenai penerimaannya (Satrio, 2001, p. 258). Teori
pernyataan ini ingin menunjukkan bahwa suatu
kontrak timbul atau lahir pada saat salah satu pihak
memberikan penawaran kepada pihak lain, selanjutnya
pihak yang diberikan penawaran menerima tawaran
tersebut. Penerimaan tawaran oleh pihak pemberi
penawaran harus dinyatakan dalam bentuk tertulis
oleh pihak penerima tawaran. Momentum lahirnya sua-
tu kontrak dilihat atau diukur dari adanya pernyataan
tertulis dari pihak penerima tawaran bahwa pihak
tersebut menerima tawaran yang ditawarkan.

4. Teori Pengiriman (verzendings theorie)

Berdasarkan teori pengiriman, lahirnya suatu kon-
trak yaitu dengan menetapkan bahwa saat pengiriman,
jawaban akseptasi dari pihak akseptorlah yang menjadi
momentum lahirnya perjanjian. Dalam hal ini, tanggal
cap pos dapat dipakai sebagai patokan ketika surat
tersebut dikirimkan, maka akseptor tidak memiliki
kekuasaan lagi atas surat jawaban tersebut.

Hal ini dimaksud bahwa orang mempunyai pegang-
an yang relatif pasti tentang terjadinya perjanjian.
Teori ini merupakan penyempurnaan terhadap teori
pernyataan dengan maksud akseptor tidak dapat lagi
mengubah momentum terjadinya perjanjian. Pitlo (n.d.)
berpendapat bahwa teori ini masih memiliki kelemah-
an, yaitu menurut teori ini, kontrak telah lahir dan
mengikat pihak yang memberikan penawaran ketika
orang yang memberikan penawaran sendiri belum tahu
akan hal itu.



Sedangkan Satrio (2001, p. 295) berpen-dapat
bahwa terdapat suatu yang dirasa tidak adil ditinjau
dari pihak yang memberikan penawaran, di mana
masih terdapat kemungkinan untuk menarik kembali
penawarannya, asalkan penarikan tersebut diketahui
oleh si penerima atau akseptor sebelum ia memberikan
jawaban penerimaannya. Akseptor sendiri tidak
memiliki kesempatan seperti itu jawaban per-setujuan
yvang telah dikirimkan belum sampai kepada pihak
yvang memberikan penawaran. Pihak akseptor tidak
dapat kesempatan untuk membatalkan jawaban-nya
karena kontrak telah lahir dan mengikat pada saat
jawaban penerimaannya itu dikirimkan.

Berdasarkan teori pengiriman ini, suatu kontrak
lahir pada saat si penerima tawaran mengirimkan
jawaban tertulisnya melalui pos. Jawaban yang dimak-
sud bahwa si penerima menerima tawaran yang
diberikan. Dengan demikian, momentum lahirnya atau
timbulnya suatu kontrak dapat diketahui dengan me-
lihat tanggal stempel cap pos. Teori pengiriman ini lebih
memudahkan para pihak untuk menentukan dengan
pasti saat lahir atau timbulnya perjanjian. Meskipun
demikian, teori ini masih memiliki kelemahan sebagai-
mana pendapat dari para ahli.

5. Teori Pengetahuan (vernemings theorie)

Teori pengetahuan adalah teori yang lahir untuk
mengatasi kelemahan dari teori pengiriman. Berdasar-
kan teori pengetahuan, suatu kontrak lahir pada saat
jawaban mengenai penerimaan atau akseptasi yang
diberikan oleh pihak penerima atau akseptor diketahui
dengan pasti oleh pihak yang memberikan penawaran.
Maksudnya, ketika surat jawaban atas penawaran



diterima dan diketahui isinya oleh pihak yang mem-
berikan penawaran, barulah kemudian kontrak itu ada
(Satrio, 2001, p. 295). Hal ini ditegaskan oleh Paton (via
Satrio, 2001, p. 295) yang berpendapat bahwa teori
pengetahuan pada sebenarnya paling sesuai dengan
prinsip, suatu kontrak lahir didasarkan pada saat
adanya pertemuan dua kehendak yang dinyatakan atau
melalui pernyataan kehendak, di mana kedua per-
nyataan kehendak itu harus dapat dipahami dan
dimengerti oleh pihak yang lainnya.

Teori pengetahuan memiliki makna yaitu suatu
kontrak lahir atau timbul pada saat penawaran dalam
bentuk tertulis yang dikirimkan melalui pos atau
dikirimkan kepada penerima tawaran. Penerima
tawaran tidak hanya sekadar menerima, tetapi harus
mengetahui dan memahami isi penawaran yang
dikirimkan oleh si pemberi penawaran. Pertemuan
kehendak antara pemberi penawaran dan penerima
penawaran mengirimkan jawaban kepada pemberi
penawaran. Kemudian, pemberi penawaran menerima
jawaban dan mengetahui isinya dengan pusti



Bab 3

Perjanjian dalam Hukum Islam
dan Kitab Undang-Undang
Hukum Perdata (KUHPerdata)

A. Perjanjian dalam Hukum Islam

Dalam hukum Islam kata ‘Perjanjian’ dikenal
dengan istilah ‘akad’. Kata akad diambil dari bahasa
Arab. Terdapat dua kata dalam bahasa arab yang
mempunyai arti perjanjian, yaitu kata akad (a/-agad)
dan kata ‘ahd (al-‘ahdu) (Miru, 2012, p. 5). Istilah akad
dapat disamakan dengan istilah perikatan atau
verbintenis, sedangkan kata al-ahdu dapat dikatakan
sama dengan istilah perjanjian atau overeenkomst,
yang dapat diartikan sebagai suatu pernyataan dari
seseorang untuk mengerjakan atau tidak mengerjakan
sesuatu dan tidak ada sangkut pautnya dengan ke-
mauan pihak lain. Jadi, hal ini hanya mengikat bagi
orang yang bersangkutan (Djamil, 2001, p. 248).

Secara etimologi, akad merupakan ikatan antara
dua perkara, baik ikatan secara nyata maupun ikatan
secara maknawi dari satu segi maupun dua segi.
Pengertian akad dalam arti khusus adalah perikatan
yang ditetapkan dengan 1ijab kabul berdasarkan
ketentuan syarak yang berdampak pada objeknya
(Syafe’i, 2004, p. 44). Selanjutnya, Anwar (2007, p. 68)



menyatakan bahwa akad adalah pertemuan ijab dan
kabul sebagai pemyataan kehendak dua pihak atau
lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum pada
objeknya. Sementara itu, Huda (2011, p. 25)
menyatakan bahwa dalam akad, pada dasarnya dititik
beratkan pada kesepakatan antara kedua belah pihak
yang ditandai dengan ijab kabul.

Ijab kabul adalah suatu perbuatan atau pernyataan
untuk menunjukkan suatu keridaan dalam berakad
yvang dilakukan oleh dua orang atau lebih, sehingga
terhindar atau keluar dari suatu ikatan yang tidak
berdasarkan syarak. Oleh karena itu, dalam Islam
tidak semua bentuk kesepakatan atau perjanjian dapat
dikategorikan sebagai akad, terutama kesepakatan
yang tidak didasarkan pada keridaan dan syariat Islam.
Sementara itu, pengertian akad menurut Pasal 20
Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Nomor 02 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum
Ekonomi Syariah (KHES) adalah kesepakatan antara
dua pihak atau lebih dalam melakukan perbuatan
hukum tertentu.

Dari berbagai pengertian di atas dapat disimpulkan
bahwa akad adalah proses terjadinya ijab dan kabul di
mana ijab adalah penawaran yang diajukan oleh salah
satu pihak, sedangkan kabul adalah jawaban per-
setujuan yang diberikan mitra akad sebagai tanggapan
terhadap penawaran pihak yang pertama. Akad tidak
terjadi apabila pernyataan kehendak masing-masing
pihak tidak terkait satu sama lain. Selain itu, akad
termasuk tindakan hukum dua pihak karena akad
sebagai pertemuan ijab yang mempresentasikan ke-
hendak dari satu pihak dan kabul yang menyatakan



kehendak dari pihak lain. Terbentuknya suatu akad
(perjanjian) yang sah dan mengikat dalam hukum
Islam harus memenuhi syarat akad.

Syarat akad dibedakan menjadi empat macam,
yaitu syarat terbentuknya akad, syarat keabsahan
akad, syarat berlakunya akibat hukum akad, dan
syarat mengikatnya akad (Anwar, 2007, p. 97—105).
Sementara itu, menurut sebagian ahli hukum Islam
Gumhur fukaha) rukun akad terdiri atas tiga aspek,
yaitu (1) para pihak yang terlibat langsung dengan
akad, (2) objek akad atau sesuatu yang hendak dia-
kadkan, dan (3) sighat akad atau pernyataan kalimat
akad yang lazimnya dilaksanakan melalui pernyataan
ijab dan kabul.

Sementara itu, rukun akad terdapat perbedaan
pendapat di kalangan fukaha. Lalu, berkenaan dengan
hal tersebut, rukun akad menurut jumhur fukaha
terdiri atas (1) agid yaitu orang yang berakad
(bersepakat), (2) ma’qud ‘alaih ialah benda-benda yang
diakadkan, seperti benda yang ada dalam transaksijual
beli, (3) maudhu’ al-‘aqd yaitu tujuan pokok dalam
melakukan akad, dan (4) shighat al-‘aqd yang terdiri
dari ijab kabul (Huda, 2011, p. 28).

Adapun yang termasuk dalam macam-macam akad
adalah sebagai berikut.

a. ‘Agad munjiz yaitu akad yang dilaksanakan lang-
sung pada saat selesainya akad.

b. ‘Agad muallag yaitu akad yang dalam pelak-
sanaanya terdapat syarat yang telah ditentukan
dalam akad.

c. Agad mudhaf yaitu akad yang dalam pe-
laksanaannya terdapat syarat-syarat mengenai



penangguhan pelaksanaan akad, pernyataan yang
pelaksanaannya ditangguhkan hingga waktu yang
ditentukan, perkataan tersebut sah dilakukan pada
waktu akad (Huda, 2011, p. 33).

B. Perjanjian dalam KUHPerdata

1. Pengertian Perjanjian

Istilah perjanjian dalam bahasa Indonesia berasal
dari kata 9anji’ yang diberi awalan ‘per’ dan akhiran
‘an’. Dalam KBBI, disebutkan kata Janji’ berarti ucapan
yang menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk
berbuat (seperti hendak memberi, menolong, datang,
dan bertemu). Sementara itu, kata ‘perjanjian’ berarti
persetujuan (tertulis atau dengan lisan) yang dibuat
oleh dua pihak atau lebih, masing-masing bersepakat
akan menaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu.

Dalam pengertian lain, perjanjian merupakan per-
istilahan terjemahan dari kata overeenkomst (bahasa
Belanda) atau contract (bahasa Inggris) (Sjahdeny,
1993, p. 160). Sementara itu, menurut hukum perdata,
pengertian dari perjanjian itu sendiri, diatur dalam
Buku III dan Bab II KUHPerdata. Pasal 1313 KUH
Perdata mengatur suatu perjanjian (persetujuan)
adalah satu perbuatan dengan mana satu orang atau
lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau
lebih.

Dalam terminologi hukum perdata, kata perjanjian
dapat kita jumpai pada Buku III KUHPerdata yang
mengatur tentang verblntenissenrecht, di mana
tercakup pula istilah overeenkomst (Raharjo, 2009, p.
41). Dikenal dari tiga terjemahan verbintenis, yaitu
perikatan, perutangan, dan perjanjian, sedangkan



overeenkomst ada dua terjemahan, yaitu perjanjian dan
persetujuan.

Selanjutnya, istilah perjanjian menurut para ahli
hukum. Subekti (1990, p. 1) mengatakan bahwa per-
janjian adalah suatu peristiwa di mana seseorang
berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu
saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu-hal. Selain
itu, Muhammad (2000, p. 9) menyatakan bahwa per-
ikatan adalah hubungan hukum yang terjadi antara
debitur dengan kreditur, yang terletak dalam bidang
harta kekayaan di mana keseluruhan aturan hukum
yang mengatur hubungan hukum dalam bidang harta
kekayaan ini disebut hukum harta kekayaan.

Kemudian, Prodjodikoro (2011, p. 4) menyatakan
bahwa perjanjian adalah sebagai suatu perhubungan
hukum mengenai harta benda antarduapihak berjanji
atau dianggap berjanji untuk melaksanakan sesuatu
hal atau tidak melakukan sesuatu hal, sedangkan
pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu.
Harahap (1986, p. 6) menyatakan bahwa perjanjian
maksudnya adalah hubungan hukum yang menyangkut
hukum kekayaan antara dua orang atau lebih, yang
memberi hak pada satu pihak dan kewajiban pada
pihak lain tentang suatu prestasi. Sementara itu,
Dunne (via Salim, 2011, p. 161) mengatakan bahwa
perjanjian adalah suatu hubungan hukum antara dua
pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk
menimbulkan akibat hukum.

Dari berbagai pengertian yang dijelaskan di atas
dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat unsur-unsur
penting dalam suatu perjanjian yaitu para pihak yang
mengikatkan diri, harta benda, atau jasa tertentu yang



diperjanjikan, kesepakatan timbal balik antara mereka
yvang melakukan perjanjian tersebut, serta akibat-
akibat hukum yang ditimbulkan dalam perjanjian
tersebut. Ibrahim & Sewu (2004, p. 43) mengatakan
bahwa suatu perjanjian atau kontrak memiliki unsur-
unsur, seperti pihak-pihak yang berkompeten, pihak
yang disetujui, pertimbangan hukum, perjanjian timbal
balik, serta hak dan kewajiban timbal balik. Sementara
itu, ulasan yang lebih lengkap mengenai unsur-unsur
suatu perjanjian dikemukakan oleh Budiono (2011, p.
5), ia mengatakan bahwa unsur-unsur suatu perjanjian
terdiri atas.

a. Kata sepakat dari dua pihak atau lebih.Unsur atau
ciri pertama dari perjanjian yaitu adanya kata se-
pakat atau pernyataan kehendak beberapa orang.
Artinya, perjanjian hanya dapat timbul dengan
kerja sama dari dua orang atau lebih atau
perjanjian dibangun oleh perbuatan dari beberapa
orang. Jadi, perjanjian digolongkan sebagai perbu-
atan hukum berganda.

b. Kata sepakat yang tercapai harus bergantung ke-
pada para pihak. Kata sepakat tercapai jika pihak
yang satu menyetujul apa yang ditawarkan oleh
pihak lainnya. Dengan kata lain, para pihak saling
menyetujul. Namun, kehendak para pihak saja
tidaklah cukup. Kehendak tersebut harus pula
dinyatakan. Kehendak saja dari para pihak tidak
akan menimbulkan akibat hukum. Perjanjian ter-
bentuk setelah para pihak saling menyatakan
kehendaknya dan adanya kesepakatan di antara
mereka



c. Keinginan atau tujuan para pihak untuk timbulnya
akibat hukum. Tidak semua janji di dalam kehidup-
an sehari-hari membawa akibat hukum. Memang
janji yang dibuat seseorang dapat memunculkan
kewajiban sosial atau kesusilaan. Akan tetapi, hal
itu muncul bukan sebagai akibat hukum. Apakah
maksud para pihak menentukan muncul tidaknya
akibat hukum dari suatu janji? Ada kemungkinan
para pihak tidak sadar bahwa janji yang dibuatnya
tidak berakibat hukum. Semua itu bergantung
pada keadaan dan kebiasaan di dalam masyarakat.
Faktor itulah yang harus diperhitungkan untuk
mempertimbangkan apakah suatu pernyataan
kehendak yang muncul sebagai janji akan me-
munculkan akibat hukum atau sekadar kewajiban
sosial dalam kemasyarakatan.

d. Keinginan atau kemauan para pihak saja tidaklah
cukup untuk memunculkan akibat hukum. Untuk
terbentuknya perjanjian, diperlukan pula unsur
bahwa akibat hukum tersebut adalah untuk ke-
pentingan pihak yang satu atas beban pihak yang
lain atau bersifat timbal balik. Perlu diperhatikan,
akibat hukum perjanjian hanya mengikat para
pihak dan tidak dapat mengikat pihak ketiga, lagi
pula tidak dapat membawa kerugian. Ini termasuk
asas umum dari hukum kontrak dan juga termuat
di dalam ketantuan Pasal 1315 KUHPerdata jo.
Pasal 1340 KUHPerdata yang menetapkan bahwa
suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak
yang membuatnya.

e. Dibuat dengan mengindahkan ketentuan perun-
dang-undangan. Bentuk perjanjian pada umumnya



bebas ditentukan para pihak. Namun, undang-

undang menetapkan bahwa beberapa perjanjian

tertentu harus dibuat dalam bentuk tertentu.

Penetapan demikian oleh undang-undang me-

ngenai bentuk yang diwajibkan mengakibatkan

bahwa akta menjadi syarat mutlak bagi terjadinya
perbuatan hukum tersebut.

Selanjutnya untuk mengetahui bagaimana per-
janjian itu dapat terjadi dan dilaksanakan oleh masing-
masing subjek hukum dapat melihat pada ketentuan
Pasal 1233 dalam KUHPerdata. Meliala (2014, p. 162)
menerangkan Pasal 1233 KUHPerdata bahwa peri-
katan lahir karena suatu persetujuan atau undang-
undang. Perikatan yang timbul karena undang-undang
selanjutnya dibagi lagi atas perikatan yang timbul se-
mata mata karena undang-undang dan perikatan yang
timbul dari undang-undang karena perbuatan manusia.

Kemudian, perikatan yang timbul dari undang-
undang karena perbuatan manusia dibagi lagi atas
perbuatan menurut hukum dan perbuatan melawan
hukum. Sementara itu, persyaratan sah tidaknya suatu
perjanjian yang akan dilakukan dibuat dapat dilihat
pada Pasal 1320 KUHPerdata yang mengatakan bahwa
suatu perjanjian harus memenuhi syarat-syarat se-
bagai berikut, yaitu sepakat mereka yang mengikatkan
dirinya; cakap untuk membuat suatu perikatan; suatu
hal tertentu; dan suatu sebab yang halal. Adapun jenis
perjanjian yang dilakukan oleh para subjek hukum
terdapat barmacam-macam jenis perjanjian yang
dikenal dalam lalu lintas keperdataan, seperti per-
janjian jual beli, sewa-menyewa, pinjam-meminjam dan
sebagainya.



Sementara itu, perjanjian yang diatur dalam
KUHPerdata meliputi perjanjian timbal balik, perjan-
jlan cuma-cuma, perjanjian atas beban, perjanjian
bernama, perjanjian obligatoir, perjanjian kebendaan,
perjanjian konsensual, perjanjian riil, perjanjian
liberatori, perjanjian pembuktian, perjanjian untung-
untungan, perjanjian publik, dan perjanjian campuran.
2. Asas-Asas Perjanjian

Hukum perjanjian mengenal beberapa asas penting
yvang merupakan dasar kehendak pihak-pihak dalam
mencapai tujuan, antara lain sebagai berikut.

a. Asas Kebebasan Berkontrak
Kebebasan berkontrak adalah salah satu asas
yang sangat penting dalam hukum perjanjian. Ke-
bebasan ini merupakan perwujudan dari kehendak
bebas, pancaran hak asasi manusia (Badrulzaman,

2001, p. 66). Dengan kebebasan berkontrak, berarti

orang dapat menciptakan hak-hak perseorangan

yvang tidak diatur dalam Buku III KUHPerdata,
tetapi diatur sendiri dalam perjanjian. Pasal-pasal

di dalam Buku III KUHPerdata baru mengikat ter-

hadap mereka, jika mereka tidak mengatur sendiri

kepentingan atau mengaturnya dalam perjanjian.
Akan tetapi, tidak lengkap. Oleh karena itu,
soal-soal yang tidak diatur tersendiri itu diber-
lakukan pasal-pasal hukum perikatan. Kebebasan
berkontrak memberikan jaminan kebebasan
kepada seseorang untuk secara bebas dalam
beberapa hal yang berkaitan dengan perjanjian,

yaitu (Syahrani, 2004, p. 15):

1) bebas menentukan apakah ia akan melakukan

perjanjian atau tidak;



2) bebas menentukan dengan siapa ia akan mela-
kukan perjanjian;
3) bebas menentukan isi atau klausul perjanjian;
4) bebas menentukan bentuk perjanjian; dan
5) kebebasan-kebebasan lainnya yang tidak berten-
tangan dengan peraturan perundang-undangan.
b. Asas Konsensualisme (Persesuaian Kehendak)

Pada mulanya, suatu penonjolan atau kesepa-
katan harus ditegaskan dengan sumpah, namun
pada abad ke-13 pandangan tersebut telah dihapus
oleh gereja. Kemudian, terbentuklah paham bahwa
dengan adanya kata sepakat diantara para pihak,
suatu perjanjian sudah memiliki kekuatan
mengikat.

Asas 1n1 dapat ditemukan dalam Pasal 1320
KUHPerdata yang mensyaratkan adanya ke-
sepakatan sebagai syarat sahnya suatu perjanjian.
Meskipun demikian, perlu diperhatikan bahwa
terhadap asas konsensualisme terdapat penge-
cualian, yaitu dalam perjanjian riil dan perjanjian
formal yang mensyaratkan adanya penyerahan
atau memenuhi bentuk tertentu yang disyaratkan
oleh undang-undang (Budiono, 2010, p. 29).

c. Asas Kepastian Hukum (Pacta Sunt Servanda)

Asas pakta sunt servanda atau disebut juga
dengan asas kepastian hukum. Berhubungan de-
ngan akibat perjanjian asas pakta sunt servanda
merupakan asas bahwa hakim atau pihak ketiga
harus menghormati substansi kontrak yang dibuat
oleh para pihak, sebagaimana layaknya sebuah
undang-undang.



Mereka tidak boleh melakukan intervensi ter-
hadap substansi kontrak yang dibuat oleh para
pihak. Asas pacta sunt servanda dapat disimpulkan
dalam Pasal 1338 Ayat (1) KUHPerdata yang
berbunyi “semua perjanjian yang dibuat secara sah
berlaku sebagail undang-undang bagi mereka yang
membuatnya” (Salim, 2003, p. 9). Setiap orang yang
membuat kontrak dia terikat untuk memenuhi
kontrak tersebut karena kontrak tersebut me-
ngandung janji-janji yang harus dipenuhi dan janji-
janji tersebut mengikat para pihak sebagaimana
mengikatnya undang-undang (Syahrani, 2004, p.
5).

. Asas Itikad Baik (Geode Throw)

Asas itikad baik dapat disimpulkan dari Pasal
1338 ayat (3) KUH Perdata yang berbunyi “Suatu
perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.”
Adanya rumusan iktikad baik berarti bahwa suatu
perjanjian yang dibuat hendaknya dari sejak per-
janjian ditutup. Perjanjian tersebut sama sekali
tidak dimaksudkan untuk merugikan kepentingan
debitur maupun kreditur, maupun pihak lain atau
pihak ketiga lainnya di luar perjanjian (Muljadi &
Widjaja, 2005, p. 80).

Di dalam hukum perjanjian, iktikad baik
mempunyai dua pengertian (Meliala, 1995, p. 19).
Pertama, iktikad baik dalam pengertian yang sub-
jektif, dapat diartikan sebagai kejujuran seseorang,
yaitu apa yang terletak pada seseorang pada waktu
diadakan perbuatan hukum. Kedua, iktikad baik
dalam pengertian objektif adalah bahwa pelak-
sanaan suatu perjanjian harus didasarkan pada



norma kepatuhan atau apa-apa saja dirasa sesuai
dengan yang patut dalam masyarakat.
e. Asas Kepribadian (Personalia)

Asas personalia diatur dan dapat kita temukan
dalam ketentuan Pasal 1315 KUH Perdata, yang
berbunyi “Pada umumnya tak seorangpun dapat
mengikatkan diri atas nama sendiri atau menulis
ditetapkannya suatu perjanjian daripada untuk
dirinya sendiri.”

Suatu perjanjian hanya meletakkan hak-hak kewa-
jiban-kewajiban antara para pihak yang membuatnya
dan tidak mengikat orang lain (pihak ketiga) (Muljadi
& Widjaja, 2005, p. 15). Selain kelima asas di atas,
Badrulzaman et al. (2001, p. 87—89) dalam bukunya,
Kompilasi Hukum Perikatan, mengemukakan beberapa
asas lain yang diatur dalam KUHPerdata yaitu.

a. Asas Kepercayaan (Vertrouwensbeginsel)

Seseorang yang mengadakan perjanjian de-
ngan pihak lain menumbuhkan kepercayaan di
antara kedua belah pihak itu bahwa satu sama lain
akan memegang jarinya. Dengan kata lain akan
memenuhi prestasinya di belakang hari. Tanpa
adanya kepercayaan itu, maka perjanjian itu tidak
mungkin akan diadakan oleh para pihak. Dengan
kepercayaan ini, kedua pihak mengikatkan dirinya
dan untuk keduanya perjanjian itu mempunyai
kekuatan mengikat sebagai undang-undang.

b. Asas Persamaan Hukum

Asas ini menempatkan para pihak di dalam
persamaan derajat, tidak ada perbedaan, walaupun
ada perbedaan kulit, bangsa, kekayaan, kekuasaan,
jabatan, dan lain-lain. Masing-masing pihak wajib



C.

melihat adanya persamaan ini dan mengharuskan
kedua pihak untuk menghormati satu sama lain
sebagai manusia ciptaan Tuhan.
Asas Keseimbangan

Asas ini menghendaki kedua pihak memenuhi
dan melaksanakan perjanjian itu. Asas kese-
imbangan ini merupakan kelanjutan dari asas
persamaan. Kreditur mempunyai kekuatan untuk
menuntut prestasi dan jika diperlukan dapat
menuntut pelunasan prestasi melalui kekayaan
debitur. Namun, kreditur memikul pula beban
untuk melaksanakan perjanjian itu itikad baik.
Kedudukan kreditur yang kuat perjajian dengan
kewajibannya untuk memperhatikan itikad baik,
sehingga kedudukan kreditur dan debitur
seimbang.

d. Asas Kepastian Hukum

e.

Perjanjian sebagai suatu fitur hukum harus
mengandung kepastian hukum. Kepastian ini ter-
ungkap dari kekuatan mengikat perjanjian itu
yaitu sebagai undang-undang bagi para pihak.
Asas Moral

Asas ini terlihat dalam perikatan wajar, di
mana suatu perbuatan sukarela dari seseorang
tidak menimbulkan hak baginya untuk menggugat
kontraprestasi dari pihak debitur. Hal ini terlihat
pada zaman zaakwameming, di mana seseorang
yang melakukan suatu perbuatan dengan sukarela
(moral), yang bersangkutan mempunyai kewajiban
(hukum) untuk meneruskan dan menyelesaikan
perbuatannya. Asas ini terdapat dalam Pasal 1339
KUHPerdata. Faktor-faktor yang memberikan



motivasi pada yang berssngkutan melakukan per-
buatan hukum itu berdasarkan pada kesusilaan
(moral) sebagai panggilan dari hati nuraninya.
f. Asas Kepatutan
Asas ini dituangkan dalam Pasal 1339 KUH
Perdata. Asas kepastian di sini berkaitan dengan
ketentuan mengenai isi perjanjian. Asas kepatutan
ini harus dipertahankan karena melalui asas ini
ukuran tentang hubungan ditentukan juga oleh
rasa keadilan dalam masyarakat.
3. Syarat Sahnya Suatu Perjanjian.
Syarat sahnya suatu perjanjian di Indonesia diatur
di dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Dalam ketentuan
tersebut ada empat syarat sahnya perjanjian, yaitu (1)
sepakat mereka yang mengikatkan diri; (2) cakap
mereka yang mengikatkan diri; (3) suatu hal tertentu;
dan (4) suatu sebab yang halal. Dalam terminologi
hukum perdata, keberadaan syarat satu dan syarat dua
tersebut disebut sebagai syarat subjektif karena me-
nyangkut subjek pembuat kontrak, yaitu para pihak
yang mengikatkan dirinya dalam suatu kesepakatan.
Sementara itu, syarat tiga dan syarat empat di-
sebut syarat objektif karena menyangkut objek dari
kesepakatan yang dihasilkan. Selain itu, akibat hukum
jika tidak dipenuhinya syarat subjektif dalam suatu
perjanjian, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan
(vernietighbaar). Artinya, akan dibatalkan atau tidak
terserah kepada pihak-pihak yang berkepentingan,
sedangkan jika tidak dipenuhi syarat objektif dalam
suatu perjanjian, maka perjanjian tersebut dapat
dinyatakan batal demi hukum. Artinya, perjanjian itu
sejak semula dianggap tidak pernah ada.



4. Pengertian Wanprestasi

Adapun istilah wanprestasi berasal dari bahasa
Belanda yang artinya prestasi buruk. Akan tetapi,
pengertian mengenai wanprestasi belum mendapat
keseragaman dan masih terdapat bermacam-macam
istilah yang dipakai untuk wanprestasi, sehingga tidak
terdapat kata sepakat untuk menentukan istilah mana
yvang hendak dipergunakan. Istilah mengenai wanpres-
tasi ini terdapat di berbagai penyebutan, seperti ingkar
janji, cedera janji, melanggar janji, dan sebagainya.

Dengan adanya  bermacam-macaam  istilah
mengenai wanprestsi ini, telah menimbulkan kesim-
pangsiuran dengan maksud aslinya yaitu ‘wanprestasi’
(Setiawan, 2020, p. 19). Ada beberapa sarjana yang
tetap menggunakan istilah ‘wanprestasi’ dan memberi
pendapat tentang pengertian mengenal wanprestasi
tersebut.

Prodjodikoro (2000, p. 44) mengatakan bahwa
wanprestasi adalah ketiadaan suatu prestasi di dalam
hukum perjanjian. Ini berarti suatu hal yang harus
dilaksanakan sebagai isi dari suatu perjanjian. Ba-
rangkali dalam bahasa Indonesia dapat dipakai istilah
‘pelaksanaan janji untuk prestasi dan ketiadaan
pelaksanaannya janji untuk wanprestasi’. Hal ini dapat
berupa (1) sama sekali tidak memenuhi prestasi; (2)
tidak tunai memenuhi prestasinya; (3) terlambat
memenuhi prestasinya; dan (4) keliru memenuhi
prestasinya.

Seorang dikatakan melakukan wanprestasi apabila
dia lalai dalam melaksanakan prestasinya. Seorang
melakukan wanprestasi apabila seorang tidak dapat
melaksanakan atau memenuhi prestasi sesuai dengan



apa yang diperjanjikan karena kesalahannya, baik di-

sengaja atau tidak disengaja.

Ada empat macam bentuk dari wanprestasi yaitu

sebagai berikut.

a.

Tidak berprestasi sama sekali atau berprestasi,
tetapi tidak bermanfaat lagi atau tidak dapat
diperbaiki.

Terlambat memenuhi prestasi.

Memenuhi prestasi secara tidak baik atau tidak
sebagaimana mestinya.

Melakukan sesuatu, namun menurut perjanjian
tidak boleh dilakukan.

Wanprestasi tentunya tidak pernah diinginkan

terjadi dalam suatu perjanjian, namun akibat wanpres-
tasi yang terjadi akan merugikan semua pihak yang
mengadakan perjanjian yang telah disepakati. Subekti
(2010, p. 148) menyatakan bahwa akibat hukum yang

ditanggung bagi para pihak dalam perjanjian bilamana

ada salah satu pihak yang tidak memenuhi kewaji-

bannya (wanprestasi) yang berupa memberikan atau

mengganti hal berikut.

a.

b.

Biaya, yaitu segala pengeluaran atau ongkos yang
nyata-nyata telah dikeluarkan salah satu pihak.
Rugi, yaitu segala akibat negatif yang menimpa
salah satu pihak akibat kelalaian atau kerugian
nyata yang didapat atau diperoleh pada saat per-
ikatan itu diadakan, yang timbul sebagai akibat
kesembronoan.

Adanya wanprestasi adalah bentuk sikap peng-

ingkaran salah seorang yang berakad atau transaksi

yang tidak menjalankan kewajiban berupa prestasi dari

apa yang menjadi kesepakatan dalam perjanjian antara



pihak yang bersangkutan. Perjanjian jasa konsultan
adalah suatu hubungan hukum antara dua pihak atau
lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimpulkan
akibat-akibat hukum. Dalam hubungan itu, terdapat
sesuatu yang diperjanjikan oleh seseorang kepada
orang lain yang merupakan kewajiban baginya untuk
dilaksanakan atau tidak dilaksanakan. Seorang yang
berhak atas pemenuhan janji mempunyai hak untuk
penuntutan pelaksanaannya.

Sesuatu yang dilaksanakan itulah yang dinamakan
‘prestasi’. Jadi, wujud dari prestasi ialah melakukan
perbuatan tertentu. Apabila salah satu pihak tidak
melakukan kewajibannya, baik kelalaian atau kesenga-
jaan, maka pihak tersebut dinyatakan atau dianggap
‘wanprestasi’. Jadi, pengertian dalam melaksanakan
kewajiban yaitu memenuhi prestasi tersebut (Fidel,
2007, p. 4).

Adapun bentuk-bentuk dari wanprestasi yaitu:

a. Tidak memenuhi prestasi sama sekali.
b. Memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya.
b. Memenuhi prestasi tetapi tidak sesuai atau keliru.

Sementara itu, Subekti (2010) mengklasifikasikan
empat bentuk wanprestasi yaitu sebagai berikut.

a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan
dilakukan.

b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak
sebagaimana dijanjikannya.

c. Melakukan apa yang dijanjikannya, tetapi
terlambat.

d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak
boleh dilakukan.



Menurut Pasal 1366 KUHPerdata  yang
menyatakan bahwa setiap orang bertanggungjawab,
bukan hanya atas kerugian yang disebabkan perbu-
atan-perbuatan, melainkan juga atas kerugian yang
disebabkan kelalaian atau kesembronoannya. Dari
ketentuan pasal tersebut dapat dikatakan bahwa
seseorang dinyatakan wanprestasi apabila sudah ada
kerugian yang diderita oleh salah satu pihak dalam
perjanjian tersebut dan pihak yang mengalami keru-
gian dapat melayangkan somasi kepada pihak yang
melakukan kerugian tersebut.

Bentuk-bentuk somasi menurut Pasal 1366 KUH
Perdata adalah sebagai berikut (Hamzah, 2016, p. 20).

a. Surat perintah, berasal dari hakim yang biasanya
berbentuk penetapan. Dengan surat penetapan ini,
juru sita memberitahukan secara lisan kepada pi-
hak yang menimbulkan kerugian kapan selambat-
lambatnya dia harus berprestasi. Hal ini biasa
disebut exploit juru sita.

b. Akta, dapat berupa akta di bawah tangan maupun
akta notaris

c. Tersimpul dalam perikatan itu sendiri. Maksud-
nya, sejak pembuatan perjanjian, kedua belah
pihak sudah menentukan saat adanya wanprestasi.

Dalam perkembangannya, suatu somasi atau
teguran terhadap salah satu pihak dalam perjanjian
yang melalaikan kewajibannya dapat dilakukan secara
lisan. Akan tetapi, untuk mempermudah pembuktian di
hadapan hakim apabila masalah tersebut berlanjut ke
pengadilan, maka sebaiknya diberikan peringatan
secara tertulis. Dalam keadaan tertentu, somasi tidak
diperlukan untuk dinyatakan bahwa seseorang mela-



kukan wanprestasi, yaitu dalam hal adanya batas
waktu dalam perjanjian (fatal termijn), prestasi dalam
perjanjian berupa tidak berbuat sesuatu (Hamzah,
2016, p. 38).

Dari beberapa pendapat tersebut, dapat diperjelas
bahwa wanprestasi adalah tindakan di mana seseorang
tidak memenuhi prestasi atau kewajiban yang telah
ditetapkan dalam perjanjian. Setelah terjadi perjanjian,
timbul hubungan perdata, di mana para pihak memiliki
kewajiban untuk memenuhi prestasi atau janjinya.
Ketika ada pihak yang tidak memenuhi prestasi yang
telah dijanjikan karena kesengajaan atau kelalaiannya
sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak lainnya,
maka dapat dikatakan orang tersebut telah melakukan
perbuatan wanprestasi. Wanprestasi sendiri terbagi
menjadi empat macam. Pertama, tidak melakukan apa
yang disanggupi akan dilakukan. Kedua, melaksana-
kan apa yang telah diperjanjikan, namun tidak sesuai.
Ketiga, melakukan apa yang telah diperjanjikan,
namun terlambat atau telah melewati tenggat waktu
yvang ditentukan. Keempat, melakukan sesuatu yang
tidak boleh dilakukan oleh perjanjian.

Namun, perlu diingat, apabila tindakan di atas
dilakukan karena adanya keadaan memaksa (over-
macht atau force majeure), maka pihak yang tidak
memenuhi prestasinya tidak dapat dipersalahkan atau
digugat atas wanprestasi. Hal ini karena overmacht
merupakan peristiwa yang tidak dapat diduga dan
timbul di luar kemampuan pihak tersebut (Hamzah,
2016, p. 40).



Bab 4
Sistem Ekonomi Syariah

Sistem ekonomi Islam atau juga disebut sistem
ekonomi syariah merupakan salah satu bagian dari
sistem ekonomi pada umumnya yang bertumpu pada
pokoknya, yaitu ekonomi. Lubis (2000, p. 14), menya-
takan bahwa yang dimaksud dengan sistem ekonomi
Islam adalah ilmu ekonomi yang dilaksanakan dalam
praktik (penerapan ilmu ekonomi) sehari-hari bagi
individu, keluarga, kelompok masyarakat, maupun
pemerintah atau penguasa dalam rangka mengorgani-
sasi faktor produksi, distribusi, serta pemanfaatan
barang dan jasa yang dihasilkan yang tunduk dalam
peraturan perundang-undangan Islam (sunnatullah).

Sistem dalam istilah bahasa Inggris disebut
‘systen?’, menunjukkan suatu bentuk dengan ciri khas
tertentu yang berbeda dari yang lainnya, seperti dalam
perekonomian. Black (1979, p. 1.300), ‘systen?’ diartikan
sebagai ‘orderly combination arrangement, as of par-
ticulars, parts, or elements into a wholes especially such
a combination according to some rational principle. Di
pihak lain, Salman & Susanto (2004, p 84) menjelaskan
bahwa sistem sering digambarkan dalam dua hal, yakni
sebagai sesuatu wujud atau entitas dan sistem mempu-
nyai makna metodologi yang dikenai dengan pengertian
umum pendekatan sistem (system approach).



Selanjutnya, Shore & Voich (Rahardjo, 2006, p.
48—49) menjelaskan bahwa pengertian-pengertian
dasar yang terkandung di dalamnya adalah sebagai
berikut.

a. Sistem itu berorientasi kepada tujuan.

b. Keseluruhan adalah lebih dari sekadar jumlah dari
bagian bagiannya (wholism).

c. Suatu sistem berinteraksi dengan sistem yang lebih
besar, yaitu lingkungannya ( keterbukaan sistem).

d. Bekerjanya bagian-bagian dari sistem itu men-
ciptakan sesuatu yang berharga (transformasi).

e. Masing-masing bagian harus cocok satu sama lain

(keterhubungan).

f. Ada kekuatan pemersatu yang mengikat sistem itu

(mekanisme kontrol).

Sistem ekonomi Islam atau juga disebut sistem
ekonomi syariah merupakan salah satu bagian dari
sistem ekonomi pada umumnya yang bertumpu pada
pokoknya atau ‘ekonomi’. Lubis (2000, p. 14) me-
ngemukakan bahwa yang dimaksud dengan sistem
ekonomi Islam adalah ilmu ekonomi yang dilaksanakan
dalam praktik (penerapan ilmu ekonomi) sehari-hari
bagi individu, keluarga, kelompok masyarakat, maupun
pemerintah atau penguasa dalam rangka mengorgani-
sasi faktor produksi, distribusi, dan pemanfaatan
barang dan jasa yang dihasilkan yang tunduk dalam
peraturan perundang-undangan Islam (sunnatullah).

Selanjutnya, Tadjoeddin et al (1992, p. 61) men-
jelaskan tujuh dasar dari ekonomi Islam. Pertama,
ekonomi Islam ingin mencapai masyarakat yang
berkehidupan sejahtera di dunia dan akhirat, yakni
tercapainya kepuasan optimal sebagai kebutuhan



jasmani dan rohani yang seimbang, baik bagi per-
orangan maupun masyarakat. Untuk itu, alat pemuas
dicapai secara optimal dengan pengorbanan dan
kelestarian alam dapat terjaga.

Kedua, hak milik relatif perorangan diakui sebagai
usaha dan kerja secara halal dan digunakan untuk hal-
hal yang halal pula. Ketiga, dilarang menimbun harta
benda dan menjadikannya terlantar. Keempat, dalam
harta benda itu terdapat hak untuk orang miskin yang
selalu meminta. Oleh karena itu, harus dinafkahkan
agar dapat dicapai pembagian rezeki. Kelima, pada
batas tertentu, hak milik tersebut dikenakan zakat.
Keenam, perniagaan diperkenankan, tetapi riba
dilarang. Ketujuh, tidak ada perbedaan suku dan
keturunan dalam bekerja sama. Sebab, yang menjadi
ukuran perbedaan hanyalah prestasi kerja.

Karakteristik sistem ekonomi syariah yang berbeda
dari berbagai sistem ekonomi lainnya, dijelaskan secara
lengkap oleh Muhammad (2008, p. 7). Sebagai paradig-
ma Islam bahwa ilmu ekonomi dan perbankan Islam
telah mewarnai perkembangan realitas ekonomi dan
perbankan modern. Bahkan, memperoleh apresiasi
yang makin luas, tidak saja dari lingkungan masya-
rakat dan yang mayoritas masyarakatnya Islam, tetapi
juga di negara-negara yang masyarakatnya Islamnya
minoritas, seperti di negara-negara Barat. Fakta terse-
but tidak lepas dari keunikan-keunikan yang melekat
(build in) dalam sistem ekonomi dan perbankan Islam.
Sistem ini memiliki premis dasar yang sama sekali
berbeda dengan sistem ekonomi.

Positivistik, baik dari sisi ontologis, epistemologis,
maupun sisi aksiologisnya. Sistem ini berpijak di atas



landasan ilahiah, nilai-nilai syariah. Sistem ekonomi
syariah memiliki aksioma etika yang meliputi tauhid,
keadilan, keseimbangan, dan tanggung jawab. Sistem
ekonomi Syariah bersifat lebih luas, sedangkan sistem
perbankan syariah lebih sempit, yang titik pokoknya
dalam lapangan perbankan. Sebagaimana dalam
sistem ekonomi syariah yang menjadi bagian dari
sistem-sistem ekonomi pada umumnya. Hal ini dikenal
dan berlaku sekarang ini, maka dalam perbankan
syariah pun berkembang sebagai bagian dari sistem
perbankan dengan karakteristik yang menunjukkan
perbedaan di antara sistem-sistem tersebut. Dalam ber-
bagai literatur ilmu ekonomi, dikenal beberapa sistem
ekonomi, seperti ekonomi kapitalis, sosialis, maupun
sistem ekonomi Islam (Salam, 2008, p. 4). Nopirin
(1994, p. 5—7) mengenalkan beberapa sistem ekonomi.
1. Sistem ekonomi tradisional. Dalam sistem ini ke-
hidupan ekonomi didasarkan pada kebiasaan, adat,
tradisi, dan agama. Masalah ekonomi dipecahkan
dengan menggunakan pola yang telah dijalankan
pada masa lalu, seperti tanah pertanian ditanami
tanaman seperti yang selalu ditanam pada masa
lalu secara turun temurun. Agama dan kadang kala
kekuatan magis yang menjadi motivasi individu.
Bagian yang diterima oleh individu dari proses pro-
duksi biasanya ditentukan oleh status sosialnya.
Tingkat tabungan umumnya rendah, sehingga
investasi juga rendah. Akibatnya, laju pertum-
buhan rendah dan pertumbuhan rendah ini sebagai
hasil kebiasaan yang berjalan turun temurun
2. Sistem komando (sosialis-komunis). Di dalam sis-
tem ini, masalah ekonomi (what, how, dan for



whom) dipecahkan oleh penguasa pusat, apakah itu
individu atau kelompok. Pemerintah pusat menen-
tukan alokasi penggunaan sumber daya, penentuan
jenis, dan jumlah barang yang diproduksi. Semua
ini dilakukan dengan menggunakan perencanaan
pusat. Individu tidak mempunyai kebebasan dalam
menggunakan sumber daya. Hak milik individu
biasanya tidak ada.

. Sistem ekonomi pasar. Dalam sistem ekonomi
pasar, keputusan penggunaan sumber daya diten-
tukan sendiri oleh individu atau produsen karena
hak milik individu diakui. Biasanya, produsen akan
menghasilkan barang, di mana dia dapat mempero-
leh keuntungan setinggi-tingginya. Keuntungan ini
akan diperoleh apabila harganya tinggi dan harga
tinggi jika banyak yang ingin membeli. Dengan
demikian, keputusan tentang barang apa (whad
yvang akan dihasilkan ditentukan oleh pasar atau
pembeli serta harga yang dapat memberikan
keuntungan.

. Sistem campuran. Dalam sistem ini, ada unsur-
unsur sistem komando, yakni ada campur tangan
pemerintah dan sistem ekonomi pasar. Sistem
pengendalian harga (price contro) telah sering
dilakukan oleh Amerika Serikat yang pada
dasarnya menganut sistem ekonomi pasar. Hal ini
banyak dijumpai, terutama di negara mengguna-
kan sistem ekonomi campuran. Indonesia pada
dasarnya menggunakan sistem ekonomi campuran
yang sering dikenal dengan sistem ekonomi
Pancasila atau sistem ekonomi pasar terkendali.



Beberapa pakar membedakan berbagai sistem
ekonomi seperti yang diklasifikasikan oleh Deliarnov
(1995, p. 47) pada tiga kelompok, yaitu sistem liberal
atau kapitalistik, sistem sosialis atau komunistik, dan
sistem perekonomian campuran (mixed economy).
Sementara itu, Suherman (1995, p. 4) membedakannya
atas dua, yakni sistem ekonomi bebas dan sistem
ekonomi terpimpin. Merujuk pada klasifikasi menurut
Deliarnov tersebut, maka hingga sekarang ini ketiga
jenis sistem perekonomian tersebut yang banyak dianut
oleh negara-negara. Deliarnov juga mengemukakan
bahwa istilah lain yang sering digunakan bagi sistem
liberal adalah sistem kapitalis. Secara garis besar, ciri-
cirl sistem ekonomi liberal 1alah pengakuan yang luas
terdapat hak-hak pribadi, perekonomian diatur menu-
rut mekanisme pasar, dan motif yang menggerakkan
roda perekonomian adalah motif laba.

Di pihak lain, Grossman (1995, p. 48) menjelaskan
bahwa pada masa permulaannya, kapitalisme terwujud
dari segil semangat yang sering mendapat penekanan,
yakni semangat usaha, berani mengambil risiko dan
keinginan untuk mengadakan inovasi. Tata nilai yang
memadai kapitalisme terutama di negara-negara
Anglo-Saxon adalah individualisme.

Liberalisme maupun kapitalisme saat ini berganti
istilah. Perkembangannya menyebabkan dikenal istilah
‘neoliberalisme’ yang bermakna sama. Dengan kemasan
baru yang pada hakikatnya menjadi pengembangan
lebih lanjut dari liberalisme sebagaimana dikenal sejak
mulanya. Istilah liberalisme, termasuk neoliberalisme,
inilah yang menjadi suatu polemik aktual dalam masa
kampanye pemilihan presiden dan wakil presiden



Republik Indonesia tahun 2009, yang berhadapan
dengan konsep ekonomi kerakyatan.

Absori (2000, p. 127) mengemukakan dampak li-
beralisasi perdagangan terhadap lingkungan hidup
sehubungan dengan era liberalisasi perdagangan saat
ini di Indonesia sebagai berikut.

a. Liberalisasi perdagangan umumnya mendorong
peningkatan skala aktivitas, termasuk peningkat-
an sumber daya dan pencemaran untuk suatu
komposisi output tertentu.

b. Liberalisasi perdagangan dan perubahan harga
serta hal yang ditimbulkannya dapat mendorong
terjadinya perubahan komposisi output. Jika suatu
negara mempunyai keunggulan komparatif di
bidang kegiatan yang kurang padat sumber daya
ataupun padat pencemaran, maka liberalisasi per-
dagangan akan meningkatkan angka produk yang
ramah lingkungan. Hal ini akan berlaku sebaliknya
apabila negara tersebut berspesialisasi pada pro-
duk yang padat sumber daya atau padat sumber
pencemaran.

c. Liberalisasi perdagangan biasanya mendorong
perubahan teknologi produksi. Di negara-negara
berkembang, teknologi digunakan cenderung masih
lebih ramah lingkungan, mengingat keunggulan
komparatif yang dimiliki pada umumnya terletak
pada kegiatan produksi yang padat karya. Dalam
perkembangannya, para penanam modal asing
mengalihkan teknologinya yang lebih modern dan
ramah lingkungan dan pada gilirannya me-
mungkinkan meningkatkan permintaan dan
kemampuan pembiayaan lingkungan yang bersih.



d. Liberalisasi perdagangan mengurangi hambatan-
hambatan bagi industri manufaktur dan jasa
sehingga memungkinkan negara-negara berkem-
bang dapat mendiversifikasikan ekspornya dan
tidak lagi mengandalkan ekspor komoditas yang
padat Sumber Daya Alam (SDA).

e. Rezim perdagangan bebas cenderung tidak me-
ngandung distorsi harga. Pengurangan distorsi
harga akan mengakibatkan SDA, seperti kayu, air,
ataupun negeri lain cenderung tidak lagi dinilai
terlalu rendah sehingga dapat menjadi konsumsi
dan produk yang optimal.

Liberalisasi perdagangan inilah yang menjadi
wujud dari era pasar bebas (free trade) yang melanda
masyarakat internasional sehingga disebut pula se-
bagai era globalisasi dengan kepeloporan berbagai
lembaga di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB),
seperti Internasional Monetary Fund (IMF), World
Bank (Bank Dunia), dan World Trade Organization
(WTO).

Melalui liberalisasi perdagangan, sebenarnya ma-
kin menguatnya sistem ekonomi neoliberal. Apabila
sistem liberal atau sistem kapitalis klasik yang
diperkenalkan oleh Adam Smith dan David Richardo,
maka sistem ekonomi dunia sebagai hasil Konferensi
Bretton Woods pada prinsipnya berasaskan sistem
ekonomi kapitalisme yang terkontrol melalui campur
tangan negara. Sistem ini yang dikembangkan oleh
John Maynard Keynes, Ekonom dari Inggris. Nugroho
& Hanurita (n.d.) menerangkan bahwa globalisasi ma-
kin menunjukkan bentuk nyatanya sebagai sosok dari
liberalisme dan kapitalisme ketika pada tahun 1995,



Prof. John Williamson, Rkonom dari The Institute of
International Economics di Washington DC, menawar-

kan konsep bahwa setiap negara berkembang yang

meminta bantuan (pinjaman) dari IMF dan Bank Dunia
hendaknya memenuhi persyaratan, yaitu melakukan
hal berikut.

a.

Price control, yaitu menghapuskan control atas
harga komoditi, faktor produksi, dan mata uang.

. Fiscal discipline, yaitu mengurangi defisit anggar-

an. pemerintah atau bank sentral ke tingkat yang
bisa dibiayai tanpa memakai inflator financing.
Public expenditure priorities, yaitu pengurangan
belanja pemerintahan dan pengalihan belanja dari
bidang-bidang yang secara politik sensitif, seperti
administrasi pemerintahan, pertahanan, subsidi
yang tidak terarah, dan berbagai kegiatan yang bo-
ros ke pembiayaan infrastruktur, kesehatan primer
Tax reform, yaitu perluasan basis perpajakan,
perbaikan administrasi perpajakan, mempertajam
insentif bagi pembayar pajak, pengurangan peng-
hindaran dan manipulasi aturan pajak, serta
pengenaan pajak pada aset yang ada di luar negeri.
Financial Iiberalization, yaitu bahwa tujuan-tujuan
jangka pendek adalah untuk menghapuskan pem-
berian tingkat bunga khusus bagi peminjam
istimewa dan mengenakan tingkat bunga nominal
yang lebih tinggi dari tingkat inflasi. Tujuan jangka
panjangnya adalah penciptaan tingkat bunga bank
berdasar pasar demi memperbaiki efisiensi alokasi
kapital.



Bab 5
Konsep Perbankan Syariah

A. Pengertian Perbankan Syariah
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang
Perbankan Syariah Bab I Ketentuan Umum Pasal 1
Angka 1 menyebutkan Perbankan Syariah adalah
segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah
dan unit usaha syariah mencakup kelembagaan, kegiat-
an usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan
kegiatan usahanya. Pasal 1 Angka 2, bank adalah
badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat
dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada
masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lain-
nya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.
Pasal 1 Angka 3, Bank Indonesia adalah Bank Sentral
Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945. Ada beberapa istilah yang terkait dengan
bank syariah yang diatur dalam Nomor 21 Tahun 2008
tentang Perbankan Syariah, yaitu sebagai berikut.

1. Bank Syariah adalah bank yang menjalankan
kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah
dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum
Syariah dan Pembiayaan Rakyat Syariah (Pasal 1
Angka 7).



2. Bank Umum Syariah adalah Bank Syariah yang
dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu
lintas pembayaran (Pasal 1 Angka 8).

3. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah Bank
Syariah yang dalam kegiatan tidak memberikan
jasa dalam lalu lintas pembayaran (Pasal 1 Angka
9).

4. Unit Usaha Syariah (UUS) adalah unit kerja dari
kantor pusat Bank Umum Konvensional yang
berfungsi sebagai kantor induk dari atau unit. UUS
melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip
syariah unit kerja di kantor cabang dari suatu bank
yvang berkedudukan di luar serta melaksanakan
kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi
(Pasal 1 Angka 10).

Istilah lain yang digunakan untuk sebutan bank
Islam adalah bank syariah. Secara akademik, istilah
Islam dan syariah memang mempunyai pengertian
yang berbeda. Namun, secara teknis untuk penyebutan
bank Islam dan bank syariah mempunyai pengertian
yang sama (Zuhri, n.d., 94). Secara umum, pengertian
bank Islam (/slamic bank) adalah bank yang peng-
operasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam.
Saat ini, banyak istilah yang diberikan untuk menyebut
entitas bank Islam, selain istilah bank Islam itu sendiri,
yaitu bank tanpa bunga (interest-free bank), bank
tanpa riba (Jariba bank), dan bank syariah (sharia bank)
(Sumitro, 1997, p. 5).

Perwataatmadja & Antonio (1999, p. 16) memberi-
kan definisi bank Islam yaitu bank beroperasi sesuai
dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Artinya, bank
yang dalam beroperasinya mengikuti ketentuan-



ketentuan syariah Islam, khususnya yang menyangkut
tata cara bermuamalah secara praktik-praktik. Sebab,
hal yang dikhawatirkan mengandung unsur unsur riba
untuk diisi dengan kegiatan-kegiatan investasi atas
dasar bagi hasil dan pembiayaan perdagangan (Farouk,
2002, p. 1). Selanjutnya, dikatakan bahwa bank Islam
adalah bank yang tata cara beroperasinya mengacu
kepada ketentuan-ketentuan Al-Qur’an dan Al-Hadis,
yakni bank yang tata cara beroperasinya itu mengikuti
suruhan dan larangan yang tercantum dalam Al-Qur’an
dan Al-Hadis. Sesuai dengan suruhan dan larangan itu,
maka yang dijauhi berupa praktik-praktik yang me-
ngandung unsur riba, sedangkan yang diikuti adalah
praktik-praktik usaha yang dilakukan pada zaman
Rasulullah atau bentuk-bentuk usaha yang telah ada
sebelumnya, tetapi tidak dilarang oleh beliau
Perwataatmadja & Antonio (1999, p. 1—2).

Senada dengan itu, Sumitro (1997, p. 5—6) mende-
finisikan bank Islam sebagai bank yang tata cara
beroperasinya didasarkan pada tata cara bermuamalah
secara Islam, yakni dengan mengacu kepada keten-
tuan-ketentuan Al-Qur’an dan Al-Hadis. D1 dalam
operasionalisasinya, bank Islam harus mengikuti dan
atau berpedoman kepada praktik-praktik usaha yang
dilakukan pada zaman Rasulullah, bentuk-bentuk
usaha yang telah ada sebelumnya, tetapi tidak dilarang
oleh Rasulullah atau bentuk-bentuk usaha baru sebagai
hasil i1jtihad para ulama atau cendekiawan muslim
yang tidak menyimpang dari ketentuan Al-Qur’an dan
Al-Hadis.

Hal yang sama dikemukakan oleh Aziz (n.d., p. 1)
mengenai pengertian bank Islam (Bank berdasarkan



syariah Islam) adalah lembaga perbankan yang
menggunakan sistem dan operasinya berdasarkan
syariah Islam. Ini berarti operasi perbankan mengikuti
tata cara berusaha maupun perjanjian berusaha ber-
dasarkan Al-Qur'an dan sunah Rasul Muhammad.
Selain itu, bukan tata cara dan perjanjian berusaha
yang bukan dituntun oleh Al-Qur’an dan sunah Rasul
Muhammad. Dalam operasinya, bank Islam mengguna-
kan sistem bagi hasil dan imbalan lainnya yang sesuai
dengan syariah Islam, tidak menggunakan bunga,

Uman (1994, p. 5—6) mengartikan yang dimaksud
dengan bank Islam dan memperbandingkan dengan
bank non-Islam adalah sebuah lembaga keuangan yang
menjalankan operasinya menurut hukum Islam. Sudah
tentu bank Islam tidak memakai sistem bunga karena
bunga dilarang oleh Islam. Sementara itu, bank non-
Islam adalah sebuah lembaga keuangan yang berfungsi
utamanya menghimpun dana untuk disalurkan kepada
yvang memerlukan dana guna investasi dalam usaha-
usaha yang produktif dan lain-lain dengan sistem
bunga.

Istilah atau penyebutan bahkan pengertian tentang
bank syariah atau perbankan syariah terjadi perde-
batan oleh pakar perbankan, baik dalam maupun luar
negeri. Ada yang menyebutkan bank Islam, ada juga
yang menyebutkan bank syariah. Bila dilihat dari
kacamata Islam, sebenarnya arti dari ‘syariah’ adalah
‘hukum’. Jadi, istilah atau penyebutan yang lebih tepat
adalah ‘syariah Islam’, maka dalam hal ini disebutkan
bahwa istilah atau penyebutan yang telah umum
dipakai di dunia internasional bagi bank syariah dan
perbankan syariah ialah Islamic Bank dan Islamic



Banking atau syariah bank dan syariah banking. Di
Indonesia, istilah atau penyebutan yang dipakai ialah
Bank Islam, bank syariah, dan perbankan Islam atau
perbankan syariah (Mardani, 2014, p. 57).

B. Prinsip Perjanjian atau Akad Perbankan

Syariah
1. Pengertian Akad

Istilah yang berkaitan dengan perjanjian dalam Al-
Qur’an setidaknya dikenal ada dua macam, yaitu kata
akad (al-aqdu) dan kata ‘ahd (al-ahdu) (Zaman, 2001,
p. 247). Al-Qur'an memakai kata pertama dalam arti
perikatan atau perjanjian. Sementara itu, kata yang
kedua dalam Al-Qur’an berarti masa, pesan, penyem-
purnaan, dan janji atau perjanjian. Dengan demikian,
istilah akad dapat disamakan dengan istilah perikatan
atau verbintenis, sedangkan kata al/-ahdusama dengan
istilah perjanjian atau overeenkomst (Anshori, 2008, p.
49). Akad menurut bahasa adalah mengikat atau me-
ngumpulkan dua ujung sesuatu. Taufiq (via al-Zuhaili,
n.d.) menyebutkan definisi akad menurut syariah, yaitu
perikatan antara dua ucapan yang mempunyai akibat
hukum.

Basyir (n.d.) memberikan definisi bahwa akad
adalah suatu perikatan antara ijab dan kabul dengan
cara yang dibenarkan syarak dan menetapkan adanya
akibat-akibat hukum pada objeknya. Shiddieqy (1974,
p. 33) menyebutkan akad sebagai perikatan antara ijab
dan kabul dengan cara yang dibenarkan syarak yang
menetapkan keridaan antara kedua belah pihak.

Ijab adalah pernyataan pihak pertama mengenai isi
perikatan yang diinginkan, sedangkan kabul adalah
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pernyataan pihak kedua untuk menerimanya. Prakoso
(n.d) mendifinisikan akad sebagai suatu perikatan
antara ijab dan kabul dengan cara yang dibenarkan
syariah yang menetapkan adanya akibat-akibat hukum
pada objeknya.

Pengertian akad dan perikatan mempunyai per-
samaan dan perbedaan. Menurut ahli fikih, perikatan
adalah keadaan seorang berkewajiban untuk mela-
kukan atau tidak melakukan terhadap orang lain,
seperti kewajiban penjual untuk menyerahkan barang
yvang telah dijual kepada pembeli, kewajiban pekerja
untuk bekerja bagi orang yang mengontrak kerjanya,
dan kewajiban yang menggunakan barang milik orang
tanpa izin untuk bertanggung jawab terhadap barang
tersebut.

Berdasarkan perbandingan antara definisi akad
dengan perikatan seperti diuraikan di atas, maka dapat
diketahui persamaan dan perbedaan antara akad dan
perikatan. Persamaan dalam pengertian umum, akad
sama dengan perikatan. Sebab, akad dalam pengertian
yang umum meliputi akad yang menjadi pengertian
hukum yang timbul dari kehendak satu pihak dan akad
yang terdiri atas dua pihak.

Perbedaan bahwa dalam pengertian khusus akad
berbeda dengan perikatan. Sebab, akad khusus hanya
merupakan perbuatan hukum dua pihak, sedangkan
perikatan dapat berasal dari perbuatan hukum satu
pihak dan dari dua pihak. Akad sebagai salah satu
sumber dari perikatan.

Istilah akad sama dengan perjanjian, sebagaimana
yvang dimaksudkan pada Pasal 1313 KUHPerdata
menyebutkan, “Perjanjian adalah suatu perbuatan



dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan diri-
nya terhadap satu orang lain atau lebih.” Pengakuan
akad juga dapat dijumpai dalam Peraturan Bank
Indonesia Nomor 9119/PBl/2007 tentang Pelaksanaan
Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana
dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank
Syariah. Pada ketentuan Pasal 1 Angka (4) dikemuka-
kan bahwa akad adalah kesepakatan tertulis antara
bank dengan nasabah dan/atau pihak lain yang
memuat hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak
sesuai dengan prinsip syariah.

Ichsan (2006, p. 26) mengatakan bahwa akad
adalah perjanjian yang menimbulkan kewajiban ber-
prestasi pada salah satu pihak dan hak bagi pihak lain
atas prestasi tersebut secara timbal balik. Perbankan
syariah sebagai lembaga intermediasi keuangan
dengan kegiatan utamanya menghimpun dana dari ma-
syarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya
kambali dalam bentuk pembiayaan. Hal ini senantiasa
mendasarkan pada perjanjian (kontrak), sehingga
hukum perjanjian Islam yang rukun dan syaratnya
telah diatur dalam Al-Qur’an, hadis, ijmak, dan giyas
menjadi relevan dan penting dalam operasional per-
bankan syariah.

Berdasarkan pada pengertian akad, rukun dan
syarat sahnya akad, asas-asas hukum yang mendasa-
rinya, klasifikasi akad, maka dalam akad perlu
diperhatikan hal-hal sebagai berikut (Ichsan, 2006, p.
26)-

a. Dari segi subjek atau para pihak yang mengadakan
akad.
b. Dari segi tujuan dan objek akad.



c. Perlu adanya kesepakatan dalam hal yang berkait-
an dengan waktu akad, jumlah biaya, mekanisme
kerja, jaminan, penyelesaian sengketa, objek akad,
dan cara pelaksanaannya.
d. Perlu adanya persamaan, kesetaraan, kesedera-
jatan, dan keadilan di antara para pihak dalam
menentukan hak dan kewajiban, serta dalam hal
penyelesaian sengketa yang mungkin terjadi
sepertl wanprestasi.
2. Asas-Asas Akad

Sebagaimana dalam hukum perjanjian menurut
KUHPerdata yang mengenal asas kebebasan berkon-
trak, asas personalitas, dan asas itikad baik, sedangkan
dalam hukum adat mengenal asas terang, tunai, dan
nil. Dalam hukum Islam juga mengenal asas-asas
hukum perjanjian, yaitu sebagai berikut.

a. Al Hurriyah (Kebebasan)

Asas ini merupakan prinsip dasar dalam hu-
kum perjanjian islam, dalam artian para pihak
bebas dalam membuat suatu perjanjian atau akad.
Bebas dalam menentukan objek akad dan bebas
menentukan dengan siapa ia akan membuat per-
janjia, serta bebas menentukan bagaimana cara
menentukan penyelesaian sengketa jika terjadi
pada kemudian hari.

Asas kebebasan berkontrak dalam Islam diba-
tasi oleh ketentuan syariat Islam. Akad dibuat
tidak boleh ada unsur paksaan, kekhilafan, dan
penipuan. Dasar hukum mengenai asas ini
tertuang dalam Al-Qur’an Surat Al-Bagarah ayat
256, yang artinya “Tidak ada paksaan untuk



(memasuki) agama (Islam), sesungguhnya telah
jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat, ...”
Adanya kata-kata tidak ada paksaan ini,
berarti Islam menghendaki dalam hal perbuatan
apapun harus didasari oleh kebebasan untuk
bertindak, sepanjang itu benar dan tidak berten-
tangan dengan nilai-nilai syariat.
. Al Musawah (Persamaan atau Kesetaraan)

Asas in1 mengandung pengertian bahwa para
pihak mempunyai kedudukan yang sama, sehingga
dalam menentukan suatu akad setiap pihak mem-
punyai kesetaraan atau kedudukan yang seimbang.
Dasar hukum mengenai asas persamaan ini
tertuang di dalam Q.S. Al-Hujurat ayat 13 sebagai
berikut.

“Hai manusia, sesungguhnya Kami mencip-
takan kamu dari seorang laki-laki dan seorang
perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-
bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling
mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia
di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling
bertagwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah
Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.”

Berdasarkan ketentuan tersebut, Islam me-
nunjukkan bahwa semua orang mempunyai
kedudukan yang sama di depan hukum, sedangkan
yang membedakan kedudukan antara orang yang
satu dengan yang lainnya di sisi Allah Swt. adalah
tingkat ketakwaannya.

. Al 'Adalah (Keadilan)

Pelaksanaan asas ini dalam suatu akad me-

nuntut para pihak untuk melakukan yang benar



dalam pengungkapan kehendak dan keadaan serta
memenuhi semua kewajibannya. Akad harus
senantiasa mendatangkan keuntungan yang adil
dan seimbang serta tidak boleh mendatangkan ke-
rugian bagi salah satu pihak (Djamil et al, 2001, p.
248).

. Al Ridha (Kerelaan)

Asas ini menyatakan bahwa segala transaksi
yvang dilakukan harus atas dasar kerelaan antara
masing-masing pihak, tidak boleh ada unsur pak-
saan, tekanan, dan penipuan. Dasar hukum adanya
asas kerelaan dalam pembuatan akad terdapat
dalam Q.S. An Nisaa ayat 29 sebagai berikut.

“Hail orang-orang yang beriman, janganlah
kamu saling memakan harta sesamamu dengan
jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan
yvang berlaku dengan suka sama suka di antara
kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu,
sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang.”

Kata ‘suka sama suka’ menunjukkan bahwa
dalam hal membuat akad, khususnya di lapangan,
persiapaan harus senantiasa didasarkan pada asas
kerelaan atau kesepakatan para pihak secara bebas
(Basyir, n.d., p. 68).

. Ash Shiddiqg (Kebenaran atau Kejujuran)

Agama Islam melarang manusia melakukan
kebohongan dan penipuan karena dengan adanya
kebohongan dan penipuan sangat berpengaruh
pada keabsahan akad. Akad yang di dalamnya
mengandung kebohongan atau penipuan, maka
dapat memberikan hak pada pihak lain untuk
menghentikan proses pelaksanaan akad tersebut.



f. Al Kitabah (Tertulis)

Setiap akad hendaknya dibuat secara tertulis,
karena demi kepentingan pembuktian jika pada
kemudian hari terjadi sengketa. Al-Qur’an Surat Al
Bagarah ayat 282-283 mengisyaratkan agar akad
yang dilakukan benar-benar berada dalam kebaik-
an bagi semua pihak. Bahkan, dalam perbuatan
akad hendaknya juga disertai dengan adanya saksi-
saksi (syahadah), rahn (gadai, untuk kasus
tertentu), dan prinsip tanggung jawab individu.

3. Prinsip Pengelolaan Perbankan Syariah
Di dalam operasionalisasi perbankan syariah,
dikenal beberapa prinsip pengelolaan yang dipaparkan
oleh Anshori (2008, p. 190—214) sebagai berikut.
a. Prinsip Kepercayaan (Fiduciary Principle)

Salah satu misi perbankan adalah menerima
simpanan, baik berupa giro, tabungan, dan depo-
sito. Dana ini dibutuhkan bank dalam menjalankan
usahanya yang tidak mungkin hanya diandalkan
dari modal bank sendiri. Untuk itu, dalam rangka
menarik dana segar dari masyarakat, bank pun
terus melakukan pembaharuan dalam menawar-
kan jasa perbankan. Selain itu, bank sebagai salah
satu komponen dalam menjaga keseimbangan,
kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional dalam
menjalankan usahanya memerlukan kepercayaan
masyarakat.

Kepercayaan masyarakat terhadap industri
perbankan nasional merupakan salah satu kunci
untuk memelihara stabilitas industri perbankan.
Kepercayaan ini dapat diperoleh dengan adanya
kepastian hukum dalam pengaturan dan peng-



awasan bank serta penjaminan simpanan nasabah
bank. Oleh sebab itu, baik pemilik dan pengelola
bank maupun otoritas yang terlibat dalam peng-
aturan dan/atau pengawasan bank harus dapat
mewujudkan kepercayaan masyarakat dengan
penjaminan seluruh kewajiban bank. Perlindungan
hukum sebagai nasabah sebelum berlakunya
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS) belum
diatur secara tegas. Untuk itu, diperlukan pema-
paran tentang norma yuridis terhadap hubungan
dan kedudukan LPS dengan bank, tanggung jawab
LPS terhadap bank dan nasabah bank, serta
kewajiban bank agar mendapat perlindungan dari
LPS.

Secara normatif, fiduciary relation dapat
dipahami melalui penjelasan Pasal 29 Undang
Nomor 7 Tahun 1992, Undang-Undang Nomor 10
Tahun 1998 (Undang-Undang Perbankan) yang
menyatakan bahwa, “Bank terutama bekerja
dengan dana masyarakat yang disimpan pada bank
atas dasar kepercayaan. Setiap bank perlu terus
menjaga kesehatannya dan memelihara kepercaya-
an masyarakat padanya.”

Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Perbankan
yang juga merupakan contoh ketentuan normatif
tentang prudential principle yang menyatakan
bahwa “Dalam memberikan kredit atau pembiaya-
an berdasarkan prinsip syariah, bank umum wajib
mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang
mendalam atas itikad dan kemampuan serta
kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi



utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimak-
sud sesuai dengan yang diperjanjikan.”

Pramono (2000, p. 18) menyatakan bahwa bank
wajib mempunyai keyakinan. Artinya, bank wajib
secara hati-hati memutuskan untuk memberikan
kredit kepada nasabah debitur karena dana yang
disalurkan melalui kredit tersebut ialah dana
masyarakat yang dipercayakan kepadanya. Pene-
rapan prinsip-prinsip kehati-hatian secara tidak
langsung berarti memelihara kepercayaan yang
diberikan oleh nasabah kepada bank.

Hubungan bank dan nasabah penyimpanan
adalah hubungan kontrak antara debitur dengan
kreditur yang dilandasi asas kehati-hatian. Hu-
bungan hukum tersebut, bukanlah sekadar
hubungan kontraktual biasa, tetapi juga hubungan
kepercayaan yang didasarkan pada prinsip
kerahasiaan bank. Dengan lahirnya UU LPS,
dibentuklah LPS berbadan hukum Indonesia yang
dalam menjalankan fungsinya harus independen,
transparan, dan akuntabel serta dalam melaksa-
nakan tugas dan wewenangnya bertanggung jawab
langsung kepada presiden.

LPS memiliki dua fungsi, yaitu menjamin
simpanan nasabah bank dan melakukan pe-
nyelesaian atau penanganan Bank Gagal LPS,
bertanggung jawab merumuskan dan menetapkan
kebijakan pelaksanaan penjaminan simpanan,
melaksanakan penjaminan simpanan nasabah
bank (baik berbentuk giro, deposito, sertifikat
deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya), dan
melakukan penyesalan atau penanganan bank ga-



gal. Penjaminan simpanan nasabah bank yang
dilakukan LPS bersifat terbatas, tetapi dapat
mencakup sebanyak-banyaknya nasabah.

Dalam hal bank tidak dapat melanjutkan
usahanya dan harus dicabut izin usahanya, LPS
bertanggung jawab membayar simpanan setiap
nasabah bank tersebut sampai jumlah tertentu.
Adapun simpanan yang tidak dijamin akan dise-
lesaikan melalui proses likuidasi bank. Likuidasi
merupakan tindak lanjut dalam penyelesaian bank
yvang mengalami kesulitan keuangan. Tiga pihak
yang melakukan hubungan hukum, yakni LPS,
bank, dan nasabah terikat pada perjanjian, sedang-
kan bank mempunyai kewajiban, untuk melakukan
perhitungan premi. Hal ini disebabkan yang
melakukan kegiatan usaha adalah sebagai peserta
penjaminan.

Prinsip pengelolaan sebuah lembaga keuang-
an, khususnya perbankan yang utama adalah
prinsip kepercayaan. Dikatakan sebagai prinsip
yang utama karena kegiatan usaha perbankan
mendasarkan pada adanya kepercayaan dan ma-
syarakat. Prinsip ini telah diadopsi dalam Undang-
Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan
atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992.
Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa salah
satu mekanisme melalui peraturan perundang-
undangan dalam rangka untuk meningkatkan
kepercayaan masyarakat kepada bank adalah
dengan diintrodusirnya LPS via Undang-undang
Nomor 24 Tahun 2004.



Adanya LPS ini diharapkan dapat memberikan
keyakinan pihak nasabah, khususnya nasabah
deposan untuk menyimpan uangnya di bank
(Pramono, 2000, p. 218). Dalam hal ini menjamin
pelaksanaan prinsip kepercayaan, antara lain bank
harus memberi advis kepada nasabah tentang
risiko yang mungkin terjadi dalam penyimpanan
dananya di bank dan bank dalam melaksanakan
transaksi untuk kepentingan nasabah harus mela-
kukannya dengan hati-hati. Oleh karena itu, pasal
29 ayat (4) UU perbankan menetapkan “untuk
kepentingan nasabah, bank wajib menyediakan
informasi mengenai kemungkinan timbulnya risiko
kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah
yang dilakukan melalui bank.”

Meskipun pengaturan dalam peraturan perun-
dang-undangan mengenai prinsip kepercayaan ini
ditujukan secara khusus kepada perbankan, tetapi
secara mutatis mutandis juga dapat diterapkan
dalam operasional lembaga keuangan bukan bank
atau lembaga pembiayaan (Arrsjid, 2000, p. 72).
Tidak adanya jaminan (collateral) dalam produk
yang diberikan oleh perusahaan pembiayaan.
Misalnya, menunjukan bahwa pada hakikatnya
lembaga tersebut juga telah menerapkan prinsip
kepercayaan ini di sisi penyaluran dana.

. Prinsip Kahati-hatian (Prudential Principle)

Konsekuensi yuridis sebagai lembaga yang
menarik dana dan masyarakat, maka sebuah lem-
baga keuangan ataupun lembaga pembiayaan
hendaknya mampu mengelola kegiatan usahanya
berdasarkan prinsip kehati-hatian. Untuk itu,



lembaga keuangan khususnya perbankan mela-
kukan studi kelayakan sebelum memberikan
pembiayaan kepada nasabahnya. Undang-Undang
Nomor 10 Tahun 1998 tidak menyebut secara tegas
mengenai pengertian prinsip kehati-hatian ini.
Secara normatif, Pasal 2 Undang-undang Nomor 10
Tahun 1998 hanya menyebutkan bahwa “per-
bankan Indonesia dalam melakukan usahanya
berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggun-
akan prinsip kehati-hatian.” Penjelasan mengenai
prinsip tersebut, yaitu sebagai berikut.

1) Watak (calon) nasabah.

Dilihat dari kejujurannya lewat investigasi
yang dilakukan oleh maker, keadaan lingkungan
keluarga (calon) nasabah, dan riwayat pemin-
jaman yang telah lalu (apabila calon nasabah
sebelumnya pernah mengajukan pembiayaan
atau kredit pada bank lain). Selain itu, hal
adanya unsur kemauan dari (calon) nasabah
untuk melunasi Pembiayaan yang diberikan
oleh lembaga keuangan pembiayaan syariah
yang bersangkutan (Dewi, 2006, p. 87).

2) Modal (calon) nasabah.

Dalam modal ini yang dilihat adalah jumlah
dana yang dimiliki nasabah untuk membeli
barang yang diperlukannya atau menjalankan
kegiatan usahanya. Dengan kata iain, (calon)
nasabah dalam mengajukan permohonan pem-
biayaan pun harus memiliki setidaknya uang
muka untuk membuka rekening yang akan
digunakan sebagai cara pelunasan pembiayaan
nantinya (Anshori, 2008, p. 219).



3)

4)

Kemampuan (calon) nasabah

Kemampuan (calon) nasabah untuk melu-
nasi pembiayaan yang diberikan oleh LKS,
dilihat dari usaha (calon) nasabah yang menjadi
sumber pelunasan pembiayaan yang dimaksud
(Anshori, 2008, p. 91). Misalnya dalam pembi-
ayaan murabahah untuk tujuan konsumtif, hal
ini bisa diprediksi secara Jelas, tetapi untuk
pembiayaan musyarakah dengan tujuan pro-
duktif pihak bank harus benar benar selektif
dalam melakukan penilaian. Di sini pihak bank
harus benar-benar memperhitungkan aspek-
aspek yang ada antara lain aspek hukum, aspek
pemasaran, aspek keuangan, serta aspek
manajemen (Dewi, 2006, p. 90).
calon nasabah

Bank Muamalat Indonesia juga menerapkan
untuk adanya agunan, seperti halnya bank
konvensional. Dalam konteks agunan ini berlaku
prinsip bahwa semua bentuk pembiayaan dapat
dimintakan agunan, kecuali pembiayaan muda-
rabah. Pembiayaan mudarabah tidak perlu ada
jaminan karena risiko pembagian keuntungan
dan kerugiannya sudah jelas. Praktik bahwa
pembiayaan musyarakah diminta jaminan
semata-mata untuk melaksanakan prinsip
kehati-hatian ini.

Pembiayaan musyarakah yang dijadikan seba-

gal agunan adalah objek kesepakatan. Dalam hal
ini usaha yang dibiayai bersama jika dirasa tidak

dapat mencukupi untuk menutupi pembiayaan,

maka bank dapat meminta barang lain untuk



dijadikan sebagai agunan tambahan. Nilai dari
agunan itu sendiri harus dapat menutupi jumlah
dari pembiayaan yang dimohon (calon) nasabah.
Sebagai prinsip yang esensial dalam perbank-
an, prinsip kehati-hatian ini juga dapat diterapkan
dalam lembaga keuangan bukan bank, lembaga
pembiayaan, dan perusahaan pembiayaan. Melalui
implementasi prinsip kehati-hatian ini, maka
lembaga keuangan dan lembaga pembiayaan yang
ada akan mampu mempertahankan eksistensinya,
khususnya pada saat krisis seperti pemberian
kredit atau pembiayaan yang sarat akan kolusi dan
pelanggaran legal lending limit atau batas maksi-
mum pemberian kredit. Prinsip kehati-hatian yang

dituangkan dalam Pasal 35.

a. Bank syariah dan unit usaha syariah dalam
melakukan kegiatan usahanya wajib menerap-
kan prinsip kehati-hatian.

b. Bank syariah dan unit usaha syariah wajib
menyampaikan kepada Bank Indonesia laporan
keuangan berupa neraca tahunan dan perhi-
tungan laba rugi tahunan serta penjelasannya
yang disusun berdasarkan prinsip akuntansi
syariah yang berlaku umum serta laporan
berkala lainnya, dalam waktu dan bentuk yang
diatur dengan peraturan Bank Indonesia.

c. Neraca dan perhitungan laba rugi tahunan seba-
gaimana dimaksud pada ayat (2) wajib terlebih
dahulu diaudit oleh kantor akuntan publik.

d. Bank Indonesia dapat menetapkan pengecualian
terhadap kewajiban sebagaimana dimaksud



pada ayat (3) bagi bank pembiayaan rakyat
syariah.

e. Bank syariah wajib mengumumkan neraca dan
laporan laba rugi kepada publik dalam waktu
dan bentuk vans; ditentukan oleh Bank
Indonesia.

Pasal 36 UU Nomor 8 Tahun 1992 dinyatakan
bahwa “Dalam menyalurkan pembiayaan dan
melakukan kegiatan usaha lainnya, bank syariah
dan unit usaha syariah wajib menempuh cara-cara
yvang tidak merugikan bank syariah dan/atau unit
usaha syariah dan kepentingan nasabah yang
mempercayakan dananya.”

. Prinsip Kerahasiaan

Prinsip lain pengelolaan lembaga keuangan
yang juga sangat terkait. Prinsip ini sangat penting
untuk dijaga dalam industri perbankan karena
merupakan jiwa dan industri perbankan. Stabilitas
sistem keuangan akan dapat digoyah jika bank
tidak menganut prinsip kerahasiaan ini. Prinsip
kerahasiaan bank diatur melalui Undang-undang
Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Ada
perbedaan pengaturan mengenai rahasia bank an-
tara Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998.

Perubahan dalam undang-undang yang baru
meliputi pengertian dan objek rahasia bank,
perluasan mengenai pihak dan kepentingan yang
dapat mengecualikan ketentuan rahasia bank,
pengajihan instansi yang berwenang memberi
perintah atau izin pengecualian, dan ketentuan
pidana berkenaan dengan rahasia bank. Pengerti-
an rahasia bank sebagaimana ditetapkan Undang-



C.

Undang Perbankan sangat luas, baik menyangkut
objek manapun kedudukan nasabahnya. Hal ini
berbeda dengan pengertian yang dianut Undang-
Undang Perbankan Syariah yang mengartikan
rahasia bank sebagai segala sesuatu yang berhubu-
ngan dengan keterangan nasabah penyimpan dan
simpanannya memang tidak ada penjelasannya
secara rinci. Namun, pengertian rahasia bank
sebagaimana ditetapkan Undang-Undang Perban-
kan Syariah secara tegas membatasi kedudukan
nasabah yang wajib dirahasiakan keterangannya,
yvakni hanya nasabah penyimpan. Dalam pasal 40
UU Nomor 10 Tahun 1998 ditegaskan, bilamana
nasabah bank adalah nasabah penyimpan yang
sekaligus nasabah debitur, bank wajib tetap
merahasiakan keterangan tentang nasabah dalam
kedudukannya sebagai nasabah penyimpan. Kete-
rangan mengenai nasabah selain sebagai nasabah
penyimpan, bukan termasuk keterangan yang
wajib dirahasiakan.

Dasar Yuridis Perbankan Syariah
Di dalam mengoperasionalkan bank syariah, dasar

hukum pertama adalah Al-Qur’an dan hadis. Beberapa

ayat di dalam Al-Qur’an sebagai dasar operasional bank

syariah, antara lain:

a. Q.S. Al-Bagarah ayat 275. Artinya, “orang-orang

yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri
melainkan seperti berdirinya orang yang kemasuk-
an syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila.”

b. Q.S. Al-Imran ayat 130. Artinya, “Hai orang-orang

yang beriman, janganlah kamu memakan riba de-



ngan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada

Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.”

c. Q.S. An-Nisa' ayat 29. Artinya, “Hai, orang-orang
yang beriman janganlah kamu saling memakan
harta sesamamu dengan jalan yang batil.”

Selain beberapa ayat Al-Qur'an di atas, maka
berdasarkan hukum positif, landasan dalam meng-
operasionalkan bank syariah adalah Undang-undang
Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
(sebelum lahirnya undang-undang ini, landasan
operasional bank syariah adalah UU Nomor 10 Tahun
1998 tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1992
tentang Perbankan, di mana sebatas diakomodirnya
Prinsip Syariah dalam operasional bank, yakni di
dalam Pasal 1 ayat (3) jo. Pasal 1 butir 13).

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1992
tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil, di
dalamnya antara lain mengatur ketentuan tentang
proses pendirian Bank Umum Nirbunga. Berdasarkan
Pasal 28 dan 29 Surat Keputusan Direksi Bank
Indonesia Nomor 32/34/KEP/DIR tanggal 12 Mei 1999
tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil, me-
ngatur tentang beberapa kegiatan usaha yang dapat
dilakukan oleh bank syariah.

Peraturan lainnya yang khusus mengatur tentang
akad dalam kegiatan usaha berdasarkan prinsip
syariah adalah Peraturan Bank Indonesia Nomor
7/46/PB1/2005 tentang Akad Penghimpunan dan Penya-
luran Dana bagi Bank yang Melaksanakan Kegiatan
Usaha berdasarkan Prinsip Syariah sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor
9/19/PBl/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah



dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran
Dana serta Layanan Jasa Bank Syariah. Dasar hukum
lainnya yang dapat digunakan dalam pembuatan
ataupun pelaksanaan akad dengan prinsip murabahah
didasarkan pada Pasal 1338 Ayat (1) dan (3) Buku III
KUHPerdata.

Peraturan lain yang memberikan dasar bagi ber-
operasionalnya perbankan syariah, khususnya dalam
hal mempertahankan hak dari para pihak yang dalam
ilmu hukum dikenal sebagai hukum formalnya, yaitu
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang
Altenatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan
dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang digunakan
dalam penyelesaian sengketa para pihak melalui
pengadilan atau jalur litigasi. Di dalam undang-undang
tersebut, terdapat pengertian ekonomi syariah dan
adanya kompetensi absolut peradilan agama dalam me-
nyelesaikan sengketa ekonomi syariah (Jayosumanto,
1999, p.16):

Adanya pelarangan tidak berarti melarang setiap
subjek hukum melakukan transaksi keuangan melalui
perbankan. Sebab, Islam juga memberikan alternatif
penggantinya berupa akad-akad tradisional Islam atau
lazim dikenal dengan prinsip syariah yang dapat
diterapkan dalam produk perbankan. Lebih lanjut
dalam rangka penerapan prinsip dimaksud telah
mendapatkan dasar hukumnya dalam peraturan
perundang-undangan dari tingkat konstitusi hingga
peraturan teknisnya berupa Peraturan Bank Indonesia
(PBI) dan Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI). Pada



tingkat konstitusi legitimasi perbankan syariah di
Indonesia tertuang dalam Pasal 29 UUD Tahun 1945,
yakni bahwa Negra berdasar atas Ketuhanan Yang
Maha Esa dan negara menjamin kemerdekaaan tiap-
tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-
masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan
kepercayaannya itu.

Tingkat perundang-undangan telah disahkan RUU
Syariah pada 17 Juni 2008 dan telah diundangkan
dalam lembaran Negara melalui Undang-Undang
Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pada
16 Juli 2008. Latar belakang dikeluarkannya regulasi
perbankan syariah ini, yaitu (1) dalam rangka men-
capal tujuan pembangunan nasional Indonesia berupa
terciptanya masyarakat adil dan makmur berdasarkan
demokrasi ekonomi, pengembangan sistem ekonomi
yvang berlandaskan pada nilai keadilan, kebersamaan,
pemerataan, dan kemanfaatan yang sesuai dengan
prinsip syariah; (2) adanya kebutuhan masyarakat
Indonesia akan jasa-jasa perbankan syariah yang
makin meningkat; (3) perbankan syariah memiliki
kekhususan dibandingkan dengan perbankan konven-
sional; (4) pengaturan mengenai perbankan syariah
melalui Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang
Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 10 Tahun 1998 belum spesifik. Untuk
itu, perbankan syariah perlu diatur secara khusus
dalam suatu undang-undang tersendiri.

Prinsip perbankan syariah merupakan bagian dari
ajaran Islam yang berkaitan dengan ekonomi. Salah
satu prinsip dalam ekonomi Islam adalah larangan riba
dalam berbagai bentuknya dan menggunakan sistem,



antara lain berupa prinsip bagi hasil. Dengan prinsip
bagi hasil, bank syariah dapat menciptakan iklim inves-
tasi yang sehat dan adil karena semua pihak dapat
saling berbagi baik keuntungan maupun potensi risiko
yvang timbul sehingga akan menciptakan posisi yang
berimbang antara bank dan nasabahnya. Dalam jangka
panjang, hal ini akan mendorong pemerataan ekonomi
nasional karena hasil keuntungan tidak hanya di-
nikmati oleh pemilik modal saja, tetapi juga oleh
pengelolah modal (Sri, 2000, p. 47). Dasar pijakan
dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008
meliputi beberapa peraturan perundang-undangan
yang telah ada sebelumnya, yaitu.

a. Pasal 20 dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang
Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3472) seba-
gaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan
Lembaran Negara Republik indonesia Nomor
3790);

c¢. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang
Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lem-
baran Negara Republik Indonesia Nomor 4357);



d. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Lembaga Penjamin Simpanan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 96. Tamba-
han Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4420);

e. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang
Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lem-
baran Negara Republik Indonesia Nomor 4756)
(Mardani, 2014, p. 233).

Hal pelaksanaan UU Perbankan Syariah dimak-
sud hendaknya selalu memperhatikan pada UUD NRI
Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1992 tentang Perbankan, Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2004 tentang. Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia,
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lem-
baga Penjamin Simpanan, dan Undang-Undang Nomor
40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Sementara secara teknis operasional mendasarkan
pada peraturan perundang-undangan di bawah
undang-undang yakni Peraturan Pemerintah (PP) dan
Peraturan Bank Indonesia (PBI). Beberapa pasal dalam
UU Perbankan Syariah juga mengamanatkan pemben-
tukan PBI sebagai peraturan pelaksanaannya. Namun,
sebelum PBI dimaksud terbentuk, maka PSI yang
sudah ada sebelumnya masih dinyatakan berlaku.

PBI yang berlaku hingga saat ini, antara lain
mengatur tentang kegiatan usaha bank syariah dan
akad yang mendasari produk-produknya. PBI dimak-
sud yakni PBI No. 6/24/PBl/2004 tentang Bank Umum



Yang Menjalankan Kegiatan Usaha Berdasarkan
Prinsip Syariah, sebagaimana telah diubah dengan PBI
No. 7/35/PB1/2005 dan PBI No. 9/19/PBl/2007 tentang
Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghim-
punan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan
Jasa Bank Syariah.

Berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun
2008, maka ada dua macam peraturan perbankan, yaitu
Undang Perbankan dan Undang-undang Bank Syariah.
Hubungan kedua undang-undang tersebut adalah
Undang-Undang Perbankan sebagai peraturan umum
(lex generalis)s dan Undang-Undang Bank Syariah
sebagai peraturan khusus (Jex specialis). Hal ini berarti
untuk mendirikan bank syariah tidak lagi menda-
sarkan Undang-Undang Perbankan, tetapi mengikuti
peraturan dalam Undang-Undang Bank Syariah, maka
berlaku Undang-Undang Perbankan (Supramono, 2009,
p. 133).

Ketentuan pelaksanaan lebih lanjut dari hal-hal
yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun
2008, selain terdapat dalam berbagai ketentuan PBI
yang berlaku, juga akan ditindaklanjuti dalam berbagai
PBI, yaitu.

a. Ketentuan mengenai persyaratan perizinan usaha
Unit Usaha Syariah (UUS) Pasal 5 ayat (3);

b. Ketentuan mengenai tugas manajemen, re-
munerasi  komisaris dan  direksi, laporan
pertanggungjawaban tahunan, penunjukkan dan
biaya jasa akuntan publik, penggunaan laba, dan
hal-hal lainnya (Pasal 8 huruf b);



. Ketentuan mengenai maksimum kepemilikan Bank
Umum Syariah oleh warga negara asing dan/atau
badan hukum asing (Pasal 9 ayat (3);

. Ketentuan mengenai perizinan, bentuk badan
hukum, anggaran dasar, serta pendirian dan kepe-
milikan Bank Syariah (Pasal 10);

. Ketentuan mengenai besarnya modal disetor mini-
mum pendirian Bank Syariah (Pasal 11);

. Ketentuan mengenai izin perubahan UUS menjadi
Bank Umum Syariah (Pasal 16 ayat (2));

. Ketentuan mengenai kegiatan usaha dan/atau pro-
duk jasa syariah (Pasal 26 ayat (3);

. Ketentuan mengenai tata cara pembentukan, ke-
anggotaan dan tugas komita perbankan syariah
(Pasal 26 ayat (5);

i. Ketentuan mengenai uji kemampuan dan kepatut-

an calon pemegang saham pengendali bank syariah
(Pasal 27 ayat (4));

j. Ketentuan mengenai penugasan salah satu jajaran

Direksi Bank Syariah (Direktur Kepatuhan) ber-
kenaan dengan Kepatuhan Bank Syariah terhadap
pelaksanaan ketentuan Bank Indonesia dan
peraturan perundang-undangan lainnya (Pasal 29
ayat (2)).

Di samping itu perlu segera disiapkan penyusunan

Peraturan Bank Indonesia yang baru, juga Bank

Indonesia perlu segera melakukan penyesuaian ter-

hadap beberapa Peraturan Bank Indonesia yang

berlaku saat ini dengan materi Undang-Undang Nomor
21 Tahun 2008 (Permana & Purba, n.d., p. 11).
Sementara itu, masalah penerapan tata kelola sesuai

dengan syariah akan berada di bawah pengawasan



MUI. Kedepannya, MUI akan memiliki perwakilan di
Bank Indonesia sebagai Dewan Pengawas Syariah
(Machmud & Rukmana, n.d., 74). Sehubungan dengan
itu, ketentuan dalam Pasal 69 Undang-Undang Nomor
21 tahun 2008 menegaskan sebagai berikut.

Pada saat undang-undang ini mulai berlaku, segala
ketentuan mengenai perbankan syariah yang diatur
dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang
Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran negara
Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998
Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3790) beserta peraturan pelaksa-
naannya dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak
bertentangan dengan undang-undang ini.

Berdasarkan kepada ketentuan dalam Pasal 69
Nomor 21 Tahun 2008 ini, berarti selama ketentuan
mengenai perbankan syariah yang diatur dalam
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang, Nomor 10 Tahun
1995. Beserta dengan peraturan pelaksanaan, tidak
bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 21
Tahun 2008, masih dinyatakan tetap berlaku dengan
mengadakan penyesuaian seperlunya sampai diganti,
dicabut atau disesuaikan berdasarkan Undang-Undang
Nomor 21 Tahun 2008.

Dengan segera tersusunnya peraturan pelaksana-
an dalam peraturan Bank Indonesia, keberadaan
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 beserta
peraturan pelaksanaannya yang didukung dengan



komitmen oleh para pemangku kepentingan, maka
diharapkan akan dapat mendorong industri perbankan
syariah berkembang secara cepat, sehat, dan amanah.

Sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor
21 Tahun 2008, kemudian Bank Indonesia me-
ngeluarkan berbagai regulasi yang baru sebagai
pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun
2008. D1 samping itu, terhadap regulasi Bank Indonesia
yvang sudah ada, Bank Indonesia juga melakukan
penyempurnaan terhadap pengaturan perbankan
syariah yang ada, baik hal itu karena penyesuaian
dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, terkait
harmonisasi dengan ketentuan lainnya, maupun dalam
rangka mendukung perkembangan syariah yang sehat
dan tangguh. Adapun peraturan pelaksanaan dari
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tersebut antara
lain.

a. Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/16/PB1/2008
tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia
Nomor 9/19/PBl/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip
Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan
Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank
Syariah;

b. Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/17/PBl1/2008
tentang Produk Bank Syariah dan Unit Usaha
Syariah.

c. Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/18/PB1/2008
tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank
Syariah dan Unit Usaha Syariah sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia
Nomor 13/9/PBl/2011;



. Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/32/PBI/2009
tentang Komite Perbankan Syariah;

. Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/3/PBl/2009
tentang Bank Umum Syariah;

. Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/10/PB1/2009

tentang Unit Usaha Syariah;

. Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/15/PB1/2009
tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Konven-
sional menjadi Bank Syariah;

. Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/23/PB1/2009
tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah;

1. Peraturan Bank Indonesla Nomor 11/31/PBl/2009

tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan Bank Sya-
riah dan Unit Usaha Syariah.



Bab 6
Pembiayaan Musyarakah

A. Pengertian Pembiayaan Musyarakah

Sebelum mendefinisikan pembiayaan pada musya-
rakah, maka ada baiknya megetahui terlebih dahulu
arti dari musyarakah tersebut dalam perspektif
muamalah, Secara bahasa adalah masdar dari -l uil
yang berarti penyatuan dua dimensi atau lebih menjadi
satu kesatuan. Kata ini juga berarti bagian dari
bersyarikat (Shamad, 2007, p. 53). Dalam Kompilasi
Hukum Ekonomi Syariah (KHES) (2008, p. 41) syirkah
didefinisikan di dalam pasal 136 yaitu, kerja sama
dapat dilakukan antara kedua belah pihak pemilik
modal atau lebih untuk melakukan usaha bersama
dengan jumlah modal boleh yang tidak sama, masing-
masing pihak berpartisipasi dalam perusahaan, dan
keuntungan dan kerugian dibagi sama atas dasar
proposi modal.

Syirkah identik dengan partnership (bahasa
Inggris) atau perkongsian. Namun demikian, istilah
tersebut telah menjadi populer di kalangan para
musafir dan dan pedagang Arab Jahiliah juga ma-
syarakat Melayu sebagai bentuk kerja sama dalam
beberapa sektor yang didasari suatu bentuk perjanjian.
Perkataan kerja sama cooperation dan perkongsiang



(partnership) banyak didapati dalam kalimat-kalimat
Al-Qur’an seperti surat An-Nisa ayat 12.
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Artinya, “tetapi jika saudara-saudara seibu lebih dari
seorang maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga
itu.”
Ayat tersebut menerangkan bahwa bagian se-
pertiga dari harta warisan menjadi syirkah (milik
bersama) di antara dua orang atau lebih saudara seibu.
Menurut terminologi, syirkah adalah suatu transaksi
yang menghendaki tetapnya hak pada sesuatu menjadi
milik dua orang atau lebih. Selain itu, ada juga yang
mendefinisikan sebagali percampuran saham atau
modal seorang dengan orang lain sehingga tidak dapat
dibedakan kedua modal tersebut. Dalam harta syirkah
tersebut, adanya penetapan bagian masing-masing
pihak berdasarkan ketentuan yang telah disepakati
bersama. Sementara itu, Abdurrahman (n.d.), Seorang
Ulama Kontemporer, menjelaskan bahwa syirkah
adalah hubungan kerja sama antara dua orang atau
lebih dalam bentuk bisnis (perniagaan) dan masing-
masing pihak memperoleh pembagian keuntungan
berdasarkan penanaman modal dan kerja masing-
masing peserta.

Pengertian musyarakah menurut istilah berbeda
pendapat dikalangan ulama fikih. Definisi syirkah yang
dikemukakan oleh ulama Hanafiyah adalah orang-
orang yang bekerja sama dalam modal dan keuntungan.
Sementara itu, di kalangan ulama Malikiyyah, syirkah
didefinisikan dengan izin untuk mendayagunakan
(tasarruf) harta yang dimiliki dua orang secara
bersama-sama oleh keduanya, yakni para pihak yang



berkongsi saling menginzinkan kepada salah satunya
untuk mendayagunakan harta milik keduanya, namun
masing-masing memiliki hak untuk tasarruf(Nasution,
2007, p. 165).

Pada dasarnya, definisi-definisi yang dikemukakan
oleh ulama-ulama di atas hanya berbeda secara redak-
sional, sedangkan esensi yang terkandung di dalamnya
sama, yaitu ikatan kerja sama yang dilakukan oleh dua
orang atau lebih dalam perdagangan. Dengan adanya
akad syirkah yang disepakati kedua belah pihak, semua
pihak yang mengikatkan diri berhak bertindak hukum
terhadap harta serikat itu dan berhak mendapatkan
keuntungan sesuai dengan kesepakatan yang dise-
pakati. Musyarakah pada umumnya merupakan
perjanjian yang berjalan terus sepanjang usaha yang
dibiayai bersama selama beroperasi. Meskipun de-
mikian, perjanjian musyarakah dapat diakhiri dengan
atau tanpa menutup usaha. Apabila usaha ditutup dan
dilikuidasi, maka masing-masing mitra usaha men-
dapat hasil likuidasi aset sesuai nisbah penyertaannya.
Namun, apabila usaha terus bejalan, maka mitra usaha
yvang ingin mengakhiri perjanjian dapat menjual
sahamnya ke mitra usaha yang lain dengan harga yang
disepakati bersama (Ascarya, 2008, p. 52).

Menurut fatwa DSN-MUI NOMOR 08/DSN-
MUI/IV/2000, syirkah diartikan sebagai pembiayaan
berdasarkan akad kerja sama antara kedua belah pihak
atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-
masing pihak memberikan kontribusi dana dengan
ketentuan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai
dengan kesepakatan.



Dari beberapa definisi di atas, penulis menyim-
pulkan bahwa musyararah merupakan salah satu
bentuk kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk
suatu usaha tertentu, di mana keduanya masing-
masing pihak memberikan kontribusi dana atau uang
dengan kesepakatan keuntungan dan risiko akan
ditanggung bersama. Dengan demikian, syirkah dapat
menggerakkan modal roda perekonomian dengan
pendapatan yang diperoleh dari pengelolaan usaha
sehingga dapat meminimalisasikan tingkat kemiskinan
khususnya. Dalam perbankan, aplikasi musyarakah
disebut dengan pembiayaan musyarakah yang biasa-
nya dalam hal pembiayaan proyek, di mana nasabah
dan bank sama-sama menyediakan dana untuk
membiayai proyek tersebut. Setelah proyek itu selesai,
nasabah mengembalikan dana tersebut bersama bagi
hasil yang telah disepakati untuk bank.

Secara spesifik, bentuk kontribusi dari pihak yang
bekerja sama dapat berupa dana, trading asset,
kewirausahaan (entrepreneurship), kepandaian (skill)
kepemilikan (property), peralatan (equipment) atau
intangible asset (seperti hak paten atau good will,
kepercayaan/reputasi (credit worthiness), dan barang-
barang lainnya yang dapat dinilai dengan uang. Dengan
merangkum seluruh kombinasi dari bentuk kontribusi
masing-masing pihak dengan atau tanpa batasan wak-
tu menjadikan produk ini sangat fleksibel (Mardani,
2012, p. 23).

Ketentuan umum pembiayaan musyarakah adalah
sebagai berikut (Mardani, 2012, p. 240).

1. Semua modal disatukan untuk dijadikan modal
proyek musyarakah dan dikelola bersama-sama.



Setiap pemilik modal berhak turut serta dalam
menentukan kebijakan usaha yang dijalankan oleh
pelaksana proyek. Pemilik modal dipercaya untuk
menjalankan proyek musyarakah dan tidak boleh
melakukan tindakan seperti.

a. Menggabungkan dana proyek dengan harta
pribadi.

b. Menjalankan proyek musyarakah dengan pihak
lain tanpa izin pemilik modal lainnya.

¢. Memberi pinjaman kepada pihak lain.

d. Setiap pemilik modal dapat mengalihkan pe-
nyertaan atau digantikan oleh pihak lain.

e. Setiap pemilik modal dianggap mengakhiri kerja
sama sama apabila menarik diri dari perserikat-
an, meninggal dunia, dan menjadi tidak cakap
hukum.

. Biaya yang timbul dalam pelaksanaan proyek dan

jangka waktu proyek harus diketahui bersama.

Keuntungan dibagi sesuai porsi kecakapan, se-

dangkan kerugian dibagi sesuai porsi kontribusi

modal.

. Proyek yang akan dijalankan harus disebutkan

dalam akad, setelah proyek selesai nasabah me-

ngembalikan dana tersebut bersama bagi hasil
yvang telah disepakati untuk bank.

Dalam hal modal ventura, pada lembaga keuangan

khusus yang dibolehkan melakukan investasi dalam

kepemilikan perusahaan, Al-musyarakah diterapkan

dalam skema modal ventura. Penanaman modal sering

dilakukan untuk jangka waktu tertentu dan setelah itu

bank melakukan divestasi atau menjual bagian saham-

nya, baik secara singkat maupun secara bertahap.



Selanjutnya, yang harus diperhatikan dalam
pembiayaan musyarakah adalah dalam hal pembagian
proporsi keuntungan.Proporsi keuntungan yang diba-
gikan kepada mitra usaha harus disepakati pada awal
kontrak. Jika proporsi belum ditetapkan, maka tidak
sah menurut syariah dan juga butuh memperhatikan
rasio atau nisbah keuntungan untuk masing-masing
mitra usaha harus ditetapkan sesuai dengan keuntu-
ngan nyata yang diperoleh dari usaha. Selain itu, tidak
ditetapkan berdasarkan modal yang disertakan, tidak
diperbolehkan untuk menetapkan langsung untuk
mitra tertentu, atau tingkat keuntungan tertentu yang
dikaitkan dengan modal investasinya.

Misalnya, jika A dan B bermitra dan sepakat bahwa
akan mendapatkan bagian keuntungan setiap bulan
sebesar Rp100.000,00 dan sisanya merupakan bagian
keuntungan si B, maka kemitraan itu tidak sah.
Demikian pula, jika disepakati bahwa A akan akan
memperoleh 15% dari nilai investasinya, kemitraan itu
tidak sah. Dasar yang benar untuk mendistribusikan
keuntungan adalah presentasi yang disepakati dari
keuntungan yang benar-benar diperoleh dalam usaha.

Penentuan proporsi keuntungan dalam menentu-
kan proporsi keuntungan terdapat beberapa pendapat
para ahli hukum Islam sebagai berikut.

a. Imam Malik dan Imam Syafi’i berpendapat bahwa
proporsi keuntungan dibagi di antara mereka me-
nurut kesepakatan yang ditentukan sebelumnya
dalam akad sesuai dengan proporsi modal yang
disertakan.
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b. Imam Ahmad berpendapat proporsi keuntungan
dapat pula berbeda dari proporsi modal yang me-
reka sertakan.

c. Imam Abu Hanifah, yang dapat dikatakan sebagai
pendapat tengah-tengah, berpendapat bahwa pro-
porsi keuntungan dapat berbeda dari proporsi
modal pada kondisi normal. Namun demikian,
mitra yang memutuskan menjadi sleeping partner,
proporsi keuntungan tidak boleh melebihi proporsi
modalnya.

d. Pembagian kerugian, kerugian harus dibagi di
antara para mitra secara proporsional menurut
saham masing-masing dalam modal

e. Biaya operasional dibebankan pada modal ber-
sama, jika salah satu pihak tidak menunaikan
kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di
antara para pihak, maka penyelesaiannya dila-
kukan melalui badan Arbitrase Syariah setelah
tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah
(Mardani, 2012, p. 251).

Pada skema di atas dapat kita ketahui bagaimana
mekanisme atau skema pembiayaan pada musyarakah,
namun dalam hal ini pembiayaan musyarakah yang
dilakukan pada dunia perbankan, baik konvensional
maupun syariah, selalu saja mensyaratkan adanya
jaminan. Oleh karena itu, sebaiknya kita harus
mengetahui jaminan dalam musyarakah ditinjau dari
hukum Islam atau fikih muamalah, sebelum mela-
kukan pembiayaan. Sebenarnya, pihak manajemen
bank syariah harus memastikan bahwa usaha tersebut
dikelola dengan baik dan taat asas berdasarkan perjan-
jian yang telah disepakati.



Semua aset dalam usaha tersebut dapat digunakan
oleh bank sebagai jaminan pokok, yang biasanya
digunakan untuk menyelesaikan masalah pembiayaan
bermasalah dengan cara first way out. Bila jaminan
pokok tersebut tidak memadai untuk menutupi semua
risiko pembiayaan yang mungkin dihadapi bank, maka
dalam operasionalnya pihak manajemen bahkan me-
minta nasabah debitur untuk menyediakan agunan
tambahan. Dalam hal ini tidak seharusnya demikian,
namun yang sepatunya adalah ketika debitur bermasa-
lah dengan pembiayaan, maka yang dijadikan sasaran
utama ialah usaha yang mereka jalankan tanpa harus
meminta jaminan lagi kepada nasabah debitur.

Secara konsep, musyarakah mempunyai arti pen-
campuran ikhtilat yaitu percampuran salah satu dari
dua harta dengan harta lainnya tanpa dibedakan
antara keduanya. Konsep musyarakah ini juga
merupakan kerja sama antara dua orang atau lebih
dalam hal permodalan, keterampilan, atau ke-
percayaan dalam usaha tertentu dengan pembagian
keuntungan berdasarkan nisbah tanpa mensyaratkan
adanya jaminan. Jika kedudukan jaminan ditinjau
dalam hukum positif, maka hal ini telah diatur dalam
Pasal 23 UU No 21 Tahun 2008 ditentukan bahwa bank
syariah harus mempunyai keyakinan atas kemauan
dan kemampuan calon nasabah penerima fasilitas
untuk melunasi seluruh kewajiban pada waktunya
sebelum bank syariah menyalurkan dana kepada
nasabah penerima fasilitas.

Berdasarkan ketentuan di atas, dapat diketahui
bahwa agunan (jaminan) merupakan unsur penting
yvang harus diperhatikan oleh bank syariah sebelum



melakukan pembiayaan musyarakah. Agunan (jami-
nan) ini merupakan salah satu unsur yang dapat
memberikan keyakinan kepada bank syariah terhadap
dana yang disalurkan dalam bentuk pembiayaan
tersebut akan dapat dikembalikan oleh nasabah. Atas
dasar itulah diketahui bahwa jaminan tersebut hanya
sebagai unsur kehati-hatian saja.

B. Dasar Hukum Pembiayaan Musyarakah

Islam menggalakkan kerja sama dalam berbagai
bentuk usaha kebajikan dan kebaikan dan sebaliknya
menolak usaha-usaha yang bisa mendatangkan
kemudaratan untuk diri sendiri dan orang banyak.
Oleh karena itu operasional syirkah dalam dunia
perdagangan diperbolehkan oleh syariat Islam. Hal ini
berdasarkan pada dalil-dalil Al-Qur’an, sunah, dan
1jmak ulama.
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Artinya: “Dia (Daud) berkata, ‘Sungguh, dia benar-
benar telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta
kambingmu itu untuk (digabungkan) kepada kambing-
kambingnya. Sesungguhnya banyak di antara orang-
orang yang Dberserikat itu benar-benar saling
merugikan satu sama lain, kecuali orang-orang yang
beriman dan beramal saleh, dan sedikit sekali mereka
itu.” Daud meyakini bahwa Kami hanya mengujinya.
Maka, dia memohon ampunan kepada Tuhannya dan
dia tersungkur jatuh serta bertobat.”
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1. Dalil dari Sunah

Pelaksanaan dalam Islam juga didasari kepada
hadis qudsi yang diriwayatkan dari Abu Hurairah
bahwa Rasulullah saw bersabda, “Aku adalah kongsi
ketiga dari dua orang yang berkongsi selama salah
seorang kongsi tidak mengkhianati kongsinya, apabila
ia mengkhianati, maka aku keluar dari perkongsian
itu” (HR. Abu Daud).
2. Dalil-Dalil Ijmak

Ulama sepakat bahwa syirkah hukumnya menurut
syariat, sekalipun mereka berbeda pendapat tentang
jenis-jenis syirkah dan keabsahan masing- masing.
Syirkah saling berbeda menurut masing-masing per-
sepsi mereka apa yang kita lihat sejak masa Rasulullah
saw, orang-orang mukmin selalu berserikat dalam
perniagaan.

C. Macam-Macam Musyarakah

Pada dasarnya syirkah dibagi menjadi dua macam,
yaitu syirkah amlak (kepemilikan) dan syirkah ‘uqud
atau akad (kontrak). Syirkah Amliak terjadi disebabkan
tidak melalui akad, tetapi melalui warisan, wasiat, atau
kondisi lainnya yang berakibat pemilikan. Dalam
syirkah ini, kepemilikan dua orang atau lebih berbagi
dalam aset nyata dan berbagi pula dalam hal keun-
tungan yang dihasilkan aset tersebut. Adapun syirkah
akad tercipta karena adanya kesepakatan antara dua
orang atau lebih untuk bekerja sama dalam memberi
modal dan mereka sepakat berbagi keuntungan dan
kerugian.



Sabiq (n.d.) membagi syirkah akad menjadi empat
bagian diantaranya sebagai berikut.
a. Syirkah Inan
Kerja sama antara dua orang atau lebih dalam
permodalan untuk melakukan suatu usaha ber-
sama dengan cara membagi untung atau rugi
sesuai jumlah modal masing-masing. Namun,
apabila porsi masing-masing pihak berbeda, maka
sesual dengan kesepakatan mereka dan semua
ulama membolehkannya.
b. Syirkah Mutawadhah
Kerja sama antara dua orang atau lebih untuk
melakukan usaha-usaha dengan mempunyai bebe-
rapa persyaratan bahwa modal yang disertakan
dalam suatu usaha tersebut harus sama banyak,
bila ada salah satu anggota yang berserikat
mempunyai modal lebih banyak, maka tidak sah.
c. Syirkah Wujah
Kerja sama antara dua orang atau lebih untuk
membeli sesuatu tanpa modal, tetapi hanya modal
kepercayaan dan keuntungan dibagi antara sesama
mereka.
d. Syirkah Abdan
Perserikatan antara dua orang atau lebih
sepakat untuk berserikat bekerja dengan badan-
nya. Misalnya, keduanya berserikat memproduksi
sesuatu, penjahitan, atau cuci pakaian, kemudian
keuntungan yang diperoleh dibagi dua atau sesuai
dengan kesepakatan keduanya.
e. Syirkah Mudarabah
Pinjaman, misalnya A memberikan sejumlah
uang kepada si B untuk modal usaha dan keun-



tungannya sebagaimana kesepakatan antara
kedua belah pihak, sedangkan jika ada kerugian
maka ditanggung oleh pemodal saja (A) karena
kerugian (B) pekerja sudah cukup dengan kelelah-
an yang dialaminya. Oleh karena itu, ia tidak perlu
dibebani oleh kerugian yang lain.

Dari berbagai macam bentuk syirkah di atas, yang
sering digunakan pada praktik perbankkan adalah
adalah syirkah ‘nan, syirkahinan dibolehkan oleh
semua ulama dan dalam hal penyertaan modal syirkah
Inan tidak mesti harus sama. Syarat-syarat keabsahan
dari syirkahnan yaitu hendaknya syirkah dilakukan
sesama kaum muslim. Sebab, non muslim tidak bisa
dijamin meninggalkan berinteraksi dengan riba atau
tidak memasukkan harta haram ke dalam syirkah,
kecuali jika hak menjual dan membeli diserahkan
kepada ke tangan orang muslim, maka tidak salahnya
melibatkan orang non muslim ke dalam syirkah. Kemu-
dian, jika saham berupa uang, namun ada seseorang
yang mempunyai komoditi, ingin ikut bergabung dalam
syirkah, maka komoditinya dihargai dengan uang
sesual dengan harga pada hari itu. Sebab, komoditi itu
tidak diketahui nilainya dan berinteraksi dengan
sesuatu yang tidak diketahui nilainya itu dilarang
syariat. Hal ini dinilai menyebabkan penyia-nyiaan hak
dan memakan harta manusia dengan batil (Al-Jazair,
2006, p. 516).

D. Aplikasi Akad Musyarakah dalam

Lembaga Keuangan Syariah
Aplikasi akad musyarakah dalam lembaga ke-
uangan syariah yaitu dalam bentuk pembiayaan
—— | ()] S—



musyarakah. Transaksi tersebut dilandasi adanya
keinginan para pihak yang bekerja sama untuk mening-
katkan nilai aset yang mereka miliki secara bersama-
sama. Termasuk dalam golongan ini ialah semua
bentuk usaha yang melibatkan dua pihak atau lebih, di
mana mereka secara bersama-sama memadukan selu-
ruh bentuk sumber daya, baik yang berwujud maupun
tidak berwujud. Bentuk kontribusi dari pihak yang
bekerja sama bisa berupa dana, barang perdagangan,
kewiraswastaan, kepandaian, kepemilikan, peralatan,
kepercayaan, dan barang-barang lainnya yang dapat
dinilai dengan uang.

Dalam musyarakah, bank dan nasabah bertindak
selaku syarik (partner) yang masing-masing membe-
rikan dana untuk usaha. Pembagian keuntungan, hasil,
atau kerugian sesuai dengan kaidah wushul, “Ar-ribhu
bimat tafaqa, wal khasaratu bigadri malihi” Artinya,
keuntungan dibagi menurut kesepakatan, sedangkan
apabila terjadi kerugian dibagi menurut porsi modal
masing-masing. Selaku syarik, bank berhak ikut serta
dalam pengaturan manajemen yang sesual kaidah
musyarakah.

Skema pembiayaan musyarakah, semua modal
yang terkumpul dalam proyek musyarakah disatukan
dan dikelola bersama. Setiap pemilik modal berhak
turut serta dalam menentukan kebijakan usaha yang
dijalankan oleh pelaksana proyek. Ketentuan umum
dalam proyek musyarakah di perbankan syariah adalah
sebagai berikut.

1. Menggabungkan dana proyek dengan harta
pribadi.



2. Menjalankan proyek musyarakah dengan pihak
lain tanpa izin pemilik modal lainnya.

3. Memberi pinjaman kepada pihak lain.

4. Setiap pemilik modal dapat mengalihkan penyer-
taan atau digantikan oleh pihak lain.

5. Setiap pemilik modal dianggap mengakhiri kerja
sama apabila menarik diri dari perserikatan, me-
ninggal dunia, atau menjadi tidak cakap hukum.

6. Biaya yang timbul dalam pelaksanaan proyek dan
jangka waktu proyek harus diketahui bersama.
Keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan,
sedangkan kerugian dibagi sesuai dengan porsi
modal.

Proyek yang akan dilaksanakan harus disebutkan
dalam akad. Setelah proyek selesai, nasabah mengem-
balikan dana tersebut bersama bagi hasil yang telah
disepakati (PKES, 2008). Implementasi musyarakah
dalam Lembaga Keuangan Syariah dapat dijumpai di
berbagai macam pembiayaan-pembiayaan berikut.

a. Pembiayaan Proyek

Musyarakah biasanya diaplikasikan untuk
pembiayaan proyek, di mana nasabah dan bank
sama-sama menyediakan dana untuk membiayai
proyek tersebut. Setelah proyek itu selesai, nasa-
bah mengembalikan dana tersebut bersama bagi
hasil yang telah disepakati untuk bank.

b. Modal Ventura

Pada lembaga keuangan khusus yang dibo-
lehkan melakukan investasi dalam kepemilikan
perusahaan, musyarakah diaplikasikan dalam ske-
ma modal ventura. Penanaman modal dilakukan
untuk jangka waktu tertentu dan setelah itu bank



melakukan divestasi atau menjual bagian sa-
hamnya, baik secara singkat maupun bertahap.
. Musyarakah Mutanaqisah

Musyarakah mutanaqisah adalah musyarakah
atau syirkah yang kepemilikan aset (barang) atau
modal salah satu pihak (syarik) berkurang di-
sebabkan pembelian secara bertahap oleh pihak
lainnya. Hukum musyarakah mutanaqisah adalah
boleh. Akad musyarakah mutanaqisah terdiri atas
akad musyarakah atau syirkah dan bai’Gual beli).

Dalam musyarakah mutanaqisah, para mitra-
nya memiliki hak dan kewajiban, di antaranya
memberikan modal dan kerja berdasarkan kese-
pakatan pada saat akad, memperoleh keuntungan
berdasarkan nisbah yang disepakati pada saat
akad, dan menanggung kerugian sesual proporsi
modal. Dalam akad musyarakah mutanaqgisah,
pihak pertama (syarik) wajib berjanji untuk
menjual seluruh Aisshah-nya secara bertahap dan
pihak kedua (syarik) wajib membelinya. Jual beli
sebagaimana dimaksud dilaksanakan sesuai
kesepakatan. Setelah selesai pelunasan penjualan,
seluruh hishshah LKS beralih kepada syarik
lainnya (nasabah).

Selain ketentuan di atas, dalam musyarakah
mutanaqisah terdapat ketentuan-ketentuan khu-
sus yang meliputi (1) aset musyarakah mutana-
qgisah dapat diijarahkan kepada syarik atau pihak
lain, (2) apabila aset musyarakah menjadi objek
ijarah, maka syarik (nasabah) dapat menyewa aset
tersebut dengan nilai ujrah yang disepakati, (3)
keuntungan yang diperoleh dari ijarah tersebut
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dibagi sesuai dengan nisbah yang telah disepakati
dalam akad, sedangkan kerugian harus berdasar-
kan proporsi kepemilikan (isbah keuntungan dapat
mengikuti perubahan proporsi kepemilikan sesuai
kesepakatan para syarik), (4) kadar, ukuran,
bagian, atau porsi kepemilikan aset musyarakah
syarik (LKS) yang berkurang akibat pembayaran
oleh syarik (nasabah), harus jelas dan disepakati
dalam akad, dan (5) biaya perolehan aset musya-
rakah menjadi beban bersama, sedangkan biaya
peralihan kepemilikan menjadi beban pembeli
(DSN MUI, 2000).

. Sukuk Musyarakah.

Salah satu produk syariah di pasar modal
Indonesia yang masih terbatas, namun berpotensi
untuk dikembangkan, baik dari sisi jumlah
maupun jenis akad, adalah sukuk. Sukuk yang
diterbitkan di Indonesia saat ini baru mengguna-
kan dua akad, yaitu akad mudarabah dan akad
jjarah. Sementara itu, di beberapa negara di
kawasan Timur Tengah, Asia, dan Eropa, struktur
penerbitan sukuk telah menggunakan akad yang
lebih beragam antara lain akad ijarah, mudarabah,
musyarakah, istishna, murabahah, salam, dan
hybrid sukuk. Di Indonesia, sukuk dengan
menggunakan akad musyarakah, berpotensi untuk
diterapkan oleh perusahaan di berbagai sektor
bidang usaha, sedangkan sukuk dengan mengguna-
kan akad i1stishna untuk perusahaan di sektor
infrastruktur. Konsep ini sesuai diterapkan dalam
kegiatan investasi, di mana dalam kegiatan
tersebut masih terdapat hal-hal yang belum dapat



diprediksikan antara lain berapa keuntungan yang
akan diperoleh. Hal ini dapat dikatakan bahwa
sukuk musyarakah merupakan bentuk pembiaya-
an syariah yang paling ideal karena dalam struktur
ini terkandung dengan jelas konsep syariah yaitu
untung muncul bersama risiko (a/ ghunm bil
ghurmi) dan hasil usaha muncul bersama biaya (a/
kharaj bil dhaman) (Tim Kajian Pengembangan
Produk Syariah, 2009).
1) Sukuk Musyarakah Tanpa SPV
Penerbitan sukuk didahului dengan adanya
proyek (yang akan dijadikan underlying asset)
atau rencana proyek tertentu yang memerlukan
pendanaan lewat penerbitan sukuk musyara-
kah. Emiten kemudian menghitung nilai proyek
tersebut dan menawarkan persentase tertentu
dalam kepemilikan proyek kepada investor.
Bukti kepemilikan tersebut dibuat dalam bentuk
sertifikat sukuk musyarakah. Emiten akan
berkontribusi sejumlah X% dari modal yang
dibutuhkan untuk melaksanakan proyek,
sedangkan Y% sisanya ditawarkan kepada in-
vestor dengan cara menerbitkan sukuk. Dana
yang dihasilkan dari penerbitan sukuk dan
penyertaan emiten digunakan untuk membiayai
pelaksanaan proyek. Laba yang dihasilkan dari
proyek tersebut akan didistribusikan kepada
emiten dan pemegang sukuk berdasarkan rasio
yang telah diperjanjikan dalam kontrak pener-
bitan sukuk, atau dapat menggunakan rasio
kontrbusi modal secara prorata. Sementara itu,
jika pelaksanaan proyek tersebut mengalami
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kerugian, maka kerugian tersebut harus di-
tanggung secara prorata berdasarkan kontribusi
Emiten dan pemegang sukuk dalam permodalan.
2) Sukuk Musyarakah dengan Menggunakan SPV
Dalam struktur yang lebih kompleks, emiten
dapat membentuk perusahaan khusus SPV
untuk pengelola aset atau proyek dan sukuk
yang diterbitkan terkait dengan aset tersebut.
Emiten sebagai originator, menjual aset atau
proyek yang akan didanai dengan sukuk kepada
SPV. Kemudian, SPV menerbitkan sukuk dan
menawarkannya kepada investor,dan menerima
dana hasil penjualan sukuk. Hasil penjualan
sukuk tersebut digunakan untuk membiayai
proyek yang menjadi wunderlying asset. Ke-
mudian, laba atau penghasilan yang diperoleh
dari pelaksanaan proyek diterima oleh SPV dan
distribusikan kepada pemegang sukuk ber-
dasarkan nisbah yang telah diperjanjikan
sebelumnya atau berdasarkan rasio kontribusi
permodalan yang dilakukan.
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Bab 7
Hakikat Pembiayaan Musyarakah
pada Perbankan Syariah

A. Nilai Ilahiah

Nilai ilahiah merupakan suatu nilai terpenting dan
tertinggi dalam ekonomi syariah yang berasal dari
ketentuan-ketentuan Al-Qur’an dan As-Sunnah. Nilai
ilahiah ini kemudian menurunkan sejumlah prinsip
dalam ekonomi syariah, seperti prinsip keadilan,
kemanfaatan, keseimbangan, dan pemerataan. Ekono-
mi syariah dapat dipahami sebagai doktrin (mazhab)
maupun praktik. Ia disebut doktrin apabila dilihat dari
segi sumber dan dasar-dasarnya, sedangkan sebagai
praktik apabila dilihat dari segi implementasi dan
aplikasinya. Islam hanya mengenal satu doktrin eko-
nomi yaitu dasar-dasar dan prinsip-prinsip ekonomi
yang berasal dari Al-Qur’an dan sunah. Pada level ini,
ekonomi Islam bersifat ilahiah. Sebab, ia merupakan
prinsip-prinsip ekonomi yang berasal dari wahyu
Tuhan. Ia senantiasa relevan dalam setiap ruang dan
waktu dan tidak menerima perubahan. Oleh sebab itu,
dalam keadaan apapun, tidak terdapat perbedaan pada
level doktrin ini.

Nilai ilahiah dalam peristilahannya menurut para
pakar disebutkan berbeda-beda, meskipun maknanya
adalah sama. Hamid (2007, p. 68) menghimpun bebe-
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rapa peristilahannya seperti menurut pandangan
Qardhawi, nilai ilahiah (ketuhanan) merupakan nilai
tertinggi yang harus mengejahwantahkan dalam segala
perilaku manusia. Sementara itu, Karim (2001, p. 20)
ialah nilai akidah. Kemudian Antonio & Yafie (n.d.)
menyebutnya dengan nilai tauhid.

Penggunaan istilah itu dari sisi orientasinya ber-
muara pada Kemahakuasaan Tuhan sebagai penentu
segala-galanya. Lebih lanjut dikemukakan bahwa
hakikatnya yang menduduki nilai-nilai tinggi adalah
ilahiah. Dari nilai inilah diturunkan sistem keyakinan
(akidah) atau sistem ketauhidan (teologis). Selanjutn-
ya, melahirkan kaidah atau norma konsep kepemilikan,
yaitu Tuhan sebagai pemilik mutlak dan manusia
sebagai pemilik semu. Apabila ditelaah dari sisi per-
usahaan perbankan, maka asas yang digunakan dalam
melakukan aktivitas perbankan syariah bukanlah
semata-mata meraih keuntungan atau menangkap
peluang pasar yang sedang cenderung pada syariah.
Namun lebih dari itu, niat awal adalah untuk
mengimplementasikan nilai-nilai syariah dalam dunia
perbankan. Sementara dari sisi nasabah, berakad
musyarakah pada perbankan syariah bertujuan untuk
bertransaksi dalam bentuk tolong-menolong yang
berlandaskan asas syariah dan bukan semata-mata
mencari keuntungan. Oleh karena itu, nilai tauhid
terimplementasikan pada industri perbankan syariah.
Allah Swt. berfirman dalam Q.S. Adz-Dzariyat ayat 56.

o os¥ad V) Gl Sall &L G
Artinya: “Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia
melainkan supaya mereka mengabdi kepada-Ku.”
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Penerapan akad musyarakah dalam sistem perban-
kan disamping mencerminkan semangat ilahiah dalam
berekonomi juga menjadi nilai tambah (value added)
dari perspektif konsumen atau nasabah. Tidak adanya
nilai-nilai ilahiah yang melandasi operasional perban-
kan dapat meluluhlantakkan perekonomian bangsa
yang berasal dari perbankan (Antonio, 2001, p. 8).
Landasan teologis normatif (syariat) diperbolehkannya
pelaksanaan musyarakah, sebagaimana ditegaskan
dalam Q.S. An-Nisa ayat 12 dan Q.S. Shad ayat 24
sebagai berikut. . ‘

o ol 8 2T 268 B3 e RT3 8
Artinya: “...Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih
dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang
sepertiga itu...”

Q.S shad (38) ayat 24.
Sl palaiy ol lBIA (3 1548 {5 aalas ) dias Ji3ly dlalls 3 06
B A U V50 s B L Ly kBl Tl 5 T tale Gall ) i
YEHOUls BSI5 5545
Artinya: “Daud berkata: ‘Sesungguhnya dia telah
berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu
itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. Dan
sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang
berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada
sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman
dan mengerjakan amal yang saleh; dan amat sedikitlah
mereka ini’. Dan Daud mengetahui bahwa Kami meng-
ujinya; maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu
menyungkur sujud dan bertaubat.”
Dari ayat di atas, Allah mempertegas legalitas dan
keabsahan syirkah atau kongsi secara umum, dan
menolak serta melarang konsep ribawi. Berdasarkan



ketentuan ini dalam An-Nisa (4) ayat 12, pengertiaan
syirkah adalah bersekutu dalam memiliki harta yang
diperoleh dari warisan. Sementara itu, dalam surat
Shad (38) ayat 24, lafal a/ kutha diartikan syirkah,
yvakni orang-orang yang mencampurkan harta mereka
untuk dikelola bersama, musyarakah mendapat pe-
ngakuan dan legalitas dari syariah, dan sah untuk
operasional dalam praktik pembiayaan bank syariah.
Sebab, ini termasuk salah satu bentuk kerja sama
usaha yang tidak mengandung unsur ribawi.

Riba merupakan sebagian dari kegiatan ekonomi
yvang telah berkembang sejak zaman jahiliah hingga
sekarang. Sistem pinjam-meminjam yang ada dalam
riba sangat menguntungkan kaum pemilik modal kare-
na mendapatkan keuntungan yang lebih dari yang
dipinjamkan. Pelarangan riba pada dasarnya untuk
kesejahteraan manusia. Jika riba tidak diharamkan,
maka akan terjadi banyak penindasan antara orang
kaya dan orang miskin. Selain itu, budaya tolong-
menolong makin hilang karena hanya akan memi-
kirkan dirinya sendiri tanpa peduli dengan orang lain.
Penerapan akad musyarakah dalam sistem perbankan
disamping mencerminkan semangat ilahiah dalam
berekonomi, juga menjadi nilai tambah (value added)
dan perspektif konsumen atau nasabah. Tidak adanya
nilai-nilai ilahiah yang melandasi operasional perban-
kan dapat meluluhlantakkan perekonomian bangsa
yang berasal dari perbankan (Antonio, 2001, p. 8).

Nilai ilahiah dalam konsep ekonomi syariah dise-
but pula sebagai ekonomi ilahiah (ketuhanan) yang
mengandung arti manusia diciptakan oleh Allah Swt.
untuk memenuhi perintah-Nya, yakni beribadah.
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Selain itu, dalam mencari kebutuhan hidupnya, manu-
sia hanya berdasarkan aturan-aturan (syariat) dengan
tujuan utama untuk mendapatkan rida Allah. Sebagai
nilai tertinggi, nilai ilahiah memberikan tuntutan dan
bimbingan bagi setiap manusia dalam berusaha. Oleh
karena itu, konsep ekonomi syariah didasarkan pada
sejumlah aturan utama atau primer berdasarkan Al-
Qur'an dan As-Sunnah dalam bidang ekonomi atau
harta benda.

Nilai ilahiah yang juga dinamakan konsep tauhid,
menurut Muhammad (n.d.), kegiatan ekonomi syariah
dan bank syariah meliputi tiga ranah kehidupan.
Pertama, kegiatan ekonomi dan bisnis a place of
worship. Dalam ranah kegiatan ekonomi dan bisnis
merupakan media penyembahan (ibadah) seorang indi-
vidu kepada Tuhannya. Kedua, kegiatan ekonomi dan
bisnis dipandang sebagai a palce of wealth. Dalam
perspektif ini, kegiatan ekonomi dan bisnis merupakan
bagian dari tugas mulia manusia dalam mendis-
tribusikan sumber-sumber ekonomi juga menciptakan
dan memelihara kelangsungan kesejahteraan hidup
manusia. Ketiga, kegiatan ekonomi dan bisnis meru-
pakan a place of welfare, yaitu sarana untuk memerangi
ketimpangan sosial ekonomi dalam masyarakat dan
senjata untuk memenggal ego diri yang cenderung
memusatkan diri pada self-interest.

Secara ontologis, tauhid dalam perspektif
manajemen bank syariah dipahami sebagai iman
(kepercayaan) pada keesaan Allah. Tauhid meng-
gambarkan relasi antara manusia dan Tuhan.
Kepercayaan atas keesaan Tuhan saja tidak mencukupi
unsur tauhid. Sebab, tauhid memerlukan komitmen
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dan konsistensi. Manusia dalam mewujudkan peng-
hambaan dirinya di hadapan Tuhan melalui amal
kebaikan nyata, baik untuk diri maupun orang lain,
guna mencapai keridaan Tuhan. Tauhid yang yang
merupakan aksioma etika ekonomi Islam dalam
perspektif itu merupakan konsep teoritis yang imple-
mentatif. Pernyataan dan pengakuan atau keesaan
Tuhan dijabarkan secara empiris-praktis dalam ranah
ekonomi dan bisnis.

Nilai Ilahiah sebagai nilai transenden teraktulisasi
secara langsung dan di bawah sadar setiap insan bahwa
aktivitas manusia adalah bagian ibadah dan ibadah
adalah esensi dari penciptaan manusia ke bumi
sebelum ia diturunkan ke bumi terlebih dahulu
memprakarsai dirinya untuk mengakui eksistensi
kedaulatan Tuhan. Ekonomi syariah bercirikan ketu-
hanan (Z/ahi rabbani). Sebab, ia berpijak pada sejumlah
kaidah, dasar, dan prinsip ketuhanan yang berasal dari
sumber-sumber syariah Islam. Ekonomi syariah
berwatak ketuhanan dari segi sumber dan titik
tolaknya, tujuan, dan sasarannya, metode dan perang-
katnya, serta konsep dan nilainya.

Nilai ilahiah yang dlrefleksikan dalam kejujuran,
ketelitian, dan wara (asketik) menjadi kunci utama
dalam perekonomian Islam. Prinsip tauhid mengan-
tarkan manusia dalam kegiatan ekonomi untuk
meyakini bahwa harta benda yang berada dalam
genggaman tangan adalah milik Allah dan dipertahan-
kan oleh pemiliknya agar diberikan (sebagian) kepada
yang membutuhkannya (QS.An-Nur (24) ayat 33).
u.\Sl\ O u.u!\j Mww\e@uﬂ@;b&u}m‘ﬁwﬂl usa_u.dj
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—— | | ) —



Géa &5 oy WA s sl a3 i2aas (351 0 ol e s&eia Th 35
Y ad Hs Gea R) 2 (el G

Artinya: “Dan orang-orang yang tidak mampu
kawin hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sehingga
Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan
budak-budak yang kamu miliki yang menginginkan
perjanjian, hendaklah kamu buat perjanjian dengan
mereka, jilka kamu mengetahui ada kebaikan pada
mereka, dan berikanlah kepada mereka sebagian dari
harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. Dan
janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk
melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri meng-
ingini kesucian, karena kamu hendak mencari
keuntungan duniawi. Dan barangsiapa yang memaksa
mereka, maka sesungguhnya Allah adalah Maha
Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka)
sesudah mereka dipaksa itu.”

Nilai ilahiah berdasarkan pembahasan tersebut
merupakan grundnorm bagi kegiatan ekonomi syariah.
Islam sebagai al-din (the religion) mencakup seluruh
aspek kehidupan manusia, termasuk didalamnya aspek
kenegaraan dan hukum. Al-Qur’an tidak mengenal
doktrin pernisahaan antara kehidupan agama dan
kehidupan kemasyarakatan. Oleh karena itu, paham
sekularisme yang ingin memisahkan antara kehidupan
agama dan kehidupan kemasyarakatan tidak dikenal
dalam ajaran Islam. Nilai ilahiah dalam ekonomi
syariah menunjukkan konsep ekonomi Islam bahwa
kegiatan ekonomi tidak terpisahkan dari dasar dan
pedoman yang ditentukan dalam hukum Islam. Khu-
susnya menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah, sehingga
proses dan kegitan ekonomi tidak hanya semata-mata



berorientasi kepada aspek keduniawan melainkan juga
aspek ketuhanan. Nilai ilahiah misalnya, akan tetap
mendekatkan bank syariah dan nasabahnya (usaha
makro, kecil, menengah) bahwa kegiatan bisnis tetap
berada dalam tata aturan berdasarkan sumber-sumber
hukum Islam.

Apabila ditelaah dari sisi perusahaan perbankan,
maka asas yang digunakan dalam melakukan aktivitas
perbankan syariah bukanlah semata-mata meraih ke-
untungan atau menangkap peluang pasar yang sedang
cenderung pada syariah. Namun lebih dari itu, niat
awal ialah untuk mengimplementasikan nilai-nilai
syariah dalam dunia perbankan. Sementara dari sisi
nasabah, berakad musyarakah pada perbankan syariah
ialah bertujuan untuk bertransaksi dalam bentuk
tolong-menolong yang berlandaskan asas syariah dan
bukan semata-mata mencari keuntungan, maka nilai
ilahiah terimplementasikan pada industri perbankan
syariah.

Prinsip keadilan sebagai bagian nilai ilahiah dalam
implementasi akad-akad tersebut di atas berarti pihak
nasabah (usaha mikro, dan menengah) tidak dibebani
risiko bisnis karena risiko ditanggung bersama dengan
bank syariah. Lain halnya pada perbankan konven-
sional manakala terjadi kredit macet, maka agunan
nasabah akan dilelang untuk mengembalikan dana
bank yang bersangkutan. Implementasi nilai-nilai pada
perbankan syariah, yakni nilai ilahiah tampak pula
Akad pembiayaan yang dimulai dengan kalimat
“Bismillahirrahmanirrahim,” sedangkan dalam putus-
an pengadilan dimulai dengan kalimat, “Demi Keadilan
Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” Nilai ini
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meletakkan dasar perilaku ekonomi dalam kontrol nilai
ketuhanan sebagai basis nilai bahwa semua aktivitas
manusia di dunia akan dimintail pertanggungjawaban
pada hari akhir nanti. Dengan demikian, prinsip ini
dimaksudkan untuk membangun rasa kesadaran kog-
nitif manusia bahwa semua aktivitas manusia selalu
dalam kontrol Allah. Oleh karena itu tidak ada ruang
baginya untuk melakukan kecurangan-kecurangan
dalam melakukan aktivitas ekonomi. Ketiga pokok
filsafat ekonomi Islam di atas melahirkan nilai-nilai
dasar sistem ekonomi Islam (Daud, 2006, p. 6).

Nilai ilahiah ini yang menghasilkan keyakinan
kesatuan dunia dan akhirat, mengantarkan seorang
pengusaha untuk tidak hanya mengejar keuntungan
materi semata. Akan tetapi, yang lebih penting ialah
keuntungan yang kekal dan abadi yang diridai Allah
Swt. Nilai ilahiah mengantarkan seorang pengusaha
muslim untuk menghindari segala bentuk eksploitasi
terhadap sesama manusia. Dapat dipahami mengapa
Islam bukan saja melarang praktik riba dan pencurian,
tetapi juga penipuan terselubung, bahkan sampai
kepada larangan menawarkan barang pada saat kon-
sumen menerima tawaran yang sama dari orang lain
(Effendi, 2007, p. 47—48).

B. Prinsip Kemanusiaan

Manusia dalam sistem ekonomi Islam adalah
sasaran sekaligus sarana. Tujuan dan sasaran utama
Islam adalah merealisasikan kehidupan yang baik bagi
manusia dengan segala unsur dan pilarnya. Ekonomi
Islam juga bertujuan untuk memungkinkan manusia
memenuhi kebutuhan hidupnya yang disyariatkan.



Manusia perlu hidup dengan pola kehidupan Rabbani
dan sekaligus manusiawi, sehingga ia mampu melaksa-
nakan kewajiban kepada Tuhan, kepada diri, kepada
keluarga, dan kepada manusia secara umum. Nilai
kemanusiaan terhimpun dalam ekonomi Islam pada
sejumlah nilai yang ditunjukkan Islam di dalam Al-
Qur'an dan As-Sunnah.

Misalnya, warisan, sebagai contoh dari nilai
tersebut 1alah nilai kemerdekaan dan kemuliaan,
kernanusiaan, keadilan, persaudaraan, saling mencin-
tai, dan tolong-menolong sesama manusia (Naqvi, 1985,
p. 126). Ekonomi Islam mengajarkan manusia untuk
bekerja sama dan saling tolong-menolong. Dalam Islam,
tolong-menolong ialah kewajiban setiap muslim. Sudah
semestinya konsep tolong-menolong tidak hanya dila-
kukan dalam lingkup yang sempit. Untuk menjaga agar
tolong-menolong ini selalu dalam koridor kebaikan dan
takwa, maka diperlukan suatu sistem yang benar-benar
sesuai syariah. Tolong-menolong menjadi sebuah
keharusan karena apapun yang dikerjakan membu-
tuhkan pertolongan dari orang lain. Tidak ada manusia
seorangpun di muka bumi ini yang tidak membutuhkan
pertolongan dari yang lain.

Seorang pengusaha yang mendirikan pabrik misal-
nya, membutuhkan karyawan pabrik. Pabrik yang
didirikan tidak akan berjalan jika tidak ada bantuan
dari yang lain. Jadi dalam hidup ini, tolong-menolong
adalah sebuah keharusan sampai-sampai Rasulullah
saw memerintahkan kepada manusia tidak hanya
orang yang dizalimi, tetapi juga turut membantu orang
yvang menzalimi agar orang yang menzalimi itu tidak
lagi berbuat zalim.
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Artinya: “Perumpamaan orang-orang mukmin
dalam (menjalin) cinta dan kasih sayang di antara
mereka bagaikan tubuh yang satu, apabila ada anggota
(tubuh) yang merasa sakit, maka seluruh anggota yang
lainnya merasa demam dan tidak bisa tidur” (HR.
Muslim).

Konsep tolong-menolong (taawun) dalam meng-
hadapi ketidakpastian merupakan salah satu prinsip
yang sangat mendasar dari ekonomi Islam. Hal ini
dianggap dapat mendukung aspek keadilan. Keadilan
mejadi aspek mendasar dalam perekonomian Islam.
Penetapan suatu hasil usaha di depan dalam suatu
kegiatan usaha dianggap sebagai sesuatu hal yang
dapat memberatkan salah satu pihak yang berusaha,
sehingga melanggar aspek keadilan. Musyarakah men-
jadi sarana tolong-menolong antara sesama manusia.
Adanya konsep seperti ini berarti antara sesama
nasabah telah mengimplementasikan saling tolong-
menolong, kendatipun antara mereka tidak saling
bertatap muka. Pembiayaan musyarakah bukan
pinjaman yang diberikan dengan bunga. Pembiayaan
musyarakah adalah kongsi bentuk kerja sama usaha
antara nasabah dan bank dalam menjalankan usaha, di
mana bank dan nasabah sama sama memiliki modal
awal dalam usaha tersebut termasuk margin keuntu-
ngan di atas biaya perolehan yang disetujui bersama
sesuai jumlah porsi modal.

Sebagai bentuk kerja sama usaha dan bukan
bentuk pinjaman, pembiayaan musyarakah harus
memenuhi semua syarat-syarat yang diperlukan untuk
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suatu kongsi. Musyarakah dapat digunakan sebagai
bentuk pembiayaan, biasanya diaplikasikan untuk
pembiayaan proyek, di mana nasabah dan bank sama-
sama menyediakan dana untuk membiayai proyek
tersebut. Setelah proyek itu selesai, nasabah mengem-
balikan dana tersebut bersama bagi hasil yang telah
disepakati untuk bank. Ketika nasabah memerlukan
dana untuk keperluan lainnya, misalnya, jika nasabah
menginginkan uang untuk menambah modal usahanya,
bank dapat melakukan bentuk kerja sama usaha de-
ngan membiayai penyediaan ruko atau barang produksi
yang riil kepada nasabah dalam bentuk (pembiayaan)
musyarakah. Sebab, musyarakah mensyaratkan kerja
sama usaha yang riil dari suatu komoditas dan tidak
hanya menyalurkan pinjaman.

Tolong-menolong ini menjadi salah satu nilai yang
terkandung dalam ekonomi Islam dituntut agar dapat
membantu saudaranya keluar dari permasalahan yang
dihadapi. Membantu masyarakat yang masih menik-
mati riba menuju ke sistem yang Islami atau syariah,
juga dikategorikan sebagai bagian dari nilai tolong-
menolong. Apalagi dapat membantu masyarakat ke
luar dari lembah kemiskinan. Islam mengajarkan
konsep al-musawat (persamaan) di antara sesama
manusia. Semua SDA, flora, dan fauna ditundukan oleh
Allah bagi manusia manapun sebagai sumber manfaat
ekonomis. Di sini tampak jelas konsep persamaan
manusia dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber
daya. Konsep persamaan manusia (kesetaraan atau
equity), menunjukan bahwa Islam menolak pengklasifi-
kasian manusia yang berdasarkan atas kelas.



Implikasi dari doktrin ini ialah bahwa antara
manusia terjalin rasa persaudaraan dalam kegiatan
ekonomi, saling membantu dan bekerja sama dalam
ekonomi, yakni syirkah, giradh, dan mudarabah (profit
and loss sharing). Inilah yang diterapkan di dalam
aktivitas ekonomi mikro di lembaga-lembaga keuangan
Islam saat ini, seperti bank syariah, asuransi syariah,
obligasi syariah, pasar modal syariah, Baitul Maal wat
Tamwil (BMT). Dalam konteks ekonomi makro, praktik
bagi hasil ini diterapkan dalam pinjaman luar negeri,
dalam instrumen moneter pemerintah sehingga sistem
riba benar-benar dihapuskan dalam seluruh aktivitas
ekonomi, baik mikro maupun makro.

Sikap egalitarian yang dibangun dalam aktivitas
ekonom yang islami, berbeda dengan sistem ekonomi
kapitalis yang individualistis. Sistem ekonomi kapitalis
dibangun atas dasar sebuah konsep yang hanya
memberi kemanfaatan kepada pemilik modal, baik itu
dengan sistem bunga ataupun proses mendapatkan
keuntungan yang menghalalkan segala cara. Konseku-
ensi prinsip ukhuwah adalah niscayanya kerja sama
(cooperation) dalam bisnis. Cooperation merupakan
idealisme interaksi ekonomi. Namun, dalam praktiknya
cooperation hanya sebatas konsep dan wacana para
pemikir ekonomi Islam ataupun berada di dunia ide
Plato yang belum hadir dalam tindakan praktik aktual.
Secara fakta, sering terjadi para pebisnis menggunakan
idiom cooperation, tetapi yang diterapkan di lapangan
1alah competition.



C. Prinsip Keadilan

Prinsip keadilan merupakan salah satu prinsip
universal. Oleh karena itu, ditemukan dalam berbagai
sistem hukum, sistem ekonomi, maupun dalam
berbagai paham. Dalam pandangan ahli ushul fikih
dinyatakan bahwa kalimat al-adl tersebut merupakan
perintah langsung yang tertinggi, namun dalam
penjabarannya tetap menggunakan kata adil sekaligus
sudah berada pada tataran praktis. Keadilan merupa-
kan aspek mendasar dalam perekonomian Islam.
Penetapan suatu hasil usaha di depan dalam suatu
kegiatan usaha dianggap sebagai sesuatu hal yang
dapat memberatkan salah satu pihak yang berusaha,
sehingga melanggar aspek keadilan. Hal ini karena
prinsip ketidaktentuan usaha sehingga hasil yang
didapat bisa sangat bervariasi, mulai dari untung
sampai rugi. Misalnya bunga ialah suatu hasil yang
ditetapkan di depan sebelum usaha, sehingga bunga
seperti memastikan usaha pasti mendatangkan ke-
untungan dan bisa jadi memberatkan salah satu pihak.

Keadilan merupakan suatu kebijakan dalam
membentuk suatu kepercayaan antara pihak yang
memberikan kepercayaan dalam mengambil keuntung-
an (margin) dalam hal musyarakah para pemilik modal.
Watak utama prinsip keadilan yang harus ditemukan
bahwa masyarakat ekonomi haruslah sebagai masya-
rakat yang memiliki sifat makmur dalam keadilan dan
adil dalam kemakmuran. Penyimpangan dari watak ini
akan menimbulkan bencana bagi setiap pelaku ekonomi
hingga tidak adanya saling kepercayaan setiap individu
masyarakat. Transaksi yang berbasis bunga melanggar
keadilan atau kewajaran bisnis.



Dalam bisnis, hasil dalam setiap perusahaan selalu
tidak pasti. Namun dalam sistem bunga, peminjam
sudah berkewajiban untuk membayar tingkat bunga
yang disetujui walaupun perusahaannya mungkin rugi.
Bahkan, meskipun perusahaan untung, bisa jadi bunga
yang harus dibayarkan melebihi keuntungannya. Hal
ini jelas bertentangan dengan norma keadilan dalam
Islam. Oleh karena itu, untuk menciptakan pendis-
tribusian, pendapatan secara adil, maka perbankan
syariah masih mengacu pada hukum perdata secara
umum, terutama mengenai perjanjian-perjanjian yang
dilakukan oleh kedua belah pihak. Tujuannya untuk
adanya kepastian hukum (Srisusilawati & Eprianti,
2017, p. 20).

Dalam menganalisis Undang-Undang Nomor 21
Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, menjelaskan
tentang makna suatu konsep keadilan dalam
penerapan di bank syariah yaitu terdapat dalam Pasal
2 bahwa perbankan syariah dalam melaksanakan
kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah, demo-
krasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian. Penjelasan
mengenai maksud Pasal 2 ini bahwa pelaksanaan
penerapan perbankan syariah mengenai hubungan
antara nasabah dan pihak bank harus diterapkan
dengan adanya nilai-nilai suatu keadilan dan peme-
rataan agar tidak adanya pihak yang merasa dirugikan
ataupun diuntungkan secara lebih.

Konsep keadilan yang ada di dalam Islam dan
keadilan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor
21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah semuanya
menjelaskan bahwa pemerataan yang terjadi dalam
hubungan antara nasabah dengan pihak bank harus



mendapatkan suatu bentuk keadilan. Salah satu karak-
teristik ekonomi syariah adalah adanya keseimbangan
yang merupakan karakteristik dasar dari ekonomi
syariah. Ini aktualisasinya adanya keseimbangan kepe-
milikan individu dan kepemilikan publik. Transaksi
syariah menjunjung tinggi nilai kebersamaan dan
keadilan dalam memperoleh manfaat (sharing
economics) sehingga seseorang tidak boleh mendapat
keuntungan di atas kerugian orang lain.

Keadilan merupakan ruh dari perbankan syariah
yang dirumuskan dengan prinsip berbagi keuntungan
dan kerugian. Saat ini prinsip berbagi keuntungan dan
kerugian merupakan kata-kata yang indah di kalangan
ekonomi syariah. Banyak orang menyuarakan prinsip
keadilan dalam ekonomi dengan penerapan prinsip
berbagi keuntungan dan kerugian, tetapi pada tahap
implementasi di perbankan syariah ternyata hingga
sekarang penerapannya belum mencapai keadilan.
Bahkan, seperti menegakkan benang basah. Pada prin-
sipnya terdapat perbedaan pola hubungan antara bank
dan nasabah. Jika sistem kredit mendudukkan bank
sebagai kreditur dan nasabah kredit sebagai debitur
(peminjam), maka di perbankan syariah, pihak bank
berfungsi sebagai pemilik dana, modal, atau shahibul
maaldan nasabah pembiayaan sebagai pengelola usaha
atau mudharib pada pembiayaan yang berlandaskan
prinsip kerja sama atau kongsi.

Selanjutnya, pola hubungan yang demikian antara
bank dengan nasabah pembiayaan mempunyai kedu-
dukan yang setara dan bertindak sebagai partner
usaha. Terkait dengan prinsip keadilan dalam akad
musyarakah di bank syariah, maka tidak akan lepas



pada yang dinamakan asas hukum. Asas hukum
berfungsi sebagai fondasi yang memberikan arah,
tujuan, serta penilaian fundamental, mengandung
nilai-nilai dan tuntutan-tuntutan etis. Terkait dengan
hal tersebut dalam satu mata rantai sistem asas, norma
dan tujuan hukum berfungsi sebagai pedoman dan
ukuran atau kriteria bagi perilaku manusia (Mustofa,
2003, p. 49).

Melalui asas hukum, norma hukum berubah sifat-
nya menjadi bagian suatu tatanan etis yang sesuai
dengan nilai kemasyarakatan. Pemahaman tentang
keberadaan suatu norma hukum (mengapa suatu
norma hukum diundangkan) dapat ditelusuri dari ratio
legisnya. Meskipun asas hukum bukan norma hukum,
namun tidak ada norma hukum yang dapat dipahami
tanpa mengetahui asas-asas hukum yang terdapat di
dalamnya (Susanti, 2015, p. 5). Keadilan adalah tujuan
akhir sebuah sistem yang terkait erat dengan fungsi
sistem hukum sebagai sarana untuk mendistribusikan
dan memelihara suatu alokasi nilai-nilai dalam ma-
syarakat, yang ditanamkan dengan suatu pandangan
kebenaran, yang secara umum merujuk kepada
keadilan (Susanti, 2015, p. 6).

Terkadang hukum positif sepenuhnya menjamin
rasa keadilan,dan sebaliknya rasa keadilan sering kali
tidak memiliki kepastian hukum, sehingga kompromi-
nya ialah bagaimana agar hukum positif yang ada
selalu merupakan cerminan dari rasa keadilan itu.
Konsep adil yang telah disebutkan diatas merupakan
konsep yang bersifat umum, sedangkan yang bersifat
khusus adalah sebagai isi surat yang dikirim kepada
Khalifah Addul Malik (w.86H/750M) dalam menjawab



suatu pertanyaan makna istilah adil oleh Sa'id lbnu
Jubayr, ia berkata bahwa keadilan itu mempunyai

empat bentuk, yakni.
1. Keadilan dalam membuat keputusan-keputusan
yang sesuai dengan firman Allah Q.S An-Nisa ayat

58.
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Artinya, “Sesungguhnya Allah menyuruh
kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak
menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila me-
netapkan hukum diantara manusia supaya kamu
menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah
memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepada-
mu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar
lagi Maha Melihat.”

2. Keadilan dalam perkataan yang sesual dengan
firman Allah Q.S Al-An’am ayat 152.
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Artinya: “Dan janganlah kamu dekati harta
anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih
bermanfaat, hingga sampai ia dewasa. Dan sem-
purnakanlah takaran dan timbangan dengan adil.
Kami tidak memikulkan beban kepada sesorang
melainkan sekadar kesanggupannya. Dan apabila
kamu berkata, maka hendaklah kamu berlaku adil,
kendatipun ia adalah kerabat(mu), dan penuhilah
janji Allah. Yang demikian itu diperintahkan Allah
kepadamu agar kamu ingat.”
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3. Keadilan dalam mencari keselamatan sesuai
dengan firman Allah dalam Q.S. AL-Bagarah ayat
123. .
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Artinya: “Dan takutlah kamu kepada suatu
hari di waktu seseorang tidak dapat menggantikan
seseorang lain sedikitpun dan tidak akan diterima
suatu tebusan daripadanya dan tidak akan mem-
beri manfaat sesuatu syafaat kepadanya dan tidak

(pula) mereka akan ditolong.”

4. Keadilan dalam pengertian mempersekutukan
Allah sesuai
Dengan firman Allah dalam Q.S.Al-An’am ayat 1.
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Artinya: “Segala puji bagi Allah yang telah

menciptakan langit dan bumi dan mengadakan

gelap dan terang, namun orang-orang yang kafir

mempersekutukan  (sesuatu) dengan Tuhan
mereka.”

Keadilan, sebagaimana diuraikan Aristoteles tidak
boleh dipandang sama artikan dengan persamarataan.
Keadilan bukan berarti tiap-tiap orang memperoleh
bagian yang sama. Keadilan terdiri atas (Keraf, 1998, p.
140).

1. Keadilan komutatif, yaitu keadilan yang mem-
berikan kepada setiap orang sama banyaknya
dengan tidak mengingat jasa-jasa perseorangan.
Hal ini, memegang peranan dalam tukar-menukar,
baik pertukaran barang maupun pertukaran jasa.
Sebanyak mungkin harus terdapat persamaan



antara apa yang ditukarkan. Keadilan ini
menuntut agar dalam interaksi sosial antara warga
yang satu dan warga yang lain, tidak boleh ada
pihak yang dirugikan hak dan kewajibannya. Hal
ini berarti prinsip keadilan komutatif menuntut
agar semua orang memberikan, saling menghargai
hak dan kepentingan orang lain. Dengan kata lain,
dasarnya adalah keseimbangan atau kesetaraan
antara semua pihak dalam transaksi sosial apapun.
Diterapkan dalam bisnis, khususnya pada
pembiayaan syariah dengan sistem bagi hasil
(mudarabah) berarti relasi usaha atau bisnis harus
terjalin dalarn hubungan yang setara dan seimbang
antara pihak pemilik modal (shahibul maal) yang
satu dengan yang lain sebagai pengolah dana
(mudharib) serta tidak boleh ada pihak yang
dirugikan hak dan kepentingannya. Apabila terjadi
ketidakseimbangan dan ketidakadilan, maka
Dewan Syariah Nasional (DSN) harus turun tangan
dan memberikan sanksi atau hukuman yang
setimpal dengan kerugian yang diderita korban.
Dalam bisnis, keadaan, relasi, dan transaksi yang
dianggap adil adalah yang pada akhimya melahir-
kan win-win situation.
. Keadilan distributif, yaitu keadilan yang mem-
berikan kepada tiap-tiap orang jatah menurut
jasanya, tiap-tiap orang tidak menuntut mendapat
bagian yang sama banyaknya, bukan persamaan,
melainkan kesebandingan. Dengan kata lain,
keadilan distributif tidak membenarkan prinsip
sama rata dalam hal pembagian kekayaan ekono-
mi. Prinsip sama rata hanya akan menimbulkan



ketidakadilan karena mereka yang menyumbang
paling besar tidak dihargai semestinya, yang berar-
ti diperlukan secara tidak adil. Keadilan distributif
memiliki relevansi dalam dunia bisnis, khususnya
dalam pembiayaan syariah dengan sistem bagi
hasil (mudarabah). Berdasarkan prinsip keadilan
distributif Aristoteles, setiap pihak baik sebagai
pemilik modal (shahibul maal) maupun pengelolah
dana (mudharib) harus mendapat bagian yang
sesual prestasi, tugas dan tanggung jawab, atau
kontribusi yang diberikan kepadanya.

Makin berat kontribusi, prestasi dan tanggung
jawab pihak-pihak, makin besar pula nisbah bagi hasil
yvang diperolehnya. Ini adil karena ada dasar atau
kriteria objektif yang diketahui dan diterima semua
orang. Jadi, pada akhirnya memang imbalan ekonomi
yang didapat setiap orang akan tidak sama, dan itu pun
dibenarkan dan diterima sebagai hal yang adil dan etis.

Berdasarkan hasil wawancara singkat penulis
dengan salah satu pakar di bidang hukum ekonomi
syariah di Sulawesi Selatan, Prof. Arfin Hamid (2022).
Ia menjelaskan keadilan dan kejujuran merupakan
kunci dari suksesnya suatu akad syariah, khususnya
mudarabah dan musyarakah sebagai indikator penilai-
an berjalannya perbankan syariah kearah yang sesuai
dengan konsep syariah. Jadi, penentuan margin akad
musyarakah harus merekonstruksikan prinsip keadil-
an. Hal ini dilandaskan pada asas keadilan (1) antara
kepentingan nasabah dan bank Syariah, (2) antara
penegakan sylar ekonomi Islam dengan kemampuan
operasional perusahaan (termasuk kepentingan men-
cari laba), dan (3) kemampuan perbankan syariah

—— | 3 /| R —



menjabarkan antara market perusahaan yang signifi-
kan dengan penentuan margin yang proporsional (tidak
terlalu kecil dan tidak terlalu besar).

Penerapan prinsip berbagi keuntungan dan kerugi-
an yang tidak adil dalam pembiayaan. Hal ini
kontradiksi dengan cita-cita hukum perbankan syariah
yaitu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 yang
menghendaki sebagai bank yang adil karena kebera-
daannya di Indonesia mengemban amanat UUD NRI
Tahun 1945 untuk menjalankan tugas pemerataan
ekonomi dalam rangka mensejahterakan penduduk
Indonesia yang adil dan maslahah berdasarkan prinsip-
prinsip syariah. Ada tiga asas filsafat ekonomi syariah
(Harisudin, 2011, p. 240—242). Pertama, semua yang
ada di alam semesta ini adalah milik Allah Swt.
Manusia hanyalah khalifah yang memegang amanah
dari Allah Swt. untuk menggunakan milik-Nya. Jadi,
segala sesuatu harus tunduk pada Allah, Sang Pencipta
dan Pemilik (Q.S. Al-Najm: 31).

Kedua, untuk dapat melaksanakan tugasnya
sebagai khalifah Allah, manusia wajib tolong-menolong
dan saling membantu dalam melaksanakan kegiatan
ekonomi yang bertujuan untuk beribadah pada Allah.
Ketiga, beriman pada hari kiamat yang merupakan
asas penting dalam sistem ekonomi syariah. Adanya
keyakinan seperti ini, tingkah laku manusia akan dapat
terkendali. Sebab manusia sadar bahwa semua
perbuatannya akan dimintai pertanggung jawabannya
kelak oleh Allah Swt. (Huda et al, 2008, p. 3—4). Di
bawah tiga fiisafat pokok ini, ada beberapa prinsip
dalam ekonomi syariah, sebagai berikut.



1. Prinsip dasar kepemilikan menurut sistem ekono-
mi syariah
a. Kepemilikan bukan penguasaan mutlak atas

sumber-sumber ekonomi, tetapi setiap orang
atau badan dituntut kemampuannya untuk me-
manfaatkan sumber-sumber ekonomi tersebut.
b. Lama kepemilikan manusia atas sesuatu benda
terbatas pada lamanya manusia hidup di dunia.
c. Sumber daya yang menyangkut kepentingan
umum, seperti air, minyak, gas bumi, dan kebu-
tuhan pokok lainnya harus menjadi milik umum.

2. Keseimbangan yang terwujud pada keseder-
hanaan, hemat dan menjauhi sikap pemborosan.
(Q.S. Al-Furqan: 67).

3. Keadilan dalam kehidupan ekonomi seperti proses
distribusi, produksi, konsumsi, dan sebagainya.
Keadilan juga diwujudkan dalam mengalokasikan

kegiatan ekonomi tertentu bagi orang yang tidak
mampu memasuki pasar melalui zakat, infak, dan
hibah (Huda et al., 2008, p. 4). Ketiga prinsip di atas,
pada tahapan selanjutnya, menjadi inti dalam berbagai
terapan ekonomi syariah. Bank syariah, misalnya.
Dalam bank ini, dikembangkan sistem yang ber-
keadilan yang disebut dengan profit sharing (bagi
hasil). Jika sistem kapitalisme menggunakan piranti
bunga sebagai suatu yang built in dalam bank
konvensional, maka bank syariah menggesernya de-
ngan sistem bagi hasil. Sistem bagi hasil merupakan
bentuk eksplisit anti-riba yang sejak awal ditentang
oleh bank syariah. Sebab, Islam secara tegas melarang
umatnya untuk memberi, mengambil, atau memakan
riba (Haron, 1996, p 17—39). Dalam bunga bank



konvensional, pemilik modal adalah orang yang sangat
diuntungkan karena dalam kondisi apapun, ia tetap
akan memperoleh bunga tanpa usaha dan berkeringat.

D. Prinsip Keseimbangan

Berbagai konsep transaksi jual beli telah dirumus-
kan dalam ekonomi Islam. Salah satu transaksi yang
boleh dilakukan oleh muslim adalah musyarakah.
Transaksi musyarakah dipahami sebagai akad kerja
sama usaha antara mudharib dan shahibul maal, di
mana masing-masing menanamkan modalnya dan
keuntungan (margin) yang disepakati. Transaksi kerja
sama atau kongsi usaha yang dilakukan berdasarkan
kepada konsep musyarakah. Pada dasarnya konsep mu-
syarakah memiliki tujuan menciptakan keseimbangan
manfaat yang didapat oleh berbagai pihak.

Keseimbangan merupakan mnilai dasar yang
pengaruhnya terlihat dari berbagai aspek ekonomi
muslim, misalnya kesederhanaan, saling mengun-
tungkan, dan menyepakati perjanjian bersama.
Sebagaimana firman Allah dalam Q.S. At-Taubah ayat
4.
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Artinya: “Kecuali orang-orang musyrikin yang
kamu telah mengadakan perjanjian (dengan mereka)
dan mereka tidak mengurangi sesuatu pun (dari isi
perjanjian)mu dan tidak (pula) mereka membantu
seseorang yang memusuhi kamu, maka terhadap
mereka itu penuhilah janjinya sampai batas waktunya.
Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang
bertakwa.”



Konsep keseimbangan ini tidak hanya timbangan
kebaikan hasil usaha diarahkan untuk dunia dan
akhirat saja. Akan tetapi, juga berkaitan dengan kepen-
tingan atau kebebasan perorangan dengan kepentingan
umum yang harus dipelihara dan keseimbangan antara
hak dan kewajiban. Salah satu karakteristik ekonomi
syariah yaitu adanya keseimbangan yang menjadi
karakteristik dasar dari ekonomi syariah. Hal ini
aktualisasinya dengan adanya keseimbangan kepe-
milikan individu dan kepemilikan publik. Transaksi
syariah menjunjung tinggi nilai kebersamaan dan
keadilan dalam memperoleh manfaat (sharing
economics) sehingga seseorang tidak boleh mendapat
keuntungan di atas kerugian orang lain. Implementasi
keadilan dalam kegiatan usaha salah satunya adalah
berupa aturan atau kaidah bermuamalah yang mela-
rang adanya unsur bunga dalam segala bentuk dan
jenisnya (Muyassir, 2016, p. 86).

Prinsip keseimbangan dalam akad atau perjanjian
dapat diartikan sebagai persamaan dalam hukum atau
kesetaraan. Dalam hukum kontrak menggunakan istil-
ah keseimbangan. Hal ini merupakan pelaksanaan dari
prinsip itikad baik, prinsip transaksi yang dilandasi
oleh kejujuran dalam menentukan sesuatu hal,
termasuk di dalamnya dalam hal menentukan margin
pembagian keuntungan karena nantinya akan ber-
akibat dalam penentuan porsi jumlah modal masing-
masing pihak dalam menentukan margin pada
dasarnya ada perbedaan dalam angsuran antara dua
tahun dengan angsuran dengan jangka waktu lebih dua
tahun (yang terjadi adalah pembayaran angsuran lebih
besar dari pada yang seharusnya). Prinsip keseimba-



ngan (tawazun) mengantarkan kepada pencegahan
segala bentuk monopoli dan pemusatan kekuasaan
ekonomi pada satu tangan atau satu kelompok.

Atas dasar ini pula Al-Qur’an menolak tegas yang
menjadikan kekayaan hanya berkisar pada orang-orang
atau kelompok tertentu saja (Q.S..Al-Hasyr (59): 7).
Dalam prinsip ini juga datang larangan berbuat curang.
Hal ini tercermin pada QS. Al-Muthaffifin: 1—3.
ghsi5s sh ab S 15 ¥ oy GO e THIERT 1Y Gl ) Galaall 55

AESEENEY
Artinya:

1. Kecelakaan Dbesarlah bagi orang-orang yang
curang.

2. (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takar-
an dari orang lain mereka minta dipenuhi.

3. dan apabila mereka menakar atau menimbang
untuk orang lain, mereka mengurangi.

Allah memberikan ancaman sedemikian Kkeras
kepada para orang yang berbuat curang. Berkaitan
dengan ini Rasul saw bersabda, “Man ghosysyanaa
falaisa minna.” Artinya, “Barangsiapa yang berbuat
curang atau menipu kepada kami (kaum Muslimin),
maka ia bukan termasuk golongan kami” (HR. Muslim).
Dalil naqgli di atas, oleh sebagian pakar dijadikan dasar
pemberian wewenang kepada penguasa untuk menca-
but hak milik perusahaan spekulatif yang melakukan
kecurangan (penyelundupan dan pengambilan keun-
tungan secara berlebihan). Di samping itu, Sikap
curang pun dapat rnenimbulkan ketidakadilan antara
para pelaku wusaha dapat menimbulkan keti-
dakseimbangan akibat tidak adanya kepercayaan.
Dalam rangka memelihara keseimbangan itu, Islam



menugaskan pemerintah untuk mengontrol persaingan
usaha yang selalu menimbulkan masalah dialaminya
antara para pelaku usaha dalam berserikat dan juga
melakukan perjanjian usaha bersama.

Dalam melakukan akad musyarakah, hendaknya
didasarkan pada asas keseimbangan. Asas 1ini
menghendaki kedua belah pihak memenuhi dan me-
laksanakan perjanjian. Kreditur mempunyai kekuatan
untuk menuntut prestasi dan jika diperlukan dapat
menuntut pelunasan prestasi melalui kekayaan de-
bitur, namun kreditur juga memikul beban untuk
melaksanakan perjanjian itu dengan itikad baik. Dapat
dilihat bahwa kedudukan kreditur yang kuat seimbang
dengan kewajibannya untuk memperhatikan itikad
baik, sehingga kedudukan kreditur dan debitur
seimbang. Hukum perjanjian syariah Islam tetap me-
nekankan perlunya keseimbangan baik keseimbangan
antara apa yang diberikan dan apa yang diterima
maupun keseimbangan dalarn memikul risiko (Santoso,
2016, p. 59).

Keseimbangan (equality) menurut peneliti dalam
konsep transaksi musyarakah terwujud pada tiga aspek
utama yang membedakan dengan konsep transaksi
pada umumnya.

a. Keterbukaan dalam proses transaksi mulai dari
adanya kejelasan, dalam hal ini barang yang riil
atau jenis layanan usaha yang riil.

b. kepercayaan dalam perjanjian (akad) transaksi
dibangun mulai dari adanya modal yang disepakati
bersama antara kreditur dan debitur dan juga
margin bagi hasil yang jelas.
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c. Transparansi dalam hal usaha yang dikelola ber-
sama, baik dalam pembagian hasil dan keuntungan
bersama.

Aspek tersebut harus diterapkan oleh berbagai pihak
sebagai syarat untuk memenuhi transaksi musyarakah.
Prinsip keseimbangan ini terkait dengan perbuatan
zalim. Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008
tentang Perbankan Syariah disebutkan bahwa “Zalim
yaitu transaksi yang menimbulkan ketidakadilan bagi
pihak lainnya.” Zalim adalah perbuatan yang dilarang
di dalam Agama Islam, bahkan dilaknat oleh Allah Swt.
Demikian dari Q.S. As-Shaad ayat 24.
ga;g:a;;@g;uu\w\ﬁu\, “aal ) disss iy alalls 5 08
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Artinya: “Daud berkata: ‘Sesungguhnya dia telah
berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu
itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. Dan
sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang
berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada
sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman
dan mengerjakan amal yang saleh; dan amat sedikitlah
mereka ini’. Dan Daud mengetahui bahwa Kami
mengujinya; maka ia meminta ampun kepada Tuhan-
nya lalu menyungkur sujud dan bertaubat.”
Asas kesetaraan ini apabila dikaitkan' dengan akad
baku, di mana sering kali posisi tawar (bargaining
position) yang tidak setara biasanya akan mengakibat-
kan situasi yang kurang berimbang.



E. Kaidah Akad Musyarakah

Syirkah atau musyarakah berasal dari akar kata
dalam bahasa Arab, syirkatan (masdar atau kata dasar)
dan syarika (£ill madhi atau kata kerja) yang berarti
mitra, sekutu, kongsi, atau serikat. Secara bahasa,
syirkah berarti al-ikhtilath (penggabungan atau pen-
campuran) (Mediawati, 2019). Secara umum, syirkah
dibedakan menjadi dua, yaitu syirkah amlak
(kepemilikan) dan syirkah uqud (akad). Syirkah amlak
terdiri atas amlak ikhtiari (optional) dan amlak ijbari
(otomatis atau mutlak). Sementara itu, syirkah uqud
terdiri atas syirkah amwal (harta/aset), syirkah abdan
(keterampilan), dan syirkah wujuh (reputasi atau good
wil). Selain dari jenisnya, syirkahjuga dibagi berdasar-
kan porsi penyertaan modal yaitu berupa syirkah inan
jika porsi modal para pihak yang bermitra tidak sama,
sementara jika masing-masing pihak yang bermitra
menyertakan porsi modal dalam jumlah yang sama hal
itu dinamakan syirkah mufawadhabh.

Pembiayaan musyarakah adalah pembiayaan be-
rupa akad kerja sama antara pihak BUS/UUS/BPRS
dengan pihak nasabah berupa penyatuan modal oleh
masing-masing pihak untuk melaksanakan usaha atau
proyek tertentu dan/atau upaya untuk memiliki aset
tertentu yang bertujuan untuk memperoleh sejumlah
keuntungan dengan ketentuan bahwa keuntungan
(profit) dan kerugian (loss) akan ditanggung bersama.
Keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan atau
porsi modal, sementara kerugian ditanggung hanya
sebesar porsi modal masing-masing.

Berikut penjelasan terkait jenis-jenis syirkah
sebagaimana diterangkan oleh Sayyid Sabiq dalam
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kitab Figh Al Sunnah tersebut (via Falikhatun, et al,
2015).
1. Syirkah Amlak
Syirkah amlak adalah syirkah yang terjadi
bukan karena akad, tetapi terjadi karena usaha
tertentu (ikhtiar:) atau terjadi secara alami atau
otomatis (ijjbarr). Oleh karena itu, syirkah amlak
dibedakan lagi menjadi dua macam yaitu.
a. Syirkah Amlak Ikhtiari
Contoh hal akad hibah, wasiat, dan pem-
belian. Maka, dalam syirkah amlak ikhtiari
tidak terkandung akad wakalah dan akad
wilayah (penguasaan) dari salah satu syarik
kepada syarik lainnya.
b. Syirkah Amlak Ijbari
Syirkah antara dua syarik atau lebih yang
terjadi karena peristiwa alami secara otomatis
seperti kematian. Syirkah amlak ini disebut
17bari (paksa/mutlak) karena tidak ada upaya
dari para syarik untuk mewujudkan peristiwa
atau faktor yang menjadi sebab terjadinya
kepemilikan bersama. Misalnya, kematian seo-
rang ayah merupakan faktor yang menyebabkan
terjadinya pembagian harta di antara ahli waris.
2. Syirkah Uqud
Syirkah uqud adalah dua pihak atau lebih yang
bersepakat untuk menggabungkan harta guna
melakukan kegiatan wusaha atau bisnis, dan
hasilnya dibagi antara para pihak baik berupa laba
maupun rugi. Dalam kitab fikih, syirkah uqud
diklasifikasikan menjadi empat macam (1) syirkah
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amwal inan, (2) syirkah amwal mufawadhah, (3)
syirkah abdan, dan (4) syirkah wujuh.

Bahkan Ulama Hanafiah membagi syirkah
uqud menjadi enam macam yaitu (1) syirkah amwal
mufawadhah yaitu kemitraan modal usaha dari
para syarik dengan jumlah modal yang sama, (2)
syirkah amwal inan yaitu kemitraan modal usaha
dari para syarik dengan jumlah modal yang
berbeda, (3) syirkah abdan mufawadhah yaitu
kemitraan keterampilan dari para syarik sebagai
modal usaha dengan kualitas keterampilan yang
sama, (4) syirkah abdan inan yaitu kemitraan
keterampilan dari para syarik sebagai modal usaha
dengan kualitas keterampilan yang berbeda, (5)
syirkah wujuh mufawadhah kemitraan kredibilitas
usaha atau nama baik atau reputasi (good wil) dari
para syarik sebagai modal usaha dengan kualitas
kredibilitas yang sama, dan (6) syirkah wujuh inan
kemitraan yaitu kredibilitas usaha atau nama baik
atau reputasi (good wil) dari para syarik sebagai
modal usaha dengan kualitas kredibilitas yang
berbeda.

Syarat-syarat syirkah uqud terdiri atas tiga
macam (Setiawan, 2013, p. 1—8). Pertama, gabli-
yvah al wakalah yaitu bahwa dalam syirkah uqud
terkandung akad wakalah. Sebab, syirkah uqud
bertujuan untuk melakukan bisnis (muawadha?d
yang tidak mungkin dilakukan, kecuali jika terda-
pat akad kuasa dari masing-masing pihak syarik.
Kedua, keuntungan yang diperoleh dalam syirkah
uqud harus ditentukan nisbahnya bagi masing-
masing syarik. Ketiga, bagian keuntungan bagi
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masing-masing syarik tidak boleh dinyatakan

dalam jumlah tertentu yang pasti (seperti seratus

juta atau satu milyar), tetapi dinyatakan dalam

nisbah misalnya 60:40 atau 55:45.

Dalam aktivitas pembiayaan menggunakan produk
pusyarakah dan musyarakah mutanaqishah, per-
bankan syariah haruslah memastikan bahwa
pelaksanaan pembiayaan sesual dengan kepatuhan
syariah sebagaimana telah ditetapkan dalam berbagai
ketentuan hukum Islam termasuk fatwa DSN (Idris,
2018).

1. Ketentuan Akad Musyarakah

Musyarakah merupakan salah satu jenis kontrak
yang diterapkan oleh perbankan syariah. Musyarakah
diterapkan melalui mekanisme pembagian keuntungan
serta kerugian (profit loss sharing) di antara para pihak
(mitra atau syarik) melalui metode profit maupun
revenue sharing (Kurnia et al,, 2017). Porsi pembiayaan
dengan akad musyarakah saat ini hanya berkontribusi
sebesar 22% dari total pembiayaan perbankan syariah
Indonesia, sementara murabahah sekitar 60%. Konsep
profit loss sharing dalam akad musyarakah menjadi ciri
khusus sebagai pembeda antara aktivitas perbankan
syariah dengan perbankan konvensional. Tanggung
renteng atas keuntungan dan kerugian yang dialami
antara bank dan nasabah menjadi kriteria khusus yang
dapat menarik jumlah nasabah lebih banyak jika bank
mampu mengelola risiko dengan baik.

Akad musyarakah dapat diaplikasikan dan dikem-
bangkan dalam berbagai bentuk produk pembiayaan,
baik yang bersifat produktif maupun konsumtif untuk
tujuan modal kerja, usaha, investasi, maupun konsum-
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si (Rosiana et al, 2019). Standar Produk Perbankan
Syariah Musyarakah dan Musyarakah Mutanaqishah
(Jaaffar & Ghazali, 2018).

a. Perjanjian dengan akad musyarakah harus meme-
nuhi rukun sebagai berikut.

1) Pihak yang berakad; bank dan nasabah di mana
keduanya sebagai pemilik modal (shahibul
maal), sedangkan nasabah selain sebagai pemi-
lik modal juga sebagai pelaksana (musyarik);

2) Modal; masing-masing pihak menyertakan mo-
dal dengan tujuan untuk membeli suatu aset
atau melaksanakan usaha/proyek tertentu;

3) Objek akad; objek akad dapat berupa aset,
proyek, atau usaha yang akan menghasilkan ke-
untungan bagi para pihak;

4) Tjab Kabul; pernyataan penawaran (ijab) dan
penerimaan (kabul) yang dinyatakan oleh para
pihak terkait untuk menunjukkan kehendak
masing-masing dalam mengadakan perjanjian
(akad).

5) Nisbah bagi hasil; pembagian porsi keuntungan
yang akan diperoleh para pihak dalam bentuk
persentase bukan jumlah uang yang tetap.

b. Pengikatan perjanjian pembiayaan musyarakah
antara BUS/UUS/BPRS dan nasabah harus ditu-
angkan secara tertulis yang dapat dilakukan secara
di bawah tangan atau di bawah legalisasi secara
notariil.

c¢. Dalam perjanjian pembiayaan musyarakah antara
BUS/UUS/BPRS dan nasabah harus dinyatakan
secara jelas bahwa kerja sama di antara para
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pemilik modal dilaksanakan dengan tujuan men-
cari keuntungan.
. Dalam perjanjian pembiayaan musyarakah,
nasabah dan BUS/UUS/BPRS sama-sama menye-
diakan modal dan harus dinyatakan dengan tegas
perbandingan antara modal BUS/UUS/BPRS dan
modal nasabah.
. Pembiayaan musyarakah yang diberikan BUS/
UUS/BPRS dan nasabah adalah untuk membiayai
usaha, proyek, atau aset tertentu, baik yang sudah
berjalan maupun yang baru, yang akan dikelola
oleh nasabah menurut ketentuan yang disepakati
oleh BUS/UUS/BPRS.
. Pembiayaan musyarakah yang diberikan BUS/
UUS/BPRS dapat bersifat kerja sama modal, baik
dalam jumlah tetap (modal tidak diangsur) maupun
jumlah menurun (modal diangsur).
. Dalam pembiayaan musyarakah jumlah tetap,
bagian modal setiap mitra ditentukan sesuai akad
dan jumlahnya tetap hingga akhir masa akad, di
mana pada akhir masa akad BUS/UUS/BPRS
berjanji akan menjual keseluruhan modalnya
sekaligus kepada nasabah dan nasabah berjanji
untuk membeli keseluruhan modal BUS/UUS/
BPRS tersebut.
. Dalam Pembiayaan Musyarakah jumlah menurun,
bagian modal BUS/ UUS/BPRS akan dijual secara
bertahap (diangsur) kepada nasabah (atau pihak
lain) sehingga bagian modal BUS/UUS/BPRS akan
menurun dari masa ke masa dan pada akhir masa

akad, BUS/UUS/BPRS tidak lagi memiliki modal

D | /| —



(menjadi pemilik) dalam usaha, proyek, atau aset
tersebut.

i. Pengembalian modal dan bagi hasil hak BUS/

UUS/BPRS dihitung dan disepakati berdasarkan
perjanjian yang dibuat oleh para pihak terkait.

j. Nisbah bagi hasil tidak harus selalu sama setiap

bulannya selama masa pembiayaan, walaupun kon-
tribusi modal tetap ataupun juga kontribusi modal
menurun, selama hal ini disepakati dari awal dan
sudah jelas tertulis pada pembuatan akad. Hal ini
tergantung dari perhitungan cash flow atas proyek
atau usaha yang akan dibiayai.

. Jika selama masa kegiatan proyek atau kegiatan
usaha dari pembiayaan musyarakah terjadi per-
ubahan kontribusi modal sehingga menyebabkan
juga perubahan nisbah bagi hasil, maka harus
dibuatkan adendum (perubahan) atas perjanjian
sebelumnya yang disepakati dan ditandatangani
oleh para pihak terkait.

Ketentuan Pihak-Pihak Terkait:

. Para pihak dalam kontrak musyarakah adalah
pihak yang diperbolehkan yang termasuk ke dalam
orang-perorangan dan/atau perusahaan atau badan
usaha;

. Para pihak dalam kontrak musyarakah harus
mempunyai kapasitas hukum untuk melaksanakan
kontrak;

. Kontrak musyarakah harus disertai dengan pena-
waran (ijab) dan penerimaan (kabul) dari kedua
belah pihak;

. Salah satu atau kedua belah pihak diperbolehkan
melaksanakan kontrak melalui perantara yang
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sah, dibuktikan dengan surat pernyataan per-
wakilan yang ditandatangani oleh pihak yang
bersangkutan; dan

e. Para pihak harus terikat oleh ketentuan yang telah
disepakati kedua belah pihak dalam kontrak yang
mana seluruh ketentuan tersebut tidak ada satu
pun yang melanggar kepatuhan prinsip syariah di
dalamnya.
Dari uraian di atas, dapat dijelaskan skema

transaksi produk musyarakah, sebagai berikut:
Diagram 1. Skema Transaksi Produk dan Akad
Musyarakah

BANK ‘ PROYEK USAHA - MUDHARIB

¥

KEUNTUNGAN

¥

BAGI HASIL KEUNTUNGAN SESUAI PORSI
KONTRIBUSI MODAL (NISBAH)

3. Standar Perjanjian Akad Musyarakah

Di dalam buku Standar Syariah yang disusun oleh
OJK, diatur ketentuan umum standar perjanjian akad
musyarakah sebagai berikut.

a. Komposisi suatu perjanjian pembiayaan musyara-
kah yang dibuat oleh BUS/UUS/BPRS harus terdiri
dari empat bagian yaitu judul, komparisi, isi, dan
penutup;

b. Isi perjanjian pembiayaan musyarakah harus dida-
sarkan pada kesepakatan para pihak sesuai dengan
asas konsensualisme dalam kontrak perjanjian
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baku. Kesepakatan para pihak merupakan wujud
atas keridaan (ar radhiyyah) yang dinyatakan
dalam bentuk ijab kabul (sighat akad) saat pengi-
katan perjanjian;

. Dalam proses mencapai kesepakatan dalam perjan-
jian tersebut, pthak BUS/UUS/BPRS menjelaskan
isi perjanjian yang akan ditandatangani dan
memberikan kesempatan bagi calon nasabah untuk
memahami dan memberikan pendapat terkait
seluruh klausul standar perjanjian pembiayaan
musyarakah yang dibuat oleh BUS/UUS/BPRS;

. Hukum Perjanjian sesuai Pasal 27 dan 28 KHES
terbagi dalam tiga kategori yaitu (1) akad yang
sahih (valid) yaitu akad yang terpenuhi rukun dan
syaratnya; (2) akad yang fashid (voidable) yaitu
akad yang terpenuhi rukun dan syaratnya, namun
terdapat hal lain yang merusak akad tersebut
karena pertimbangan maslahat; dan (3) akad yang
bathal (void) yaitu akad yang kurang syarat dan
rukunnya;

. Perjanjian atau akad pembiayaan musyarakah
harus memenuhi rukun dan syarat sah sebagai-
mana telah diatur dalam pasal 22 KHES dan 1320
KUHPerdatas;

. Akad perjanjian yang telah memenuhi rukun dan
syarat sah disebut sebagai akad yang sah atau
sahih;

. Akad perjanjian yang sah atau sahih akan me-
munculkan hak dan kewajiban bagi masing-masing
pihak serta seluruh akibat hukum yang timbul
mengikat kedua belah pihak;



. Rukun dan syarat sah akad musyarakah mencakup
subjek akad (aqid), proyek atau usaha (masyru),
modal (ra’sul mal), kesepakatan (sighatul akad),
dan nisbah bagi hasil (nishbatu ribhin);

i. Syarat pelaksanaan perjanjian atau akad musya-

rakah terdiri atas syarat subjektif dan syarat
objektif. Syarat subjektif yaitu terkait kecakapan
subjek hukum dan syarat objektif yaitu terkait
objek yang diperjanjikan harus amwal (halal);

j. Kecakapan subjek hukum berkaitan dengan ke-

mampuan untuk memikul tanggung jawab;

. Ketidakcakapan subjek hukum dibedakan menjadi
dua yaitu muwalla untuk pribadi kodrati dan taflis
untuk pribadi hukum atau badan usaha. Ketidak-
cakapan hukum ini akan mengakibatkan akad
perjanjian menjadi fashid (rusak) dan/atau bathal
(void);

. Pribadi kodrati yang dianggap cakap adalah telah
mencapai umur paling rendah 18 (delapan belas)
tahun atau pernah menikah sebagaimana disebut-
kan dalam Pasal 1 ayat 6 KHES;

.Pribadi hukum atau badan hukum (syirkah) yang
tidak cakap yaitu dalam hal dinyatakan taflis/pailit
berdasarkan putusan pengadilan yang telah
memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana
disebutkan dalam Pasal 2 KHES;

. Syarat objektif berkaitan dengan sebab yang halal
(amwal) yaitu objek akad haruslah terbebas dari
unsur maghrib (maysir, gharar, dan riba);

. Suatu perjanjian atau akad musyarakah tidak bo-
leh mengandung unsur ghalat (khilaf), zkrah (pak-
saan), taghrir (tipuan), dan gubhn (penyamaran);
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. Ghalath atau khilaf tidak mengakibatkan batalnya

suatu akad, kecuali khilaf itu terjadi mengenai

hakikat yang menjadi pokok perjanjian sebagai-
mana disebutkan dalam Pasal 30 KHES;

. Ikrah atau paksaan menyatakan bahwa paksaan

mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu

bukan berdasar pilihan bebasnya sebagaimana di-

sebutkan dalam Pasal 31 KHES;

. Paksaan (ikrah) dapat menyebabkan batalnya akad

apabila pihak yang dipaksa akan segera melak-

sanakan apa yang diancamkannya karena kondisi
jiwa merasa tertekan sebagaimana disebutkan
dalam Pasal 32 KHES;

. Taghrirat atau tipuan adalah pembentukan akad

melalui tipu daya dengan dalih untuk ke-

maslahatan, tetapi pada kenyataannya untuk
memenuhi kepentingannya sendiri disebutkan
dalam pasal 33 KHES;

. Suatu pembentukan perjanjian atau akad melalui

taghirat (penipuan) dapat menjadi alasan pemba-

talan suatu akad;

. Gubhn atau penyamaran sebagai suatu keadaan

yang tidak imbang antara prestasi dengan imbalan

prestasi dalam suatu akad sebagaimana disebut-
kan dalam Pasal 35 KHES;

. Perjanjian atau akad musyarakah berdasarkan

Pasal 21 KHES harus memenuhi asas:

1) Sukarela atau ikhtiyar (setiap akad dilakukan
berdasarkan kehendak para pihak dan bukan
karena keterpaksan);

2) Menepati janji atau amanah (setiap akad wajib
dilaksanakan oleh para pihak);



3)
4)

5)

6)

7)

8)

9)

Kehati-hatian atau ikhtiyati (setiap akad dila-
kukan dengan pertimbangan yang matang);
Tidak berubah (setiap akad memiliki tujuan
yang jelas dan terhindar dari spekulasi);
Saling menguntungkan (setiap akad dilakukan
untuk memenuhi kepentingan para pihak se-
hingga terhindar dari manipulasi);

Kesetaraan atau taswiyah (para pihak yang
melaksanakan akad memiliki kedudukan yang
setara, memiliki hak dan kewajiban yang
simbang);

Transparansi (akad dilakukan dengan pertang-
gungjawaban para pihak secara terbuka);
Kemampuan (akad dilakukan sesuai kemam-
puan para pihak);

Kemudahan atau taisir (akad memberi ke-
mudahan bagi masing-masing pihak untuk
melaksanakannya);

10) Itikad baik (akad dilaksanakan dalam rangka

menegakkan kemaslahatan);

11) Sebab yang halal (akad tidak bertentangan

dengan hukum).



Bab 8

Efektivitas Pembiayaan
Musyarakah dalam Memberikan
Kemanfaatan pada Perbankan
Syariah

Dari penjelasan produk dan sistem akad mu-
syarakah pada perbankan syariah yang diuraikan di
bab sebelumnya. Berikut data hasil pengamatan
terhadap pemahaman 33 orang staf pembiayaan dan
nasabah di bank syariah berkaitan dengan efektifitas
produk akad musyarakah pada perbankan syariah di
Sulawesi Selatan.

Tabel 1. Pernyataan terhadap Staf Bank Syariah

Penyataan Jawaban Keterangan

A B C JML

Pembiayaan 10 15 8 33 a. Efektif

musyarakah dalam b. Kurang

memberikan Efektif

manfaat pada c. Tidak

perbankan syariah Efektif

di Sulsel sudah

efektif.

Persentase (%) 30,30 45,45 24,25 100




Tabel 2. Pernyataan terhadap Nasabah

Jawaban

Penyataan X B C TNIL Keterangan
Pembiayaan 3 23 7 33 a. Efektif
musyarakah dalam b. Kurang
memberikan manfaat Efektif
pada nasabah c. Tidak
perbankan syariah di Efektif
Sulsel sudah efektif
Persentase (%) 9,09 69,70 21,21 100

Sumber: Data Hasil Pengamatan Tahun 2022
Sebanyak 33 orang staf bank syariah dan 33 orang
nasabah bank syariah digambarkan pada tabel di atas
Staff bank syariah menyatakan 45,45% kurang efektif,
30,30% efektif, dan 24,25% tidak efektif dengan
pembiayaan dengan akad musyarakah yang selama ini
mereka jual kepada nasabah bank syariah. Beberapa
alasan staff bank memilih mengatakan kurang efektif
karena banyaknya persyaratan dalam akad mu-
syarakah yang harus dipenuhi oleh calon nasabah,
terutama laporan keuangan yang harus dilaporkan
dalam proses bermusyarakah antara bank syariah
sebagai pemilik modal dan juga nasabah sebagai penge-
lola dan pemilik modal bersama yang akan melunasi
juga modal yang diberikan dengan mengangsurnya
pada pihak bank syariah.

Nasabah mendapatkan porsi persentase sebanyak
100% modal usaha tersebut dan juga Sumber Daya
Manusia (SDM) dari bank syariah juga banyak yang
belum memahami tentang pembiayaan dengan akad
musyarakah. Mereka cenderung hanya dapat menjual
produk dengan akad murabahah (ual beli). Selain itu,
pemahaman tentang konsep syariah staf perbankan



tentang konsep akad musyarakah masih cenderung
sama dengan produk konvensional seperti produk joint
venture pada perbankan konvensional pada umumnya
sehingga tidak dapat mencirikan tentang konsep sya-
riah yang sebenarnya. Kemudian, juga kurangnya
pendapatan dari pemasaran produk bank syariah yang
berakad musyarakah sehingga tidak berjalan secara
efektif untuk saat ini pada bank syariah di lokasi ini.

Selanjutnya, pernyataan nasabah bank syariah
memperlihatkan sebanyak 69,70% kurang -efektif,
21,21% tidak efektif, dan 9,09% efektif dengan produk
pembiayaan dengan akad musyarakah pada bank
syariah di daerah ini. Beberapa alasan nasabah me-
milih kurang efektif adalah karena kurangnya edukasi
terhadap nasabah tentang akad musyarakah pada bank
syariah. Selain itu, juga kecenderungan nasabah me-
nilai kesamaan pada produk konvensional yang selama
ini mereka pahami pada perbankan konvensional pada
umumnya. Kemudian, juga perihal persyaratan yang
administrasi yang banyak dalam proses pembiayaan
akad musyarakah yang harus selalu memperlihatkan
laporan keuangan dari hasil usaha yang dijalankan
nasabah yang telah dibantu oleh pihak bank syariah
sebagai pemodal bersama dalam syirkah yang telah
disepakati bersama. Biasanya, laporan tersebut diberi-
kan nasabah kepada bank byariah pemberi modal
sebulan sekali atau per triwulan, tergantung pada
kesepakatan kedua bela pihak, sehingga dibutuhkan
kepercayaan, kejujuran, dan ketelitian untuk membagi
dalam pemberian bagi hasil dari usaha tersebut.



Bab 9
Kemanfaatan Hukum Bank dan
Nasabah

Setiap perbankan Islam mempunyai bentuk kerja
sama yang beraneka ragam, baik itu produktif maupun
konsumtif, dalam hal akad musyarakah di mana pihak
bank bekerja sama dalam bentuk usaha dengan
nasabah. Selain itu, di mana pihak bank memberikan
pernyataan modal pada usaha yang dijalankan nasabah
berbentuk tempat usaha baru ataupun alat produksi
atau usaha yang diberikan modal bersama. Ada bebe-
rapa bentuk musyarakah yang dipraktikan oleh bank
syariah, salah satu produknya ialah musyarakah
mutanaqisah (MMQ) yang dipakai dalam transaksi
pembelian rumah bagi nasabah bank syariah. Sejumlah
alasan diajukan untuk menjelaskan popularitas mu-
syarakah dalam operasi investasi perbankan Islam,
yaitu sebagai berikut.

a. Musyarakah adalah suatu mekanisme investasi
jangka pendek maupun jangka panjang dan
dibandingkan dengan sistem Profit and Loss
Sharing (PLS) cukup memudahkan;

b. Penetapan porsi pembagian modal usaha sedemi-
kan rupa sehingga memastikan bahwa bank dapat
memperoleh keuntungan margin yang sebanding



dengan keuntungan bank-bank berbasis bunga

yang menjadi saingan bank-bank Islam;

c. Musyarakah menjauhkan ketidakpastian yang ada
pada pendapatan dari bisnis-bisnis dengan Profit
and Loss Sharing (PLS);

d. Musyarakah memungkinkan bank-bank Islam un-
tuk mencampuri manajemen bisnis karena bank
mitra si nasabah. Sebab, hubungan mereka dalam
musyarakah ialah hubungan antara para pemilik
modal.

Selain itu, manfaat-manfaat pada pembiayaan
musyarakah, baik bagi pihak bank maupun nasabah,
antara lain sebagai berikut.

a. Bank akan menikmati peningkatan dalam jumlah
tertentu pada saat keuntungan nasabah me-
ningkat;

b. Bank tidak berkewajiban membayar dalam jumlah
tertentu kepada nasabah pendanaan secara tetap,
tetapi disesuaikan dengan pendapatan atau hasil
usaha bank sehingga bank tidak akan pernah
mengalami negative spread

c. Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan
dengan cash flow usaha nasabah sehingga tidak
memberatkan usaha nasabah;

d. Bank akan selektif dan hati-hati mencari usaha
yang benar-benar halal, aman, dan menguntung-
kan karena keuntungan yang konkret dan benar-
benar terjadi itulah yang akan dibagikan.

Bank syariah dalam menerapkan margin keun-
tungan salah satunya menjadikan tingkat suku bunga
sebagai rujukan dalam modal bersama yang akan
diambil oleh nasabah secara perlahan dan temporari



(pokok+margin) produk musyarakah. Cara penetapan
margin yang hanya mengacu pada suku bunga
merupakan langkah sesat sekaligus menyesatkan dan
lebih berat lagi dapat merusak reputasi bank syariah.
Dalam praktiknya, tingginya margin yang diambil oleh
pihak bank syariah ialah untuk mengantisipasi naik-
nya suku bunga di pasar atau inflasi. Jadi, kalau terjadi
kenaikan suku bunga yang besar, maka bank syariah
tidak mengalami kerugian secara riil. Namun, apabila
suku bunga dipasar tetap stabil atau bahkan turun,
maka margin musyarakah akan lebih besar di-
bandingkan dengan tingkat suku bunga pada bank
konvensional,

Bank Syariah dalam produk pembiayaan dalam
menerapkan prinsip kongsi musyarakah yang praktik-
nya sama dengan bunga di bank konvensional. Seperti
dalam bentuk akad Musyarakah Mutanaqisah (MMQ)
biasanya di gunakan dalam bentuk produk KPR pem-
belian rumah antara nasabah, di mana menggunakan
bentuk akad mukarab atau Dbertingkat ini. Al
mukarabah (murakab) secara etimologi berarti a/am’u
(masdar), yang berarti pengumpulan atau penghimpu-
nan. Kata murakab sendiri berasal dari kata ‘rakkaba-
yurakkibu-tarkiban’ yang mengandung arti meletakkan
sesuatu pada sesuatu yang lain sehingga menumpuk,
ada yang di atas dan yang di bawah.

Sementara itu, mukarab menurut pengertian para
ulama fikih adalah himpunan beberapa hal sehingga
disebut dengan satu nama. Seseorang menjadikan
beberapa hal menjadi satu hal (satu nama) dikatakan
sebagai melakukan penggabungan (tarkib), sesuatu
yang dibuat dari dua atau beberapa bagian, sebagai



kebalikan dari sesuatu yang sederhana (tunggal/ basith)
yvang tidak memiliki bagian-bagian dan meletakkan
sesuatu di atas sesuatu lain atau menggabungkan
sesuatu dengan yang lainnya (Najamuddin, 2013).
Dalam penerarapan musyarakah mutanaqisah ini
dapat dilihat dalam diagram di bawah.

Diagram 2. Pembiayaan Musyarakah Mutanaqisah

Bank Syariah Nasabah
Partner Partner
Financial Penjualan bertahap bagian pemberi dana Financial
Capital Bank Syariah kepada Nasabah Pembiayaan Capital
90% T 10%
Joint Asset
Harga Sewa

Total kepemilikan aset Nasabah

Dalam proses pembiayaan musyarakah mutana-
gisah, di mana nasabah sebagai konsumen untuk pem-
belian rumah biasanya menggunakan akad ini untuk
memudahkan proses KPR nasabah dan bank syariah
sama sama bersepakat untuk membeli rumah dengan
masing masing mempunyai porsi pembagian modal.
Bank syariah porsi modalnya 90% dan nasabah porsi
modalnya 10% dalam perjalan dengan konsep akad
musyarakah, syirkah pembagian hasil tetap diberikan
dengan mengurangi nilai pokok juga dalam usaha
bersama. Ini menimbulkan biaya sewa yang dibagikan
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kepada para pihak kongsi sebagai bagi hasil untuk
jalannya kerja sama usaha. Jadi, posisi nasabah di sini
sebagail penyewa juga sebagai pembeli dari rumah yang
dibeli bersama oleh pihak bank syariah sampai jangka
waktu yang disepakati atau sampai kepemilikan modal
nasabah menjadi 100%. Jadi, antara nasabah dan bank
syariah dengan akad ini ada dua kesepakatan yang
terjadi. Pertama, kesepakatan dalam hal pembelian
rumah untuk menjadi usaha bersama. Kedua, kesepa-
katan yang terjadi antara pemilik modal dan juga
penyewa, di mana nasabah berkedudukan sebagai
pemilik modal juga penyewa. Jadi, inilah yang unik dari
akad mukarab (akad bertingkat) yang dijelaskan di
atas.

Dari pengamatan bersama Bank Unit Usaha
Syariah terjadi fenomena, di mana nilai sewa juga
ditentukan dari kesepakatan per tahun yang dinilai
berdasarkan nilai sewa saat itu. Jadi, berdasarkan suku
bunga yang berlaku sebagai patokan perbankan syariah
yang cenderung berada pada unit syariah. Sebab, ada-
nya persaingan dengan induk konvensionalnya. Ini
seharusnya tidak boleh ada sebab bertentangan dengan
fakta bank syariah tidak boleh sama dengan mematok
suku bunga yang dijadikan sebagai harga sewa saat itu,
di mana nasabah sebagai penyewa juga pembeli secara
terus-menerus kepada pihak bank syariah agar nasa-
bah mendapatkan kepemilikan modal sampai 100%.

Antonio (2001) menyebutkan beberapa ketentuan
yang tidak memberikan kemanfaatan hukum kepada
bank adalah sebagai berikut.

a. Kelemahan utama bank Islam adalah bahwa bank
dengan sistem ini terlalu berprasangka baik
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kepada semua nasabahnya dan berasumsi bahwa
semua orang yang terlibat dalam bank Islam
adalah jujur. Dengan demikian, bank Islam sangat
rawan terhadap mereka yang beritikad tidak baik,
sehingga diperlukan usaha tambahan untuk me-
ngawasl nasabah yang menerima pembiayaan dari
bank Islam.

. Sistem bagi hasil memerlukan perhitungan-perhi-
tungan yang rumit, terutama dalam menghitung
bagian laba nasabah yang kecil-kecil dan yang nilai
simpanannya di bank tidak tetap. Dengan demi-
kian, kemungkinan salah hitung setiap saat bisa
terjadi sehingga diperlukan kecermatan yang lebih
besar dari bank konvensional.

. Bank ini membawa misi bagi hasil yang adil, maka
bank Islam lebih mernerlukan tenaga-tenaga profe-
sional yang andal daripada bank konvensional.

. Kekeliruan dalam menilai proyek yang akan dibia-
yai bank dengan sistem bagi hasil akan membawa
akibat yang lebih besar dari pada yang dihadapi
bank konvensional yang hasil pendapatannya
sudah tetap dari bunga.

Penyimpangan dari konsepsi bank syariah akan

menghilangkan jati diri dan keunikan bank syariah

yang pada gilirannya akan menghilangkan eksistensi

bank syariah. Saat ini masih ada kecenderungan keke-

cewaan pengguna jasa perbankan syariah karena masih

ada praktik-praktik yang dinilai tidak sejalan dengan

prinsip syariah, sehingga berakibat loyalitas dan

kontinuitas penggunaan jasa bank tersebut tidak dapat
dipertahankan lama. Penyimpangan prinsip syariah

dapat terjadi dalam berbagai derajat, misalnya hanya



yang sekadar melakukan benchmarking tingkat bagi
hasil atau margin sewa usaha dengan tingkat bunga
bank konvensional yang berlaku hingga penempatan
dana menganggur pada bank-bank konvensional de-
ngan motif memperoleh pendapatan bunga.

Bank syariah sering kali membatasi instrumen dan
produknya hanya pada beberapa produk tertentu,
sehingga bank-bank syariah kesulitan dalam mengem-
bangkannya. Bahkan, terjebak dalam siklus investasi
yang sempit. Hal ini menunjukan tidak adanya kebe-
ranian dan kemauan yang sungguh-sungguh dari para
pelaku bank syariah. Dengan memberikan pilihan
bentuk investasi kepada para klien menjadi jaminan
akan kematangan konsep bank syariah, di mana setiap
klien akan memilih instrumen-instrumen tadi sesuai
dengan kebutuhan, kemampuan, dan peluangnya. Ber-
beda apabila bank syariah saat ini hanya menyediakan
instrumen investasi dalam bentuk-bentuk tertentu, di
mana seorang klien dengan terpaksa hanya mengan-
dalkan instrumen yang tersedia. Hal itu bisa berakibat
fatal apabila kemampuan klien dan peluangnya tidak
bisa dikembangkan pada instrumen yang tersedia pada
bank syariah.

Contohnya, seorang klien mempunyai peluang
investasi yang mengandalkan bentuk musyarakah
(partnership) dan ternyata bentuk investasi yang ter-
sedia di bank hanya dalam bentuk murabahah dan
ijjarah. Dalam hal ini, memaksakan salah satu dari dua
instrumen investasi yang ada tersebut untuk jenis
investasi yang menggunakan akad lain dapat berakibat
fatal dan berisiko tinggi. Sebab, karakteristik dari
masing-masing akad tersebut berbeda. Apabila dipak-



sakan mungkin yang muncul justru kemudaratan dan
mampu menjatuhkan citra dari perbankan syariah jika
pada kemudian hari investasi tersebut ternyata macet.
Pelayanan sosial pada perbankan syariah di Indonesia
masih sangat terbatas. Bahkan, dibatasi oleh undang-
undang perbankan Indonesia, di mana bank syariah di
Indonesia tidak boleh melakukan pelayanan sosial yang
selama ini menjadi kewenangan lembaga-lembaga
sosial. Namun, dengan keluarnya undang-undang
perbankan yang baru ini telah diubah, sehingga bank
syariah pun dapat menjalankan fungsi pelayanan
sosialnya.
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Bab 10

Faktor-Faktor yang Memengaruhi
Implementasi Pembiayaan
Musyarakah pada Perbankan

Syariah

Dari penjelasan produk dan sistem akad musya-
rakah pada perbankan syariah, berikut ini hasil

pengamatan terhadap pemahaman 33 orang staf

pembiayaan di bank syariah berkaitan dengan faktor-

faktor yang memengaruhi implementasi produk akad

musyarakah pada perbankan syariah di Sulawesi

Sela
1.

tan.

Faktor prinsip syariah memengaruhi implementasi

pembiayaan musyarakah pada perbankan syariah

di lokasi pengamatan.

No. Keterangan Frekuensi | Persentase (%)
1. Memengaruhi 23 69,70
2. Kurang 6 18.18
memengaruhi
3. Tidak 4 12.12
Memengaruhi
Jumlah 33 100

Faktor prinsip syariah memengaruhi implementasi
pembiayaan musyarakah pada perbankan syariah di
lokasi tersebut. Sebanyak 69,70% mengatakan meme-




ngaruhi prinsip syariah dalam implementasi pada
pembiayaan musyarakah, 18,18% kurang memenga-
ruhi prinsip syariah, dan 12,12% tidak memengaruhi
implementasi pembiayaan musyarakah pada per-
bankan syariah di lokasi tersebut. Prinsip syariah
memengaruhi karena staf merasa produk pembiayaan
musyarakah sudah melalui pertimbangan Dewan
Pengawas Syariah (DPS) pada perbankan syariah
dalam hal standar kesesuaian syariah. Selain itu,
menurut Teori Maslahah Al-Thufi bertolak dari hadis
yvakni “La dharara wa la dhirara fi al-Islam.” Artinya,
tidak boleh memudaratkankan dan tidak boleh pula
memudaratkan orang lain dalam Islam.

Teori maslahah dalam beberapa kajian atau pen-
dekatan yang digunakan bertolak dari nilai-nilai
ekonomi syariah. Hal ini menurut Al-Thufi berintikan
pada pemikiran bahwa maslahah ditempatkan sebagai
dalil yang bersifat mandiri dan paling dominan dalam
legislasi Islam, baik secara substansial kemaslahatan
itu sendiri mendapat konfirmasi dari syarak ataupun
sebaliknya. Corak pemikiran Al-Thufi dalam teori
maslahah ini, terlihat dalam pembaruan hukum Islam
(Antonio, 2001, p. 34). Beberapa teori Hierarki Al-
Maslahah berusaha mencari jawaban atas masalah
muamalah-muamalah dari aspek kemslahatan melalui
berbagai metode atau pendekatannya yang merujuk
pada sumber-sumber hukum Islam, relevan sekali.
Bahkan, sangat esensial untuk menemukan dari mana
landasan hukum (syariah) dalam bidang ekonomi,
termasuk pula perbankan syariah. Secara tekstual dan
kontekstual tercantum secara jelas dan tegas ‘Bank
Syariah’ dalam sumber-sumber hukum Islam utama.



yakni dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah atau melalui
sumber-sumber hukum berikutnya yakni ijtihad, ijjmak,
dan lainnya melalui interpretasi.

Sejumlah nilai ekonomi syariah yang oleh Hamid
(2007, p. 265), merupakan grand theory yang mampu
menjawab segala problematika ekonomi syariah.
Pengembangan Teori Hierarki Al-Maslahah dalam
konteks Teori Maqgashid Al-Syariah adalah untuk me-
wujudkan kebaikan sekaligus menghindari keburukan
atau menarik manfaat dan menolak mudarat (Mu’alim
& Yusdani, 2001, p. 50).

Menurut Arief Dirga Kusuma, Account Officer di
Bank Sulselbar Syariah, “Masih adanya mengikuti
aspek konvensional karena tuntutan untuk menjual
dan bersaing pada lembaga perbankan syariah yang
punya induk konvensional, khususnya pada unit usaha
syariah yang sistem SDM masih campur dengan sistem
perbankan konvensional” (Wawancara Penulis, 2022).
Dalam melakukan proses akad musyarakah sangat
memungkinkan adanya patokan terhadap suku bunga
dalam hal untuk menyeimbangkan tuntutan bank
konvensional yang menjadi induk dari bank syariah.
Hal ini agar dapat lebih bersaing tentunya dengan
nasabah konvensional yang sudah eksis pada lembaga
keuangan tersebut, seperti gambaran yang penulis
temukan pada dua lembaga keuangan syariah tempat
yvang dijadikan lokasi pengamatan dalam buku ini,
yaitu Bank Sulselbar Syariah dan Bank OCBC NISP
Syariah sebagai Unit Usaha Syariah.



2. Faktor persyaratan kemitraan antara nasabah
dengan bank syariah memengaruhi implementasi
pembiayaan musyarakah pada perbankan syariah
di lokasi tersebut.

No. | Keterangan Frekuensi Persentase
(%)
1. | Memengaruhi 25 75.75%
2. | Kurang 5 15.15%
memengaruhi
3. | Tidak 3 9.10%
Memengaruhi
Jumlah 33 100%

Sumber: Data Hasil Pengamatan Tahun 2022

Faktor persyaratan kemitraan antara nasabah
dengan bank syariah memengaruhi implementasi
pembiayaan musyarakah pada perbankan syariah di
provinsi ini. Sebanyak 75,75% memengaruhi, 15,15%
kurang memengaruhi, dan 9,10% tidak memengaruhi.
Faktor persyaratan kemitraan nasabah memengaruhi
menurut 33 orang staf pada bank syariah di lokasi ini.
Sebab, mereka menganggap kemitraan dalam akad
musyarakah adalah suatu yang penting, kongsi atau
syirkah atas dasar penggabungan modal usaha sehing-
ga banyak hal yang harus menjadi syarat dan standar
untuk dilakukannya. Menurut Anugrah, staf Analis
Pembiayaan Bank Muamalat Cabang Makassar,
pembiayaan usaha yang dapat untuk dilakukan permo-
dalan usaha bersama sehingga kedepannya laporan
atas proses usaha dan hasil usaha yang akan dibagi
dan adanya prinsip kejujuran dan keadilan juga
transparansi dalam mekanisme usaha yang dibiayai
bersama tersebut. Jadin tidak berakhir kerugian,



tetapi menghasilkan laba usaha untuk dibagi hasil
sesuai dengan porsi margin yang disepakati
(Wawancara Penulis, 2022).

3. Faktor pendapatan keuntungan perbankan syariah
memengaruhi implementasi pembiayaan musyara-
kah pada perbankan syariah di lokasi tersebut.
Tabel 6:

No. | Keterangan | Frekuensi | Persentase (%)

1. | Memengaruhi 20 60.60
Kurang 8 24.25
memengaruhi

3. | Tidak 5 15.15
Memengaruhi
Jumlah 33 100

Sumber: Data Hasil Pengamatan Tahun 2022
Faktor pendapatan keuntungan perbankan syariah
memengaruhi implementasi pembiayaan musyarakah
pada perbankan syariah di lokasi pengamatan, 60,60%
memengaruhi, 24,25% kurang memengaruhi, dan
15,15% tidak memengaruhi. Faktor pendapatan keun-
tungan perbankan menurut staf perbankan syariah
memengaruhi karena bank syariah sebagai institusi
bisnis selalu selalu melakukan persaingan dengan
adanya produk yang bisa bersaing di pasaran, khu-
susnya kepada nasabah yang cenderung pada pilihan
menggunakan bank syariah. Hal ini penting untuk
mengetahui minat dari nasabah dalam hal pembiayaan
dan kecenderungan nasabah akan fasilitasi dari akad
musyarakah yang masih belum terlalu banyak berbeda
dengan akad lainnya yang laris manis untuk diminati
nasabah seperti halnya akad murabaha Gual beli).



Menurut Prof. Arfin Hamid, “Kecenderungan akan
nasabah terhadap produk pembiayaan dengan sistem
akad murabahah (ual beli) berdampak negatif pada
eksistensi bank syariah karena konsep akad untuk
melihat keberhasilan bank syariah adalah bagaimana
produk dengan akad mudarabah dan musyarakah ini
digunakan oleh masyarakat ekonomi syariah”
(Wawancara Penulis, 2022). Namun, kenyataannya
bisnis bank syariah di lapangan masih lebih mudah
menjual produk dengan akad murabahah dibanding
dengan akad mudarabah dan musyarakah. Sebab,
faktor keuntungan ini, Bank Muamalat tidak lagi
menjual produk musyarakah untuk pemberian modal
usaha. Bank ini hanya menjual produk Musyarakah
Mutanagisah (MMQ) dalam pembiayaan perumahan
untuk nasabah dengan skema ini yang diminati bagi
nasabah yang ingin memiliki rumah dengan akad ini.
4. Faktor Covid-19 memengaruhi implementasi pem-

biayaan musyarakah pada perbankan syariah di

lokasi tersebut.

No. Keterangan Frekuensi Persentase
(%)

1. | Memengaruhi 33 100
2. Kurang

memengaruhi
3. | Tidak

Memengaruhi

Jumlah 33 100

Sumber: Data Hasil Pengamatan Tahun 2022

Faktor pandemik Covid-19 memengaruhi imple-
mentasi pembiayaan musyarakah pada perbankan
syariah di lokasi pengamatan. Sebanyak 100% orang



menyatakan faktor Covid-19 memberi dampak dari
kegiatan bisnis perbankan syariah. Hal ini dikarenakan
wabah Covid-19 menjadikan beberapa kegiatan men-
jadi dibatasi dan terbatas sebagail upaya pencegahan
penularan dan penyebaran virus ini. Akan tetapi, hal
ini mengakibatkan perlambatan dan kemacetan dari
kegiatan bisnis. Sektor ekonomi mengalami penurunan,
banyak pelaku usaha yang mengalami penurunan
pendapatan. Ini berakibat pada ketidakmampuan un-
tuk memenuhi kewajibannya membayar hutang atau
pembiayaannya yang sedang berjalan di perbankan.

Pelaku usaha yang memiliki pembayaran Kke-
wajiban di bank akan kesulitan untuk memenuhi
kewajibannya jika usaha yang dimiliki mengalami
penurunan pendapatan akibat Covid-19. Dalam kondisi
seperti ini sudah pasti salah satu sektor yang terkena
dampak ialah sektor perbankan yang telah me-
nyalurkan pembiayaannya, khususnya pembiayaan
musyarakah kepada pelaku usaha. Akan tetapi, mereka
mengalami kemacetan dan mengakibatkan pendapatan
bank sebagai lembaga bisnis juga ikut terdampak.
Dalam kondisi saat ini, bank, termasuk bank syariah,
harus memiliki strategi bisnis tersendiri yang berbeda
dengan kondisi normal.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga
pengawas lembaga keuangan telah mengeluarkan sti-
mulan berupa Peraturan OJK bagi pihak-pihak yang
terkena dampak wabah Covid-19 dalam pemenuhan
kewajibannya di lembaga keuangan. Akan tetapi,
bagaimana dari sisi pithak lembaganya. Dalam hal ini,
misalnya perbankan syariah, jika nasabah pembiayaan
musyarakah mengalami sulit pembayaran, maka ber-

— D | [ | —



dampak pada penurunan pendapatan bagi pihak bank.
Strategi bisnis yang berbeda perlu diterapkan pada
masa pandemi saat ini, khususnya bagi lembaga
perbankan syariah yang juga terkena dampak Covid-19.
Pandemi ini memberikan dampak yang cukup luas
terhadap kegiatan yang dilakukan masyarakat, salah
satunya ialah dampak kegiatan perekonomian dalam
lembaga keuangan perbankan, baik dalam bank kon-
vensional maupun bank syariah.

Kegiatan perekonomian adalah segala aktivitas
yang dilakukan oleh manusia dalam upaya pemenuhan
kebutuhan hidupnya. Dampak Covid-19 terhadap
sektor bank syariah menurut Arief Dirga Kusuma,
Account Officer Bank Sulselbar Syariah di cabang
Makassar, menyatakan berefek pada penurunan
penyaluran kredit (pembiayaan), bahkan sempat di-
berhentikan sementara seperti halnya pembiayaan
musyarakah, penurunan kualitas aset, pengetatan
margin, banyaknya restruktur pembiayaan, dan pem-
biayaan bermasalah yang sudah sampai pada tahapan
lelang (Wawancara Penulis, 2022).



Bab 11
Relevansi Pembahasan dengan
Teori

Sebagaimana ditegaskan di Bab 2 bahwa dalam
hubungan dengan empat faktor berpengaruh dalam
pembiayaan musyarakah pada perbankan syariah di
Sulawesi selatan, maka dapat dikemukakan sebagai
berikut.

A. Teori Kemaslahatan

Syariah mempunyai tujuan yang hakiki yaitu
menjadi tolok ukur bagi manusia dalam rangka
mencapal kebahagiaan hidup. Pembuat hukum yang
sesungguhnya hanyalah Allah dengan tujuan untuk
kemaslahatan manusia. Maslahat juga dapat diartikan
sebagai maqashid, sehingga magqgashid syariah adalah
merealisasikan maslahat setiap manusia dan menghin-
darkan mafsadat dari mereka. Dari hasil pembahasan
tentang faktor yang memengaruhi pembiayaan
musyarakah pada bank syariah di daerah ini, yaitu
faktor prinsip syariah, faktor kemitraan antara
nasabah dengan bank syariah faktor pendapatan ke-
untungan perbankan syariah, dan juga faktor Covid-19.

Apabila pembahasan tentang faktor-faktor tersebut
dihubungkan dengan teori kemaslahatan sangat terkait
dengan pendapat asy-Syatibi (n.d.) yang menjelaskan
ada lima bentuk maqashid syariah atau biasa disebut
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kulliyat al-khamsah (lima prinsip umum), yakni: (1)
hifdzu din (melindungi agama), (2) hifdzu nafs
(melindungi jiwa), (3) hifdzu aql (melindungi akal), (4)
hifdzu nasab (melindungi keturunan), dan (5) hifdzu
maal (melindungi harta). Artinya, tujuan pembiayaan
musyarakah adalah untuk mewujudkan tujuan syariat,
mewujudkan ajaran Islam ltu sendiri (a/-maqashid asy-
syariah). Oleh karena itu, tujuan ekonomi Islam yaitu
untuk menciptakan kebahagiaan hakiki, dunia, dan
akhirat (hayatan thayyibah). Syariat menghendaki
kebahagiaan hakiki yang mencakup kebahagiaan un-
tuk seluruh umat manusia secara merata (Sumitro,
1997, p. 50).

B. Teori Keadilan

Masudi (1995, p. 97) menyatakan bahwa teori
keadilan sama dengan teori keadilan sosial dalam
istilah filsafat hukum. Adapun inti dari konsep maqasid
al-syariah adalah untuk mewujudkan kebaikan seka-
ligus menghindarkan keburukan atau menarik manfaat
dan menolak mudarat. Istilah yang sapadan dengan inti
dari magqasid al-syari'ah tersabut adalah maslahat
karena penetapan hukum dalam Islam harus bermuara
kepada maslahat. Dalam hal ini, kemanfaatan bagi
masyarakat banyak. Salah satu hal yang mendasari
pemikiran maqashid, syariat sebagai instrumen
menggali nilai keadilan hukum sebagai tujuan dite-
tapkannya hukum Islam dan juga faktor faktor yang
memengaruhi, seperti faktor prinsip syariah, faktor
kemitraan antara nasabah dengan bank syariah, faktor
pendapatan keuntungan perbankan syariah, dan juga
faktor Covid-19.
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Hal ini sejalan dengan pembahasan yang diungkap
oleh penulis bahwa pembiayaan musyarakah masih
kurang efektif. Berdasarkan pengamatan kepada staf
bank syariah di daerah ini, sekitar 45,45% merasa
kurang efektif, 30,30% efektif, dan 24,25% tidak efektif
dengan pembiayaan berdasarkan akad musyarakah
yang selama ini mereka jual kepada nasabah bank
syariah. Selain itu, data menunjukkan 69,70% kurang
efektif, 21,21% tidak efektif, dan 9,09% efektif dengan
produk pembiayaan dengan Akad Musyarakah pada
bank syariah di provinsi tersebut. Oleh karena itu,
kemanfaatan pembiayaan musyarakah masih kurang
efektif.

Hal ini juga terungkap dari hasil wawancara
penulis dan pihak perbankan syariah yang masih
berpatokan dalam mengambil margin dengan ber-
patokan suku bunga dalam hal penetapan harga sewa
pada pembiayaan Musyarakah Mutanaqgisah (MMQ),
sehingga adanya ketimpangan ketidakadilan dalam hal
penetapan harga sewa tiap tahunnya yang ditetapkan
oleh pihak Unit Usaha Bank Syariah di daerah
tersebut. Jadi, dampak adanya persaingan antara bank
syariah dan bank konvensional yang menjadi induk
perbankan syariah pada Unit Usaha Syariah.

C. Teori Perjanjian

Menurut pandangan Hobbes (n.d.), isi kontrak
bersama mengandung dua segi. Pertama, kontrak
antara sesama sekutu sehingga tercipta sebuah per-
sekutuan. Kedua, kontrak menyerahkan hak dan
kekuasaan masing-masing kepada seorang atau majelis
secara mutlak. Dalam kontrak itu juga disepakati



untuk saling menyerang dan hidup mematuhi undang-
undang.

Hanya ada satu hak yang tidak diserahkan kepada
negara, yaitu hak untuk mempertahankan diri. Perlu
ditegaskan bahwa kontrak itu terjadi antara individu
dengan individu, bukan antara individu dengan negara.
Jadi, menurut Hobbes (n.d.) yang terikat sepenuhnya
kontrak ialah individu-individu itu sendiri. Dari hasil
pengamatan, penulis memahami kontrak atau perjanji-
an yang dilakukan dalam pembiayaan musyarakah ini
terjadi berdasarkan beberapa faktor yaitu faktor
prinsip syariah, faktor kemitraan antara nasabah
dengan bank syariah, faktor pendapatan keuntungan
perbankan syariah, dan juga faktor Covid-19.

Kajian empiris buku ini ditemukan bahwa faktor—
faktor yang dijelaskan di atas tentang pembiayaan
musyarakah pada perbankan syariah, umumnya
memengaruhi bagaimana pelaksanaan pembiayaan
musyarakah dan telah berlaku pada perbankan syariah
di provinsi ini. Dari pernyataan Hobbes di atas, dengan
faktor yang memengaruhi pembiayaan syariah di
provinsi ini terkait beberapa teori.

1. Teori kehendak (Will theorie).
Teori pernyataan (Verklarings theorie).
Teori kepercayaan (Vertrouwens theorie).
Teori pengiriman (verzendings theorie).
Teori pengetahuan (vernemings theorie).

OU s o 1o

Akad tidak terjadi apabila pernyataan kehendak
masing-masing pihak tidak terkait satu sama lain.
Selain itu, akad merupakan tindakan hukum dua pihak
karena akad termasuk pertemuan ijab yang mempre-
sentasikan kehendak dari satu pihak dan kabul yang



menyatakan kehendak dari pihak lain Terbentuknya
suatu akad (perjanjian) yang sah dan mengikat dalam
hukum Islam harus memenuhi syarat akad.

Syarat akad dibedakan menjadi empat macam,
yaitu syarat terbentuknya akad, syarat keabsahan
akad, syarat berlakunya akibat hukum akad, dan
syarat mengikatnya akad (Anwar, 2007, p. 97—105).
Sementara itu, menurut sebagian ahli hukum Islam
Gumhur fukaha) rukun akad terdiri atas para pihak
yvang terlibat langsung dengan akad, objek akad atau
sesuatu yang hendak diakadkan, serta sighat akad atau
pernyataan kalimat akad yang lazimnya dilaksanakan
melalui pernyataan ijab dan kabul.

Rukun akad terdapat perbedaan pendapat di
kalangan fukaha yaitu aqid yaitu orang yang berakad
(bersepakat), ma'qud ‘alaih ialah benda-benda yang
diakadkan, seperti benda yang ada dalam transaksi
jual-beli, maudhu’ al-aqd yaitu tujuan pokok dalam
melakukan akad, serta shighat al-‘agd yang terdiri atas
ijab kabul (Huda, 2011, p. 28).

Adapun yang termasuk dalam macam-macam akad
adalah sebagai berikut (Huda, 2011, p. 33).

a. Agad munjiz yaitu akad yang dilaksanakan lang-
sung pada saat selesainya akad.

b. ‘Agad mualag yaitu akad yang dalam pelak-
sanaanya terdapat syarat yang telah ditentukan
dalam akad.

c. ‘Agad mudhaf yaitu akad yang dalam pe-
laksanaannya terdapat syarat-syarat mengenai
penangguhan pelaksanaan akad, pernyataan yang
pelaksanaannya ditangguhkan hingga waktu yang



ditentukan, dan perkataan tersebut sah dilakukan

pada waktu akad.

Dapat ditegaskan bahwa teori tersebut masih dapat
dipertahankan atau digunakan sebagai pisau analisis
terhadap berbagai penulisan hukum, khususnya me-
ngenai buku-buku hukum empiris yang melakukan
kajian efektivitas terkait pembiayaan musyarakah
pada perbankan syariah di lokasi tersebut.



Bab 12
Kesimpulan

Dari keseluruhan bahasan yang telah diuraikan di
atas, maka disimpulkan sebagai berikut. Pertama,
hakikat Pembiayaan musyarakah pada perbankan
syariah di Sulawesi Selatan yaitu mengimplementa-
sikan nilai-nilai ilahiah, prinsip kemanusiaaan, prinsip
keadilan, prinsip keseimbangan, dan kaidah atau
norma yang mengatur tentang akad musyarakah dalam
dunia perbankan syariah. Hal ini untuk tujuan
kesejahteraan serta kebahagiaan dunia dan akhirat
serta memperoleh rahmat, karunia, dan keridaan dari
Allah Swt. Sementara itu, dari sisi nasabah, berakad
musyarakah pada perbankan syariah bertujuan untuk
bertransaksi dalam bentuk tolong-menolong yang
berlandaskan asas syariah dan bukan semata-mata
mencari keuntungan. Oleh karena itu, nilai tauhid
diimplementasikan, juga akan terwujudnya kemasla-
hatan ekonomi umat dalam akad musyarakah pada
bank syariah di daerah ini.

Kedua, efektivitas pembiayaan musyarakah pada
perbankan syariah di provinsi ini masih kurang. Hal-
hal yang memengaruhi yaitu SDM perbankan syariah
belum siap dan belum sesuai dengan harapan. Selain
itu, terjadinya stigmatisasi terhadap perbankan sya-
riah yang dianggap sama dengan bank konvensional



dalam hal penyaluran pembiayaan Musyarakah
Mutanaqgisah (MMQ), sehingga diperlukan kesadaran
pelaku bisnis di bidang perbankan syariah. Selan-
jutnya, juga adanya persaingan bisnis antara unit
usaha syariah dan induk perbankan konvensionalnya
dalam mencapai keuntungan yang telah menjadi target
pencapaian Kkinerja unit usaha perbankan syariah.
Konsep pembiayaan musyarakah dalam sistem per-
bankan syariah belum dipahami dengan baik oleh
masyarakat.

Ketiga, faktor-faktor yang memengaruhi pembia-
yaan musyarakah secara empiris terdiri atas faktor
prinsip syariah, faktor persyaratan kemitraan antara
nasabah dengan bank syariah, faktor pendapatan
keuntungan perbankan syariah, dan faktor Covid-19.
Hal tersebut sangat memengaruhi setiap aspek, bukan
hanya dalam hal kebutuhan operasional saja, tetapi
juga tidak mampu mendukung agar maqasid syariah
terpenuhi pada akad musyarakah yang menjadi produk
andalan pembiayaan perbankan syariah di provinsi ini.
Hal ini dimaksudkan agar tujuan tersebut tercapai,
maka mengharuskan adanya peningkatan efektivitas
dengan melakukan perbaikan pada setiap faktor yang
berpengaruh pada akad musyarakah. Dengan demiki-
an, ini akan berdampak pada peningkatan penggunaan
akad musyarakah untuk kesejahteraan dan kemasla-
hatan umat.
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Tentang Penulis



PEMBIAYAAN DAN PELAKSANAAN

MUSYARAKAH

DALAM PERBANKAN SYARIAH

Buku ini membahas secara mendalam konsep pembiayaan musyarakah dalam
perbankan syariah, yang berlandaskan prinsip kemitraan dan bagi hasil.
Musyarakah merupakan salah satu akad utama dalam ekonomi Islam yang
memungkinkan dua pihak atau lebih untuk menginvestasikan modal mereka
dalam suatu usaha bersama dengan pembagian keuntungan dan risiko yang
adil. Dalam buku ini, dijelaskan bagaimana konsep musyarakah diterapkan
dalam sistem perbankan syariah, termasuk landasan hukum, mekanisme
operasional, serta keunggulan dan tantangan dalam penerapannya.

Selain membahas teori, buku ini juga mengulas implementasi pembiayaan
musyarakah dalam praktik perbankan syariah di berbagai negara, termasuk
Indonesia. Pembaca akan menemukan berbagai studi kasus yang
menggambarkan bagaimana bank syariah menerapkan akad ini dalam
berbagai sektor ekonomi, seperti perdagangan, industri, dan properti. Buku ini
juga membahas strategi mitigasi risiko dalam pembiayaan musyarakah agar
tetap sesuai dengan prinsip syariah dan mampu memberikan manfaat bagi
semua pihak yang terlibat.

Sebagai referensi penting bagi akademisi, praktisi perbankan, dan mahasiswa,
buku ini memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai pembiayaan
musyarakah. Dengan gaya bahasa yang sistematis dan mudah dipahami,
pembaca dapat memperoleh wawasan yang lebih luas mengenai potensi dan
tantangan akad musyarakah dalam mendukung pertumbuhan ekonomi
berbasis syariah. Buku ini menjadi panduan yang berharga bagi siapa saja yang
ingin memahami lebih dalam tentang konsep dan aplikasi musyarakah dalam
dunia perbankan syariah modern.
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